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ABSTRAK

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh adangpatitas yang begitu
jauh antara DPD dan DPR, disparitas ini bisa diljeada terbatasnya kewenangan
yang dimiliki oleh DPD (Pasal 22D UUD 1945) sebagakil daerah yang dipilih
secara langsung oleh rakyat di daerahnya masingigaBahkan kebanyakan
kalangan menyebut DPD sebagaklegidator atau acap disebut juga dengan
“staaf ahli” DPR, julukan ini diberikan karena DPBanya mempunyai
kewenangan sebatas merancang dan membahas RUdudesama DPR, tidak
sampai pada tahap persetujuan. Kewenangan yantkdip®D jauh lebih kecil
bila melihat kewenangan yang dimiliki DPR, baik afal fungsi legislasi,
pengawasan maupun fungsi anggaran. Di sampindgieheradaan MPR sebagai
“rumah bersama” anggota DPR dan anggota DPD jugaraestruktural bersifat
permanen karena memiliki Pimpinan, kesekretariatam alat kelengkapan
sendiri, sehingga dengan demikin parlemen Indonidék jelas bangunannya.
Maka sering disebutkan bahwa parlemen Indonesiaraestruktural berbentuk
trikameral, secara formal bikameral dan secaratigrainikameral. Berkaitan
dengan kewenangan DPD, kurang besarnya kewenargBrbi3a menyebabkan
disintegrasi bangsa karena daerah bisa melakulgaratess apabila kesewenang-
wenangan terus diterima akibat kebijakan pusaktidalibatkan daerah, melalui
DPD, baik sebagai pembuat regulasi maupun melakp&agawasan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalatjebis yuridis
normatif dengan pendekatan yuridis, historis datitiposerta penelitian ini
bersifat ius constituendum dan ius contitutum, teknis pengumpulan data studi
kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deHlsrqualitatif dan pada
akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian maka penyusun menukapubahwa
memang terdapat perbedaan yang besar antara keyeenB®R dan DPD, baik
dalam fungsi legislasi, pengawasan maupun keuarggighal keduanya sama-
sama dipilih langsung oleh rakyat. Maka secaraitieodisimpulkan bahwa
parlemen Indonesia merupakan perpadddierentiated bicameralism dan soft
bicameralism. Kesimpulan lain adalah masih lemahnya keberadzRD yang
suatu waktu bisa dibubarkan dan/atau dibekukan Blelsiden, masih kaburnya
sistem Presidensiil Indonesia karena Presiden jogmpunyai fungsi legislasi.
Kelemahan lain adalah mekanistteeck and balances bisa tidak efektif karena
proses legislasi maupun pengawasan hanya berddag#in lembaga perwakilan
politik, sedangkan unsur perwakilan lain, yaitu DB&bagai representasi daerah,
tidak mendapat kewenangan yang berarti sehinggarréarhadagkongkalikong
antara eksekutif dan legislatif. Parlemen bikameehm penelitian ini tidaklah
berbenturan dengan bentuk negara kesatuan.

Kesimpulan yang utama dalam penelitian ini adaktupya perubahan
kelima UUD 1945, khususnya mengenai bagunan panemdonesia. MPR
hendaknya dijadikan sebagai lembaga non permarsagagoint sesson DPR
dan DPD saja. Selanjutnya baru diberikan kewenawgag lebih besar kepada
DPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawadan fungsi integrasi,
khususnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

XVi



BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 dasakan kuat
untuk mengubah struktur kelembagaan negara Indmnegakni melalui
amandemen UUD 1945. Maka dalam rentan waktu 1992-2JUD 1945 telah
empat kali diamandemen, hasilnya muncullah bebetapdaga negara baru
dalam UUD 1945. Lembaga baru yang dibentuk berdasatJUD 1945 yang
telah diamandemen antara lain adalah Dewan Peavakilaerah, Mahkamah
Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dewan Perwakilaaddah (DPD) diatur dalam
pasal 22C dan 22 D, Mahkamah Konstitusi diatur rdalBab IX tentang
Kekuasaan Kehakiman yaitu pasal 24C, sedangkanriagan serta kedudukan
Komisi Yudisial diatur juga dalam Bab tentang Kesamn Kehakiman, tepatnya

pada pasal 24B.

Amandemen UUD 1945 pasca Orde Baru, sebagai bdtefirmasi
konstitusi, tidak hanya merubah bentuk perimbangewenangan pusat dan
daerah, akan tetapi juga berakibat pada perubabampdsisi parlemen (MPR),
yakni lahirnya kamar kedua sebagai bentuk perwakdaerah, yaitu dengan

dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah yang diaturarsedangsung dalam

! saldi Isra,Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model slegi Parlementer
dalam Sistem Presidensiil Indonesi&t. 1l (Jakarta : RajaGrafindo), 2010., him. 7.



Konstitusi? DPD dibentuk sebagai wakil daerah di pusat daarditkan untuk
membawa suara dan aspirasi daerah di panggung pé&ambkebijakan politik di

tingkat nasional.

DPD lahir sebagai upaya untuk menjaga integrasionak dengan
memberikan ruang kepada daerah untuk ikut sert@ntekan kebijakan nasional
yang menyangkut masalah daerah melalui Utusan Bagrag disempurnakan
menjadi lembaga tersendfriAnggota PAH | BP MPR , Soetjipno, menyatakan
bahwa konsep DPD tidak dilatar belakangi oleh kpn&gkameral, tetapi
unikameral untuk merampungkan pluralitas bangsanam@ung karakteristik
daerah secara komprehensif, sekaligus menampumyaddusan daerah secara
de juredande facto DPD merupakan terjemahan dari Bhineka Tunggatéicara

nyata, bukan hanya sebagai simbol.

Semenjak selesai amandemen ketiga UUD 1945 Indonescara
konstitusional menerapkan model parleméitameral Struktur parlemen
Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Raékyebagai forum untuk

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Dadmahinilah mengapa

2 Pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Reputonesia Tahun 1945.
Perubahan dari Sistem Parlemen Unikameral pada @at&Baru menjadi Parlemen Bikameral
pada masa pasca Reformasi dijelaskan oleh C. éngsebagai bentuk reaksioner setelah gagal
pada saat revolusioner, Strong menggambarkan béewauk unikameral kebanyakan dipakai
pada masa revolusioner. Lihat : C. F. Strddgdern Political Constitutions: An Introduction to
the Comparative Study of Their History and Existitggm, terj. Derta Sri Widowatie, Konstitusi-
konstitusi Politik Modern : Studi Perbandingan &g Sejarah dan Bentuk, cet. Il (Bandung :
Nusa Media, 2010), him. 266.

® Muchammad Ali Syafa’atParlemen Bikameral : Studi Perbandingan di Amerika
Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria daddnesia(Malang : UB Press, 2010), him. 93-94.

* Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndoneBizu Keempat Jilid 2 A :
Risalah Rapat Komisi A ke-2 (lanjutan) s/d ke-5ggal 06 November s/d 08 November 2001,
masa Sidang Tahunan MPR Rl Tahun 20(Jakarta : Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 200), 207.



parlemen Indonesia disebutkan sebagai satu-satpagi@amen dengan bentuk

trikameral di dunia.

Pelembagaan parlemen merupakan bentuk perwujudaaulegan
rakyat, parlemen adalah representasi dari rakyaséindiri. Kedaulatan rakyat
yang direpresentasikan oleh parlemen mutlak dipariusebagai bentuk keikut
sertaan rakyat dalam menentukan kebijakan negaksiat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi dalam negara demokratis diivaleh orang-orang tertentu

dalam parlemen, bentuk perwakilan rakyat secaramikenal 3 macam, yaitf :

1. Political Representatignyaitu perwakilan melalui prosedur partai
politik

2. Territory Representatignperwakilan daerah atau negara bagian
dalam suatu negara di tingkat pusat

3. Functional Representatiomentuk keterwakilan kelompok profesi,
perguruan tinggi, serikat buruh/pekerja dan lalmagainya.

Indonesia dewasa ini, khususnya semenjak amandédsdh 1945
sebanyak empat (4) kali hanya menerapkan keteraragiblitik dan keterwakilan
wilayah, utusan golongan hanya dipakai pra-refornisentuk perwakilan politik
yang dipilih dengan mekanisme partai politik padanitu adalah terbentuknya
DPR, sedangkan keterwakilan wilayah berbentuk DRIDgydipilih sebanyak

empat orang untuk setiap providsiDengan format parlemen seperti ini,

® Penamaan sistem parlemen Indonesia dengan sebik@meral disebutkan juga
oleh Jimly asshiddigie, hal ini dikarenakan dalabh Nomor 22 tahun 2003 tentang Susduk MPR,
DPR, DPD dan DPRD. Dalam Undang-undang ini dijedaskahwa antara MPR, DPR dan DPD
berdiri dengan sendirinya, disamping itu pada p&sél) UUD 1945 disebutkan bahwa MPR
terdiri dari DPR dan DPD. Lihat : Jimly AsshiddigRokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Reformags{Jakarta : Buana llmu Populer, 2007), him. 158-15

® Ibid, him. 154-155. Lihat juga : Hans Kels&®eneral Theory of Law and Stater;.
Raisul Muttagien, Teori Umum tentang Hukum dan Nag&et. V (Bandung : Nusa Media,
2010), him. 415-423.

" Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 terRangjlihan Umum anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerahiawvan Perwakilan Rakyat Daerah.



perwakilan fungsional telah masuk dalam DPR maup@b secara natural,

karena para calonnya juga berasal dari latar betpgeofesi yang berbeda.

Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan bagian ariemen
seharusnya juga mempunyai fungsi legislasi, yagkuksaan untuk membuat
Undang-undang. DPD sebagai wakil daerah dan bgrakakilan seluruh daerah
yang ada di Indonesia tentunya harus memiliki hak dvewenang dalam
menentukan arah kebijakan negeri ini, namun daldsd 1945 hak membuat
Undang-undang tidak didapatkan oleh DPD. Pasal @&gid (2) UUD 1945 hanya
memberikan kewenangan kepada DPD sampai sebataen#eg yang paling
tinggi didapatkan) pembahasan Rancangan Undangigndeersama DPR,
Rancangan itupun baru sebatas Undang-undang yanga hanenyangkut
permasalah otonomi daerah, hubungan pusat dan hdagrambentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaaersdaya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangaat pas daerah. Di samping
itu, DPD juga hanya memberikan pertimbangan kedaB& dalam draft UU
APBN serta UU yang berkaitan dengan pajak, pendididan agam@.

Contoh dari kemandulan sebuah lembaga perwakilatand hal ini
DPD, ialah ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 189fiang Pemerintah
Daerah yang sangat akomodir terhadap daerah, daenamya di situ
memberikan ruang yang besar kepada daerah untikrbbang, diganti dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undamg yzaru ini telah

memangkas habis kewenangan daerah, dan DPD setaghdaerah tidak bisa

8 pasal 22D ayat (2) UUD 1945.



berbuat banyak karena tidak mempunyai kewenangag yeanyak layaknya
sebuah lembaga legislatif. Contoh lain adalah mesigasruh tentang RUUK
DIY yang menjadi konflik vertikal antara pemerintahsat, Presiden dan Menteri
Dalam Negeri, dengan rakyat Yogyakarta. Lagi-lagPC) khususnya yang
mewakili DIY, hanyameneng wadanpa bisa berbuat banyak, bukankah DPD
dibentuk sebagai wujud kedaulatan daerah dan dehgaan mengiwongke
daerah itu sendiri. Padahal DPD itu dibentuk umhgnyuarakan aspirasi daerah,
dan tentunya memperjuangkan aspirasi itu di pusat.

Masih pada permasalahan legislasi, RUU yang diajuktah DPD ke
DPR dari tahun 2005 — 2010 sebanyak 22, tidak adapsn yang menjadi
Undang-Undang.Hal ini menandakan DPD atau apa yang diajukan BIED
tidaklah penting bagi DPR, bandingkan dengan RUUWgyaliajukan oleh
Pemerintah atau yang memang diinisiasi oleh DPRandiri. Disamping itu, dari
sebanyak 119 RUU yang ikut dibahas oleh DPD berdaRR, hanya satu RUU
tentang Sektor Perikanan yang diperhatikan damdsitilanjuti oleh DPR°
Berdasarkan kenyataan ini nampaklah ketimpanganurtgam antar kamar
parlemen Indonesia, dan ketimpangan ini sangat jauh

Bedasarkan pasal 22D ayat (3) UUD 1945, fungsi @eagan DPD
dijelaskan dapat mengawas pelaksanaan UU mengemano@ Daerah,
Hubungan Pusat dan Daerah, Pembentukan dan Pemedaata Penggabungan

Daerah, Pengembangan Sumber Daya Alam dan Sumlyar BX@nomi lainnya,

® Sumber: Sekretriat Jenderal DPD RI Tahun 2010apar 22 Desember 2010,
dalam Mahmuzar|mplikasi Keterbatasan Fungsi DPD terhadap Kepegaim Daerah dalam
NKRI, (Yogyakarta: Rancangan Disertasi Program DoktekaUll, 2012), HIm. 306-307

%bid., him. 323.



Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, APBN, FRgakiidikan dan Agama.
Pada pasal ini ditegaskan pula bahwa DPD melapopegawasan tersebut
kepada DPR, sebagai bahan pertimbangan untuk aktilahjuti.

Penggunaan kata “dapat” secara terminologi sangaiah, karena
mempunyai konsekwensi memilih dan tidak mempunyakuktan hukum,
berbeda dengan penggunaaan kata “wajib” atau “meygdukekuasaan dan
kewenangan”. Di samping itu, dalam hal DPD melaporkasil pengawasan ke
DPR merupakan sesuatu yang tidak adil kalau ditilaait susunan kedua lembaga
yang sama-sama dipilih rakyat, keduanya diaturndatanstitusi dan setingkat
sama-sama lembaga tinggi negara di bidang ledisRgnentuan dalam mengisi
lembaga negara, DPD hanya diberikan kewenangarasepartimbangan dalam
menentukan anggota Badan Pemeriksa Keuattgan.

UUD 1945 juga tidak memberikan jaminan pada kebgdangan
lembaga DPD, karena dalam pasal 7C presiden hanglak tbisa
membubarkan/membekukan DPR, sedangkan DPD tidakraddg. Hal ini
memungkinkan Presiden membubarkan DPD jika akarakiiolkan, jika DPD
dibubarkan maka secara otomatis MPR juga dibubakkagna MPR terdiri dari
anggota DPR dan anggota DPD, sedangkan yang bergememakzulkan
Presiden adalah MPR berdasarkan hasil sidang dk&faah Konstitust? Kalau
dilihat dengan cara hitung-hitungan politik, komigokeanggotaan DPD yang
tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) anggota DP&ajberpotensi dimanfaatkan

oleh Presiden yang akan dimakzulkan, karena suaranyMPR tidak terlalu

" pasal 23F UUD 1945.
2 Lihat pada Pasal 2 ayat (1), 3 ayat (3), 7A danUtBD 1945 yang semuanya
berkaitan dengan mekanisme pemakzulan Presiden.



signifikan. Karena itulah, upaya pemakzulan presiddengan cara yang
konstitusional, terkait pelanggaran yang disebuitalam UUD 1945, akan sulit
tercapai.

Bandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dédam UUD
1945 diatur bahwa DPR mempunyai kekuasaan membduahaang-Undang,
setiap RUU dibahas oleh DPR dan PresideBahkan DPR mempunyai kekuatan
tambahan dalam bentuk memaksa Presiden untuk nadrnges RUU yang telah
disetujui. Bukan hanya dalam bidang legislasi, OB mendapat wewenang
sebagai penentu bagi pemerintah untuk menentukamnge perdamaian dan
perjanjian dengan negara lafhPengangkatan Duta dan Konsul serta menerima
penempatan duta negara lain juga harus konsulesjash DPR? begitupun
dalam hal Presiden akan memberikan amnesti daisaljol

DPR juga mempunyai kewenangan dalam hal penganmgkdskim
Agungl’ Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi st
menentukan tiga orang Hakim Mahkamah Konstitiishemilih anggota Badan
Pemeriksaan Keuangah,dan menentukan pengisian lembaga negara lainnya
(auxiliary bodie3, seperti Komisi Pemilihan Umum, Komnas HAM, Komis
Pemberantasan Koruggi,dan lembaga tinggi bantu lainnya. Kewenangan ini

akan bertambah dengan keharusan meminta pertimparigBR dalam

13 pasal 20 UUD 1945.

4 pasal 11 UUD 1945.

15 pasal 13 UUD 1945.

18 pasal 14 UUD 1945.

17 pasal 24A UUD 1945.

18 pasal 24B UUD 1945.

19 pasal 24C UUD 1945.

20 pasal 23F UUD 1945.

1 pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Negara Repubtibriesia Nomor 20 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanagéar



menentukan Panglima Tentara Nasional Indonesia Kapala Kepolisian
Republik Indonesia.

Melihat perjalanan Otonomi Daerah dan lembaga khugang
mewakili daerah di tingkat nasional (DPD), jika alildingkan dengan DPR
sebagai perwakilan politik, kita bisa melihat sukiimpangan bahwa lembaga
yang mewakili daerah adalah bentuk karbanci di parlemen dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Mengenai ketimpangamnsisikameral dalam sistem
perwakilan di Indonesia, khususnya terkait keterket DPD, maka terdapat tiga
pendapat mengenai masa depan DHEertama sebaiknya fungsi DPD
ditingkatkan, karena DPD merupakan wadah bagi asipidaerah.Kedua
mengusulkan agar DPD sebaiknya dibubarkan sajagn&arDPD hanya
merupakan pemborosan terhadap anggaran negard, selama ini DPD tidak
memberikan kontribusi apa-apa terhadap rakyat @égana, sedangkan pendapat
ketiga yaitu membiarkan DPD seperti sekarang ini sajai@ada kekhawatiran
dari partai politik besar di DPR jika kewenangan[Déitambah, serta ketakutan
dengan penambahan kewenangan DPD akan menjadilkdomesia negara
federal®® Ketiga opsi itu merupakan pilihan yang sulit, okettena itu diperlukan
kajian yang mendalam untuk menentukan pilihan berse

Melihat posisi DPD dalam konstitusi Indonesia, bukialak mungkin
akan menyulut disintegrasi bangsa. Hal ini dikakenadaerah tidak merasa puas

dengan hasil legislasi yang dibuat oleh DPR atadadg-undang yang dibuat

olen DPR tidak menyangkut dan bahkan mengabaikgreritegan daerah,

22 |jhat juga dalam : SulardReformasi Hukum : Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat
dalam Membangun DemokragMalang : In-Trans Publishing, 2009), him. 146.



sedangkan di posisi lain daerah tidak dapat bedbarayak untuk menyampaikan
aspirasinya karena unsur keterwakilan daerah diempan (DPD) tidak
mempunyai kewenangan yang cukup dalam menentukameéanbuat Undang-

undang®®

B. RUMUSAN MASALAH

Melihat posisi DPD dalam konstitusi Indonesia, kisrg/a pada pasal
22D yang mengatur tugas dan kewenangan Dewan PéawdBbaerah, timbul

beberapa permasalahan ketatanegaraan, yaitu :

1. Bagaimana Sistem Lembaga Perwakilan di IndonesiacaPa
Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

2. Apa Kelebihan serta Kekurangan Sistem Lembaga Rédama
Indonesia Sekarang?

3. Bagaimana Konsepsi yang ldeal Sistem Lembaga Pdanadi

Indonesia dalam Bingkai Negara Kesatuan Repubtikesia?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yBéutama,menjelaskan

keadaan sistem lembaga perwakilan di Indonesidabeperubahan (amandemen)

23 Terkait dengan monopoli legislasi oleh DPR danel®tasan legislasi yang
dimiliki oleh DPD, Stephen Sherlock, seperti dikutleh Saldi Isra, mengatakan bahwa fungsi
legislasi DPD tidak akan pernah ditemui di negaemapun di dunia. Saldi IsrRergeseran ..,
him. 8.
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UUD 1945, dikhususkan pembahasannya pada lembagealpkan di tingkat
pusat saja, bukan lembaga perwakilan di daeraharfgidn tujuan yangedua
adalah menemukan kelebihan serta kekurangan sipggmakilan Indonesia.
Tujuan yang terakhir adalah mencari serta menfasikén sistem parlemen yang

sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Republikdsi@on

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaik secara
teoritis maupun praktis. Secara teoritis, peraglitiini diharapkan dapat
menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan ilmuuriuRata Negara di
Indonesia, khususnya dalam bidang kajian strukéur lbentuk parlemen. Secara
khusus penelitian ini merupakan sumbangan pemikdalam hal perubahan
perundang-undangan pada masa yang akan datangmaehgegsi, struktur serta
bentuk parlemen. Secara praksis penelitian inirdjilean dapat dimanfaatkan
oleh peneliti selanjutnya, baik bidang ilmu hukuraupun ilmu pemerintahan dan

ilmu politik, sebagai bahan rujukan untuk menamkiagsanah ilmu pengetahuan.

D. KERANGKA PEMIKIRAN DAN KONSEPTUAL

1. NegaraKesatuan.

Di dunia mengenal berbagai macam bangunan negal@.bAngunan
negara dengan bentuk federalisme, konfederalismendgara kesatuan. Negara
federal biasanya membagi kekuasaan pusat dan keluataerah atau negara
bagian sedemikian rupa, pemerintah daerah bebasatapur tangan pusat dan

negara tersebut berdiri atas dasar persekutuan psieserikatan negara-negara
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bagian, sehingga kekuasaan yang sesungguhnya safagdn pemerintah Negara
bagian. Konfederasi sebenarnya bukanlah bentukraedgan tetapi lebih kepada
persekutuan beberapa negara yang mempunyai kekupsaah bukan negara-
negara bagian, dapat diartikan bahwa konfederagipakan bentuk serikat dari

negara-negara.

Disebut negara kesatuan apabila kekuasaan penterpuaat dan
pemerintah daerah tidak sederajat. Kekuasaan paaiepusat lebih menonjol di
bandingkan pemerintah daerah, kekuasaan pembentaland-undang hanya
berada di badan legislatif pusatMenurut C. F. Strong, negara kesatuan ialah
bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinljgusatkan dalam satu badan
legislatif nasionaf® Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk merkamah
sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerapi petda tahap terakhir

kekuasaan tertinggi tetap pada pemerintah gusat.

Strong akhirnya mengajukan dua kesimpulan, yakriwlaa negara
kesatuan mempunyai dua sifat penting, yaitu bahavkemen pusat dalam negara
kesatuan memiliki supremasi, kalaupun ada parlesherasing-masing wilayah ,
itu tidak bisa menyamakan atau menentang suprgmadsimen pusat. Serta tidak

adanya badan berdaulat tambahan.

24 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragitmu Negara cet. IV (Jakarta : Gaya Media
Pratama, 2000), him. 207-214.

%5 |bid.

26 C. F. StrongModern Constitutions.,.him. 105.

2" Menurut Prof. Miriam Budiardjo, pada negara keaatikkekuasaan ke dalam
maupun keluar tetap pada pemerintah pusat, bedsdgan federalisme yang kekuasaan ke dalam
tetap di tangan pemerintah daerah dan kekuasaarkefuu berada di tangan pemerintah pusat.
Lihat : Miriam Budiardjo,Dasar-dasar lImu Politik Edisi Revisi, cet. IV (Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama, 2010), him. 269.
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Hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedamoieat tidak
tebagi, atau dengan kata lain, negara yang kekogsamerintah pusatnya tak
terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidalgakei adanya badan legislasi
lain selain yang ada di pusat. Selain itu, dalagaree kesatuan tidak mengenal
adanya badan yang berdaulat tambahan, kalaupuraatafd di bentuk badan
legislasi maka badan legislasi yang ada di daeredelhut tetap mengacu pada
badan legislasi yang ada di pusat karena hanyapalean pendelegasian dari

badan legislasi nasional.
2. Lembaga Perwakilan.

Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi tgabmbatan
politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilifiermal dari warga negara
yang memenuhi syarét.Pada era modern sekarang ini, Pemilu menempasipos
penting dalam ketatanegaraan, karena beberapa getama,Pemilu menjadi
mekanisme penting bagi keberlangsungan demokrasiagéan. Kedug Pemilu
adalah indikator dari sebuah negara yang dikataleanokrasi.Ketiga Pemilu

sebagai alat dan tujuan dari demokrasi itu sendiri.

Menilik arti penting yang pertama dari Pemilu, wainekanisme
demokrasi perwakilan, membawa makna bahwa yang dicapai dari sebuah
pemilu yang demokratis adalah terbentuknya suatapksisi lembaga politik di
pemerintahan negara yang menjadi wakil dari rakydtik menjalankan fungsi

pemerintahan tersebut, baik di bidang eksekutif pnaupada bidang legislatif.

8 Sigit PamungkasPerihal Pemily (Yogyakarta : Laboratorium Jurusan llmu
Pemerintahan dan Jurusan limu Pemerintahan FISIPGM, 2009), him. 3-5.
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Rakyat yang memberikan suara pada Pemilu menghemdddl yang duduk
dalam lembaga hasil Pemilu membawa aspirasinyajafa@kan pemerintahan

sesuai kehendaknya dan merupakan perwujudan #gatriau sendiri.

Kedaulatan rakyat bisa berbentuk secara langsungpuma tidak
langsung. Pada zaman Yunani kuno demokrasi ataaulaedn rakyat masih
dipratekkan secara langsung, mengingat pada wakhatas wilayah dan jumlah
penduduk masih dalam batas yang masih sederhada. da modern, dengan
segala kompleksitasnya, demokrasi langsung tidaklahgkin atau sulit sekali
untuk diterapkan, maka diperlukan mekanisme yataktlangsung, yaitu dengan

mekanisme perwakilan kedaulatan rakyat di parlefien.

Parlemen merupakan bentuk manifestasi ataupunsemeesi rakyat,
representasi ini bisa dijelaskan karena pada pehaiesy pemilu rakyat memilih
para calon anggota parlemen yang dia inginkan seleakilnya untuk duduk di
parlemen. Parlemen sebagai bentuk representasiatratigambarkan oleh
Rouseau sebagai bentuk kontrak sosial antara ddindividu yang
menghasilkanvolumte generaledan dalam pelembagaan parlemen individu-
individu tersebut mendelegasikan suaranya kepaalagoyang mereka percayai.
Selanjutnya Rousseau menyebutkan, masing-masingitrmenaruh diri dan

seluruh kekuatan di bawah pemerintahan tertinggikednendak umur®

29 perkembangan awal demokrasi ditandai dengan pen@nganarMagna Charta
oleh Raja Jhon dan beberapa bangsawan di Inggda abad pertengahan, Miriam Budiardjo
mengatakan bahwa piagam ini merupakan piagam pary@amg dilakukan raja untuk menjamin
hak darprivilegesbawahannya. Lihat : Miriam Budiardjpasar-dasar limu Politik.., him. 109.

%0 Jean Jacques Rousse@ibe Social Contract, or Principal of Political Righter;j.
Vincent Bero, Du Contract Social, Perjanjian Maskat (Jakarta : Visimedia, 2007), him. 25.
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Mengenai kedaulatan rakyat yang ada dalam negarandnegaskan
bahwa negara merupakan gabungan dari seluruh dadipada suatu wilayah

untuk berkontrak secara sosial untuk membentukraega

Partai atau kelompok ini kemudian menjadi semacailagi publik
dibentuk oleh persatuan pribadi yang pada mulangandma
kota....pasifnya persatuan ini dinamakan Negaraif aknamakan
pemerintahan dan dalam perbandingan dengan kekia@ttayang sama
dinamakan kekuasaart®.

berdasarkan paparan yang dikemukakan oleh Roussadas, jelaslah
kiranya bahwa esensi pemerintahan, khususnya dp¢éanbahasan ini lembaga
legislatif, merupakan perwujudan dari kedaulatakya# yang tercipta melalui
mekanisme Pemilu dan merupakan bentuk dari perarakyiang tidak secara

langsung.

Bukan hanya Rousseau yang berpendapat bahwa kekutesginggi
ada di tangan rakyat dan kewenangannya dijalanlein suatu lembaga, dalam
kaitan ini Montesquieu juga berpendapat bahwa suetara yang republik
demokratis kekuasan tertinggi dijalankan oleh suaadar®® Selanjutnya
Montesquieu mengatakan bahwa syarat legitimasudtetuasaan adalah dengan
dipilihnya wakil-wakil rakyat yang bertugas untukenjalankan pemerintahan,

baik sebagai pembuat maupun pelaksana Undang-utidaemglasarkan konteks

Lihat juga Joseph Losco dan Leonar William®aglytical Theory Classic and Komtemporary
Reading terj. Haris Munandar, Politycal Theory : Kajianakik dan Kontemporer, Volume Il
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), him. 2t8L-3
31 Jean Jacques Roussadhi .
%2 MontesquieuThe Spirit of Lawterj. M. Khoirul Anam, The Spirit of Law: Dasar-
dasar limu ?I’-éukum dan limu Politik (Bandung : Nusadia, 2007), him. 98.
Ibid.
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ini rakyat pada satu sisi adalah pemegang kedawulatmun di sisi yang lain

rakyat merupakan yang diperintah.

Legitimasi pemerintahan ada karena dipilih olehyatkdalam hal ini
Montesquieu menegaskan bahwa perlunya suatu bashgnngenjadi representasi
rakyat dan badan tersebut berhak memberikan perikégpada rakyat yang
memilihnya, karena badan tersebut sudah terlegitinmelalui mekanisme

pemilihan itu.

Suatu negara yang bebas setiap orang dipandangasgbhak yang
bebas dan harus menjadi pengatur bagi dirinya senéiapi hal ini hampir
mustahil bagi negara yang besar dan dalam negamg kecil selalu menemui
hambatan, maka dipandang tepat apabila rakyat mpelikannya melalui wakil-
wakil mereka apa yang tidak bisa mereka lakukadiseiara penduduk sebuah
wilayah lebih mengenal kebutuhan dan kepentingarekaedibandingkan dengan
penduduk wilayah lain, sehingga para anggota bbdgsiatif dipilih dari wilayah
itu sendiri. Kelebihan dengan adanya perwakilangdandemikian mereka lebih
bisa mendiskusikan berbagai urusan, karena masaléidak mugkin dilakukan
oleh rakyat secara bersama, yang merupakan hambatdbesar dalam

demokrast?

Lebih jauh sebelum Rousseau dan Montesquieu melkgnsu
pendelegasian badan atau seseorang yang bertindaknama rakyat, Ibnu

Khaldun terlebih dahulu telah menggambarkan bahveausia sebagazoon

34bid. HIm. 194.
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politicon memerlukan suatu kekompakan, atau tepatnya pestioimunitas,

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setekdyarakat terbentuk,
maka yang diperlukan lagi adalah seorang, atau kmurlgbih, yang ada dalam
masyarakat tersebut untuk menjadi pemimpin. Manyesiy berwibawa tersebut,
menurut Ibnu Khaldun, bertugas melaksanakan apg tah dicita-citakan oleh

kelompoknya’”

Kedaulatan rakyat pada masyarakat yang kompleky#asnggi tidak
dapat dilakukan secara langsung, maka diperlukamtusumekanisme
pendelegasian, atau lebih tepatnya penunjukan @eenilihan wakil dari suatu
masyarakat yang akan duduk dalam badan pemerintBagdemen sebagai badan
atau lembaga pemerintahan (legislatif) merupakaneagte perwujudan kedaulatan
rakyat, parlemen melakukan tugas, fungsi serta kamgannya
mengatasnamakan rakyat yang memilihnya (konstitbakan atas nama dirinya

sendiri.

Parlemen sebagai lembaga yang menjalankan furgjsldsi bertindak
atas nama rakyat, keadaan ini dikarenakan paraotamgmrlemen dipilih oleh
rakyat untuk mewakili kepentingannya, keterwakildirmerupakan implikasi dari
tidak atau sulit memungkinkan untuk melaksanakanakeasi secara langsung.

Berawal dari kedaulatan rakyat dan parlemen meapakpresentasi rakyat,

%5 Gambaran Ibnu Khaldun tersebut lebih kontekstushgenai kabilah bangsa Arab
pada masa itu, masyarakat Badui yang masih keleihrdhal kuantitas dan belum masuk pada ide
pelembagaan parlemen seperti pada masyarakat mdéenjelasannya lebih difokuskan pada
kehidupan suatu suku yang memerlukan pemimpin, pemitersebut dipilih dari kalangan suku
itu sendiri. Lihat : Ibnu KhaldurMugaddimah terj. Ahmadie Thoha (Jakarta : Pustaka Firdaus,
2000), him. 71-75.
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maka bentuk serta struktur, atau bahkan sampaitpagkat tugas dan wewenang,

parlemen haruslah disesuaikan dengan fondasi kedidakyat.

Secara umum di dunia mengenal dua bentuk parleran Kilihat dari
jumlah badannya, yaitu sistem parlemeronokameralatau unicameral dan
sistem parlemenbicameral atau dwikameral® Sistem monokameralialah
parlemen yang hanya punya satu kamar dalam bagquaréamennya dan hanya
ada komisi-komisi, contoh sistem satu kamar inddpat pada Kongres Rakyat
Nasional di China atau yang diterapkan di bebersggara tetangga Indonesia,

seperti Vietnam, Laos, Singapura, Siria, Kuwait am-lainnya.

Menurut Saldi Isra, ada beberapa hal menarik mexggihan untuk
parlemenmonocameralyaitu pertama parlemen kamar tunggal tidak tergantung
bentuk pemerintahan presidensiil atau parlemeKetiug kebutuhan representasi
dalam parlemen banyak variasinya dari berbagairaegakni bisa representasi
politik, suku, daerah maupun jenis kelamietiga, fungsi legislasi, kontrol dan
fungsi anggaran serta rekruitmen jabatan publika bhisga dilakukan oleh

parlemen dengan kamar tungdal.

Keuntungan dari sistem parlemen kamar tunggal atanocameral
adalah pembentukan sebuah Undang-undang mudalk, Iteidelit-belit dan
sebentar, karena tidak ada kamar lain yang mergopgmbentukannya dan

kamar tersebut menjadi satu-satunya organ yangeoamg dalam hal legislasi.

% Jimly Asshiddigie Pokok-pokok Hukum ....hlm.155. Lihat Juga : Bagir Manan,
Teori dan Politik Konstitusicet. Il (Yogyakarta : FH Ull Press, 2004), hin9-&1.
%7 saldi IsraPergeseran Fungsi,.him. 234.
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Walaupun begitu, sistem Parlemer@nocamerablianggap kurang efektif karena
mekanisme kontrol hanya ada antara parlemen daangakekuasaan lain saja,
sehingga bentuk ini kurang mampu menggagas idediitagsi parlemen yang

sebenarnyd®

Sedangkan sistem bikameral yaitu parlemen tersevdiri dari dua
kamar, biasanya masing-masing kamar mewakili entjtang berbeda dalam
suatu negara. Contoh sistem parlemen dua kamar diibat padaCongres
Amerika Serikat yang terdiri daHouse of Representatiel@anSenate dapat juga
dilihat dalam parlemen Inggris yang terdiri atdsuse of CommorganHouse of

Lord>®

Gagasan parlemen dua kamar yang paling terkenkllagagasan yang
dicetuskan oleh Montesquieu, menurut Montesquigiabaerwakilan rakyat atau
lembaga legislatif harus dijalankan oleh badan ytndjri atas kaum bangsawan
dan orang-orang yang dipilih untuk mewakili rakygang masing-masing
memiliki majelis dan pertimbangan mereka sendinese juga pandangan dan

kepentingan sendiri-sendff.

Sistem parlemen dua kamar memungkinkan terjadioigable check

pada setiap proses legislasi di parlemen dan bmautmp celarkongkalikong

%8 |bid.

39 Chairil Anwar, Konstitusi dan Kelembagaan Negardakarta : Novindo Pustaka
Mandiri, 1999), him. 46-63. Lihat juga : Bambangj Politik dan Peerintahan Amerikaet. ||
(Yogyakarta : Lingkar Buku, 2007), him. 114-142.

40 Jenis Parlemen ini paling terlihat pada masa sekayang dipraktekkan Inggris,
dimana Parlemen Inggris terdiri dari Majelis Ting@iouse of Lord) yang mewakili para
bangsawan dan kamar satunya diisi oleh para walkylat yang dipilih melalui mekanisme Pemilu
yang disebut Majelis Rendah (House of Commons)d&gst Montesquieu ini, menurut saya,
menggambarkan dan berdasarkan konteks Perancisnpestatransisi dari masyarakat feodal ke
masyarakat demokratis pada masa itu. Montesquiltea Spirit of Law .,.him. 195.
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antara legislatif dan pihak eksekutif, hal ini dikiaakan parlemen tidak hanya
berisi wakil dari partai politik, yang notabene saseperti presiden, tapi juga ada

unsur perwakilan daerah yang terlepas dari kepgantippartai politik tertentu.

Dewasa ini sistenbicameral merupakan sistem yang paling populer,

hal ini dikarenakan sistem ini memiliki beberapangart' yaitu :

a. Secara Resmi mewakili beragam pemilih, yaitu rakigat wilayah.

b. Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarathatlap
penyusunan perundang-undangan.

c. Mencegah disahkannya perundang-undangan yang Gaeat
ceroboh.

d. Melakukan pengawasan atau pengendalian yang leliix b
terhadap lembaga eksekutif.

Pada umumnya ada tiga jebisameral yaitu Perfect bicamerahdalah
kekuatan dan kewenangan kamar-kamar parlemen rkek@Bamaan dan setara,
bahkan kalau perlu masing-masing kamar diberikan \eto®? Bentuk kedua
adalahstrong bicameral,yakni keberadaan satu kamar dengan kamar lainnya
relatif lebih tinggi, namun tidak terlalu jauh jarkewenangan legislasi yang
dimiliki. Sedangkansoft bicameralismmerupakan parlemen dua kamar yang
tugas, hak serta kewenangan antara satu kamarrdkagaar yang lain memiliki
perbedaan yang mencolok, kamar satu lebih kuatkaanar yang lainny& Soft

bicameralbiasanya banyak dipakai oleh negara yang berbewgéra kesatuan.

4! Lihat : pidato pengukuhan guru besar Prof. Dr. |B@hThaib, SH., “Menuju
Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perbahetiglh UUD 1945)”, disampaikan pada Rapat
Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia Yogyakalalam Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin
Malian (edt.),Membangun Hukum Indonesia : Pidato Pengukuhan @gsar [ImuHukum,
(Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2008), him. 195¢1dan Bagir Manamp. cit

42| ihat : Saldi IsraPergeseran Fungsi ,.him. 236.

“3 Hans Kelsen menerangkan tentang sissefit bicameralismini berbentuk kamar
yang satu diciptakan sebagai duplikat tidak berdoegi kamar yang lain, jika kamar yang satu
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Secara luas sistem parlemen dua kamar banyak dipakla negara
yang berbentuk federal, namun tidak menutup kemuaagkbisa digunakan juga
pada negara kesatuan yang mempunyai ciri hampia slengan negara federal.
Keuntungan-keuntungan parleméicameral bisa didapatkan jika parlemen di
negara tersebut memang benar-benar mensk@ig bicameralismbukansoft
bicameralisnf* Sedangkan penggunaarperfect bicameral juga tidak
menguntungkan karena terlalu berbelitnya prosesslésy Pada intinya,
penggunaan tiga sistem bikameral tersebut terggnkebutuhan suatu negara,

maupun konfigurasi politik dari negara yang ber&aian.
3. Fungsi Parlemen.

Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa parlemen sedagibaga
perwakilan rakyat maka legislasi adalah fungsi @aya’> Menurut
Montesquieu, lembaga perwakilan rakyat dibentukukinmembuat Undang-
undang, atau untuk melihat apakah Undang-undangeliat dijalankan
semestiny4® dan menentukan keuangan publik. Berdasarkan hahisekarang
dikenal tiga fungsi utama parlemen, yakni legisl@gngawasan dan anggaran.

Frank J. Goodnow mengemukakan bahwa fungsi utanemdaemerintahan

berkarakter demokratis sedangkan kamar yang laih jari sifat demokratis. Hans Kelsen,
General Theory.., him. 420.

4 Jimly Asshiddigie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan
dalam UUD 1945cet. Il (Yogyakarta : FH Ull Press, 2005), hir2. 5

5 Lihat dalam : FatmawatStruktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Biste
Multikameral : Studi Perbandingan antara Indonesian Berbagai Negara(Jakarta : Ul Press,
2010), him. 32.

8 MontesquieuThe Spirit of Law.., him. 195.
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adalah fungsi politik, atau fungsi yang menyatakaimginan negara dan fungsi

administrasi, yang berarti melaksanakan keingireyare’’

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa legisldi#rfungsi
membentuk konstitusi dan UU, sehingga fungsi legistlapat dibagi menjadi
fungsi legislasi secara luas dan fungsi legislasigysempit. Fungsi legislasi luas
berarti membuat konstitusi, sedangkan fungsi lagisyang sempit yakni fungsi
dalam pembuatan Undang-undang. Fungsi legislasikebhaan dengan
kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengiaga negara dengan
norma-norma hukum yang mengikat dan membétasiimly Asshiddigie
berpendapat bahwa pelaksanaan fungsi legislasimdgd@mbentukan UU,

menyangkut empat bentuk kegiafdryaitu :

Prakarsa pembuatan Undang-undang;

Pembahasan draft Undang-undang;

Persetujuan dan pengesahan draft Undang-undang;
Pemberian persetujuan atau ratifikasi atas peganjiatau
persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukamg
mengikat lainnya.

apop

Selanjutnya Jimly Asshiddigie juga mengemukakanwaaperubahan
konstitusi berada dalam ranah legislatif, sehingjgh karena itu dapat dipandang

juga sebagai fungsi legislatf.

Selain fungsi legislasi, Parlemen juga memiliki duagsi utama, yaitu

fungsi pengawasarc@ntrolling) dan fungsi menentukan anggardudgeting.

47 Op cit.

“8 |bid.

4 Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negardilid 2 (Jakarta :
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamahtkusis2006), him. 44.

%0 Jimly Asshiddigie Pokok-pokok Hukum Tata Negarg him. 159.



22

Fungsi pengawasan merupakan kewajiban lembaga kieawaintuk mengawasi
bada eksekutif, dalam menjalankan pemerintahan, seguai dengan kebijaka
yang telah ditetapkannya.Munculnya fungsi pengawasan ini, menurut saya
merupakan sinergisitas dari fungsi utamanya selagabuata aturan atau yang
menggariskan kebijakan negara, intinya fungsi peagan merupakan bentuk

tanggung jawab terusan dari legislatif terhadaggutegislasi.

Fungsi pengawasan dimaksudkan agar pemerintahe&takutif tidak
kembali pada kodrat alamiahnya menjadi sewenangmgnOleh karena itu,
lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan kumhelakukan kontrol
dalam tiga hal, yaitu kontrol atas pemerintahamtiad atas keuangan dan kontrol
atas pemungutan pajdkBerkaitan dengan fungsi pengawasan ini, makapsetia
anggota parlemen diberikan hak-hak mengajukan mpexém parlementer, hak

interpelasi, hak angket dan hak mdsi.

Fungsi ketiga yang tidak kalah pentingnya adalafgs$ii anggaran’
yaitu menerima rancangan anggaran dari pemerintatukubelanja dan
pengeluaran negara. Sebenarnya fungsi ini menuebierbpa pakar sudah
termasuk ke dalam fungsi legislasi, karena anggawegara telah ditetapkan
dengan UU, berarti fungsi ini disatukan dengan $utegislasi. Fungsi lain dari

parlemen ialah fungsi edukatif, fungsi rekruitmpatitik dan fungsi perwakilar®

*1 Miriam Budiardjo,Dasar-dasar..., him. 324.

%2 Jimly Asshiddigiepp.cit, him. 162.

%3 Miriam Budiardjo,op.cit, him. 325-326.

* MontesquieuThe Spirit of Law.., him. 195.

%5 Untuk penjabaran lebih lanjut akan disampaikaragab I1I. Lihat dalam : Miriam
Budiardjg op.cit, him. 327 dan Jimly Asshiddigiep.cit, him. 165-166.
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E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Pen€litian

Penelitian ini berada dalam rentangars constituendundan ius
constitutum yaitu merencanakan hukum baru sebagai dan melakukanikarba
bagi hukum yang lam&. Penelitian pada tesis ini berjenis penelitiaridis
normative yang sepenuhnya meneliti objek literatur atau iskepustakaan,
dengan dasar pijak teori-teori tentadggara K esatuan, Lembaga Perwakilan

danFungsi-fungs Lembaga Perwakilan
2. Objek Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang ntkémghjek penelitian
adalah Parlemen Indonesia yang kewenangannya diatam Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ineadal

a. Yuridis, pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mefigk)UD
1945 dan peraturan terkait yang mengatur tentangvabDe
Perwakilan Daerah, baik fungsi, tugas maupun kengaranya;

b. Historis, mengkaji aspek sejarah pembentukan Delewakilan

Daerah dalam UUD 1945;

% Sunaryati HartonoPenelitian Hukum Pada Akhir Abad Ke;2(Bandung :
Alumni,1994), him. 104.
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c. Politis, dimaksudkan untuk mengetahui latar belgkatasan serta
pengaruh pembentukan Dewan Perwakilan Daerah yaeugr d
dalam UUD 1945.

4. Sumber Data

Sebagai penelitian yang berbentuk normatif, datangyaakan
dikumpulkan sepenuhnya adalah data yang bersumiaer lthhan-bahan

kepustakaan atau sumber data sekunder b&iagediri dari :

a. Bahan Hukum Primer, Seperti buku teks UUD 1945, Risalah
Sidang Umum MPR pada saat Amandemen UUD 1945 yahkgit
pembentukan DPD, serta buku peraturan perundanargad
yang terkait dengan objek yang diteliti;

b. Bahan Hukum Sekunder, seperti buku-buku, literatur, hasil karya
ilmiah kalangan hukum yang terkait dengan permasalayang
akan dibahas dalam penelitian ini;

c. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus dan ensiklopedi yang dapat
membantu memberikan petunjuk dan penjelasan tephad&u-
buku dan literatur terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan cara :

" Soerjono Soekamto dan Sri MamudRenelitian Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta : C.V. Rajawali, 1985), him. 15. Lihagd : Soerjono SoekamtBengantar
Penelitian Hukum(Jakarta : Ul Press), 2006, him. 11-12.
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a. Studi Kepustakaan, terhadap bahan-bahan hukum presleunder
maupun bahan-bahan hukum tersier;

b. Studi Dokumenter, terhadap dokumen pribadi dan/dtgta arsip
pemerintah, selanjutnya data yang terkumpul ditelaikaji serta
dibahas untuk dilakukan inventarisasi dan klas#ikaPada
akhirnya data tersebut disajikan dalam berbagaiulebisa dalam
bentuk narasi, tabulasi maupun diagram.

6. Metode Analisa

Analisa yang akan dilakukan meliputi tiga altigaitu :

a. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatahagian dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatéataratertulis di
lapangan, untuk dilakukan penajaman, penggolongamgarahan.
Data yang tidak perlu dapat dibuang, lalu data yssrgumpul
diorganisasikan untuk memudahkan menarik kesimpulan

b. Penyajian Data, berwujud sekumpulan informasi yaéagusun
sehingga memberi kemungkinan penarikan kesimpulam d
pengambilan tindakan;

c. Penarikan Kesimpulan, adalah suatu usaha untuk ariemakna
atau arti keteraturan pola-pola penjelasan kondigiur arah
hubungan kausal tiga unsur tersebut. Ketiga unsatisa data
tersebut berkaitan saling menjalin dan hadir paai#t sebelum,

selama dan sesudah pengumpulan data selesai ikerja

%8 Joyo Martoyo MulyonoMerancang Penelitian KualitatiffSemarang : t.p., 1993),
him. 18.
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Tahapan dalam analisa data dilakukan dengan megienanhasil
penelitian, disajikan dalam bentuk deskriptif agapat memberikan gambaran
keseluruhan tentang penelitian dan kemudian didkapu dari data yang
diperoleh peneliti dengan menggunakan metode iifdd&h deduktif sekaligus.
Metode induktif artinya pengambilan kesimpulan dhel-hal yang bersifat
khusus ke hal-hal yang bersifat umum, sedangkarodeetleduktif artinya
pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersigaigybersifat umum ke hal-hal

yang bersifat khusus.



BAB Il

KONSEPSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Suatu negara yang merdeka dibangun dengan model cdeak
tersendiri, yaitu melihat pada bentuk negara, bBem@merintahan dan sistem
pemerintahannyaBentuk negara umumnya di dunia mengenal 3 (tiga)uk,
yakni bentuk negara kesatuan, bentuk negara fed#gamal bentuk negara
konfederasi. Bentuk pemerintahan dihadapkan pa¢#u®) pilihan besar, yaitu
pemerintahan republik atau kerajaan, walaupun pedkembangannya bentuk
pemerintahan kerajaan ini dibagi menjadi monarksollt atau monarki
konstitusional. Sedangkan sistem pemerintahan allaamdapkan pada pilihan
apakah negara tersebut penganut sistem presidatasiilparlementer, yang mana
keduanya bisa dipadukan dengan nama kuasi presidesgsni parlementer

ataupun model campuran seperti yang diterapkaerdireis’

Penerapan model dari bentuk negara, bentuk pemleaintserta sistem
pemerintahan tidaklah baku dan sama bagi setiapraggergantung dengan

konstitusi negara tersebut, yang tentunya terpehgaleh keadaan sosial, politik,

! Mengenai pengklasifikasian ini lihat dalam : Jimlgshiddigie Konsolidasi Naskah
UUD 1945 Setelah Perubahan Keempdekarta : PSHTN FH Ul, 2002), him. 2.

2 Banyak sekali literatur yang membahas tentanguieegara, bentuk pemerintahan
dan sistem pemerintahan. Penulis lebih banyak migngaupun membaca dari buku pakar ilmu
politik dari Fisipol Ul, yakni Prof. Miriam Budiajd. Bukunya yang paling monumental adalah
buku “Dasar-dasar Ilmu Politik” yang telah dicetding beberapa kali. Baca : Miriam Budiardjo,
Dasar-dasar llmu PolitikEdisi Revisi, cet. IV (Jakarta : Gramedia Pustdkama, 2010).
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ekonomi, alam, agama, dan lain sebagainya di negarg bersangkutah.
Indonesia dengan jelas di dalam konstitusinya mauglaentuk negara kesatuan,

bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintghesidensiil.

A. Hubungan Cita Negara §taatside) dengan Bentuk Negara.

Konstitusi merupakan dokumen kesepakatan pendganaeyang di
dalamnya juga mengatur tentang bentuk nea@n lumrahnya bentuk negara
dicantumkan di dalam konstitusi, maka bentuk negipangaruhi oleh konsep
tentang negaras(aatsidg, staatsidemerupakan pangkal dari pertumbuhan isi dan
arah hukum suatu negara, dengan begitu nsédatsidejuga erat hubungannya
dengan hukum tata negara dari negara yang berdangkadi, setiap negara yang
memilih bentuk negara kesatuan sudah pasti dipghpalehstaatsidetersendiri.
Begitupun dengan bentuk Negara federal dan kordsgedipengaruhi oleh

staatsideatau cita negara tersendiri.

Tidak banyak pakar yang menghubungkan bentuk negairzg
digunakan dengan cita negasia@tsid¢ yang dianut, kadang hal ini luput dari

pembahasan para ahli, padahal masalah ini sangdingekarena berkaitan

% Mengenai hal ini, layak juga dipertimbangkan perada<. C. Wheare. Lihat dalam :
K. C. Wheare Modern Constitutionsterj. Imam Baehagie, Konstitusi-konstitusi Modecet. V
(Bandung : Nusamedia, 2011, him. 104. Kerena séhba&galtan politik, ekonomi, sosial dan
budaya inilah maka konstitusi disebut produk padaannya, sehingga isi dan muatannya
disesuaikan dengan masa konstitusi itu ditetapdeh sebab itu, maka konstitusi harus terbuka
untuk diubah, agar konstitusi tersebut sesuai demgekembangan zaman. Lihat juga dalam :
Mohammad Mahfud MDPerdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Kkimigtlakarta
: Rajawali Pers, 2010), him. 20.

4 Konstitusi mengatur tentang sistem ketatanegamsmu negara yang meliputi
bentuk negara, sistem pemerintahan, lembaga nddai, ekonomi dan lain sebagainya. Lihat :
K. C. Whearepp.cit, him. 1-3.



29

dengan filosofis suatu negara, namun ada beberagar fyang mencoba
menghubungkan cita negara dengan konstitusi. Nim&fuda menyebutkan
pembahasan mengenai konsep negara (cita negarst@dsidé¢ menjadi penting,
karena hakikat negara dan susunannya mempunyaiapgndesar terhadap
penafsiran aturan-aturan dasar dalam negara, mémiveemberi pengertian yang

lebih tepat pada apa yang telah dirumuskan seesrsis?

Jimly Asshiddigie menyebutkan cita negara merupakbosofiche
grondslagdan common flatformsataukalimatun sawa'di antara sesama warga
masyarakat dalam konteks kehidupan berneyagalsen menyebustaatside
dengan istilalgrundnorm yaitu sebagai prinsip fundamental yang dari samua
hukum mendapatkan logika dan tujuannya, sebagainmegmra itu sendiri.
Norma fundamental tidak berdasarkan pada norma ebily tinggi, tetapipre-

supposedtau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakatswegard.

Marsillam Simandjuntak menyebutkan bahwa Konsepatennegara
(staatsid¢ didefenisikan ke dalam konstitusi agar menjadinme yang bisa
dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga-lembagaradainnya, selanjutnya
baru ditafsirkan dalam bentuk UU, serta selanjutbgau dikejewantahkan ke
dalam peraturan perundang-undangan laifinferdasarkan Pidato Soepomo

dalam sidang BPUPKI dan penolakannya terhadap kemtgara federal yang

5 Ni'matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulangakarta :
RajaGrafindo Persada, 2008), him. 51.

® Jimly Asshiddigie Konstitusionalisme, Cita Negara Hukum dan KeniseayblKR|
Jakarta : Orasi limiah Dies Natalis Universitas iNaal dan Wisuda Pasca Sarjana dan Diploma
[, 11 Oktober 2004. Him. 3.

" Ni‘matul Huda,op.cit, him. 54-55.

8 Marsillam SimandjuntakPandangan Negara Integralistik : Sumber, Unsur dan
Riwayatnya dalam Persiapan UUD 194%t. Ill (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008). 2-3.
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mengatur pembagian kekuasaan negara, Syahda G8ratehyimpulkan adanya

hubungan cita negara integralistik dengan bentgerzekesatuan yang dipilth.

Termasuk juga Suparman Marzuki, yang dalam hadecara eksplisit
mengatakan bahwastaatside di sini disebutnya dengan faham negara
berhubungan dengan konstitusi, walaupun tidak aeleargsung dengan bentuk
negara, yang mengatakan bahwa UUD 1945 diland&ti dua faham yang
bertentangan, yaitu faham demokrasi dan faham rialistk.° Suparman

menyebustaatsidemerupakan faktor filosofis yang mempengaruhi kitunst

Sejarawan Anhar Gonggong menyebutkan, juga beldasapada
pidato Soepomo, bahwa kebudayaan politik Indonegsng sentralistik
menyebabkan Indonesia memilih bentuk negara kesitufientunya budaya
politik yang sentralistik ini erat kaitannya deng&nnsep atau cita negara
integralistik, karena kedua pandangan ini sama-sameaginginkan adanya

manungggaling kawulo gusirakni bentuk masyarakat yang bersatu padu.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapdtidkesimpulan
bahwa cita negara akan mempengaruhi bentuk negsghab konstitusi
dipengaruhi oleh cita negara, dan bentuk atau bergnegara merupakan salah

satu yang diatur dalam konstitusi suatu negara.

® Syahda Guruh LSMenimbang Otonomi vs Federal : Mengembangkan Wacana
Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madadonesia (Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2000), him. 38.

0 Suparman MarzukiTragedi Politik Hukum Ham(Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan
Pusham-Ull, 2011), 106.

' Anhar GonggongAmandemen Konstitusi, Otonomi Daerah dan Federalism
Solusi untuk Masa DepaflYogyakarta : Media Pressindo, 2001), him. 108-10



31

Negara kesatuan didasarkan patiatsideintegralistik’? yaitu negara
adalah sebagai suatu susunan masyarakat yangaint&gmua kelas, semua
bagian, semua anggotanya terhubung erat satu dgaganlain, dan merupakan
penyatuan masyarakat yang organis. Pandangan ahisdigrini dipelopori oleh
filsuf Hegel, Spinoza dan Adam Muller seperti yatelah disebutkan oleh

Soepomo dalam sidang BPUPRI.
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 — 1831)

Hegel berpendapat bahwa negara adalah wujud langkiadmn di dunia,
negara adalah ide tertinggi, realitas tertinggigia pada hakikatnya merupakan
pemegang monopoli untuk menentukan apa yang bemaraga yang salah
mengenai hakikat negara, menuntukan apa yang ndaralbukan moral, dan
menentukan apa yang baik dan apa yang desktriktiegara merupakan hasil
bentukan tertinggi, karena itu negara tidak mungkéatur oleh teori-teori politik

atau pandangan filsafat manusia.

Menurut Hegel, negara dibentuk oleh individu-indivi yang

mempunyai kehendak partikular yang berbeda, apsddd menyatu dalam satu

2 Menurut Soepomo, Selastaatsideintegralistik, di dunia ada pandangan negara
individualistik yang didukung oleh Thomas Hobbeshr) Locke, Jean Jacque Rousseau, Herber
Spencer dan J. Laski yang digunakan oleh sebagiaarinegara Eropa Barat dan Amerika.
Pandangan lainnnya adalah pandangan negara bdwadaori kelas yang dipelopori oleh Karl
Marx, Engels dan Lenin yang dipakai oleh negaraaredzropa Timur waktu itu, Uni Soviet,
China dan beberapa negara di Afrika dan AmerikanLdtihat : Muhammad YaminNaskah
Persiapan Undang-Undang Dasar 1948jilid Pertama, cet. Il (Jakarta : Prapantja, 19him.
111. Lihat juga dalam : Adnan Buyung Nasuti@emokrasi KonstitusionalJakarta : Kompas
Media Nusantara, 2010), him. 86.

3 pembahasan ini dilakukan karena menurut Soepomi@ g@at menentukan bentuk
negara Indonesia yang akan merdeka, yang dalantitksirsya lebih memilih bentuk negara
kesatuan, pilihan paling tepat adalah memdgitaatside integralistik yang dipengaruhi oleh
pemikiran Hegel, Muller dan Spinoza. Baca daldbid.

1 Marsillam SimandjuntakPandangan Negara.., him. 166
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negara maka kehendak-kehendak itu menjadi bersdamdsatu, itulah kehendak
negara, sehingga negara menjadi aktualisasi kekenteersal-> Menurut Hegel
pula, pada tahap perkembangan tertentu dengan risgadi run akan
membangkitkan aturan Negara. Karena negara mempad@vujudan obyektif
yang tertinggi dari ruh, maka dapat disimpukan tahegara memiliki kekuasaan
yang penuh atas warganfaNegara yang ideal menurut Hegel adalah negara
yang berfungsi sebagai kesatuan dominan rasiomakegentingan-kepentingan

khusus dan universal kita.

Berbeda dengan zaman purba klasik, Hegel menyebsikat khusus
negara modern yaitu negara adalah aktualisasi kkskaan yang bukan
didasarkan pada kemauan subjekitif, tetapi sesuajasekonsep kehendak serta
sesuai pula dengan universalitas dan kemauannylaendek universal negara
selalu bertalian dengan kemerdekaan masing-masnggoganya, dan tujuan
universalitas tersebut tidak bisa diraih dan diketaoleh anggotanya masing-
masing, yang hak-haknya harus tetap dipertaha@@nan purba klasik memang
sudah ada universalitas, namun yang partikularg ysubjektif masih belum

terlepas dan mendapat lingkup kebebasannya s&hdiri.

Sifat khusus negara modern dalam pandangan Hegdbisa jadi

karena memang Hegel menekankan pada filsdée yang mutlakyaitu suatu

'®Ibid., him 168

16 Juniarso Ridwan dan Achmad SodTlgkoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum :
Dari Zaman Yunani Kuno sampai Abad ke-@anding : Nuansa, 2010), him. 210-211.

7 Joseph Losco dan Leonard Willianglytical Theory Classic and Komtemporary
Reading terj. Haris Munandar, Politycal Theory : Kajiadakik dan Kontemporer, Volume Il
(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005), him. 472.

8 Marsillam Simandijuntalop. cit.him 169.
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gagasan idea suatu objek yang mencakup semuadwstktdalam kesatuannya.
Hal ini akan lebih mudah difahami dengan mempdlajaetode dialektika
Hegel® yakni metode dengan tesis-antitesis-sintesis. Megu logika Hegel
dimulai dengan asumsi “yang mutlak adalah yangdzeraurni pure being’;

kita asumsikan hanyaerada tanpa menentukan kualitas apapun padanya. Namun
yang berada murni tanpa kualitas apapun adalah;t@eh sebab itu kita terarah
ke antitesis “yang mutlak adalah yang tiada’. Dasis dan antitesis ini kita

berjalan terus ke sintesisnya, penyatuan yang hetad yang tiada adalah yang

menjadi, maka “yang mutlak adalah yang menjadi”.

Sekarang kembali pada cara Hegel menentukan kesegah antara
kehendak negara dan kehendak individu, Hegel nesijahnya melalui hak dan
kewajiban. Kewajiban kepada negara merupakan shakubagi kita sebagai
perorangan, dengan alasan bahwa negara adalahjgeagehan dari konsep
kemerdekaan. Melakukan kewajiban yang dituntut reegherarti mendapat

pemenuhan hak terhadap kemerdekaan.

Dalam pengertian Hegel, menurut Marsilam Simanjintehendak
yang ada dalam individu masih belum terarah, masilbjektif. Setelah
menemukan arah dan tujuannya dalam perpaduan degaginan universal,
yaitu negara, barulah kehendak subjektif menjajiikit dan sejatf® Selanjutnya

Hegel berpendapat, bahwa hanya dalam negaralatoraegebisa merealisir

19 Bertrand RusseHistory of Western Philosophy and its Connectiothviolitical
and Social Circumstans from the Earlist Times @ nesent Dayterj. Sigit Jatmiko dkk., Sejarah
Filsafat Barat : Kaitannya dengan Sosio-Politik ZamKuno Hingga Sekarang, Cet. Il
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), him. 955-957.

20 Marsillam Simandijuntalgp. cit, him. 170.
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kemerdekaan, dengan cara menyerahkan hak subyektiepada kepentingan
keseluruhan secara sukarela. Tetapi bukan itu Bajajidupun menyadari dan
memang mengambil alih kehendak universal bagi yhridan merasa itu adalah
sukmanya sendiri. Sukma individu yang subjektiinteigrasi ke dalam sukma
yang objektif, yaitu Negard. Dengan pengertian ini negara berbeda dengan
masyarakat, dalam negara dasar integrasinya adalafersalitas, sedangkan
masyarakat, hubungan di dalamnya masih didasarkas @enyesuaian pada

kepentingan-kepentingan subjektif partikular daitvg@di-pribadi tersebut.

Kedaulatan dalam pandangan Hegel adalah kedauidésh yang
difahami dengan cara organisme, yaitu jangan meyuggnapa yang kelihatan
merupakan bagian-bagian dari makhluk hidup sebsgaiu bagian, karena itu
merupakan unsur yang tak terpisahkan dari satudophtersebu#® Dengan
demikian Hegel menyimpulkan bahwa kedaulatan itahigunduknya individu
secara sukarela kepada universalitas (negara)asecganis, berarti kedaulatan
ada pada negara. Hegel menolak ide kedaulatan trakgeena baginya rakyat
hanyalah massa yang tidak teratur dan tidak tewkenfan juga akan sulit untuk

merumuskan kehendak dari setiap rakyat yang adandadgara.

Argumentasi lain dari Hegel mengenai kedaulatarareegaitu bahwa
Hegel menganggap masyarakat atau rakyat merupakatukb yang masih
abstrak, yakni hanya orang banyak yang memiliks@eraan hak, hal ini masih

abstrak kata Hegel. Karena masih abstrak, maka ske&ln itu harus

21 bid., him. 184.
22 bid., him. 185.
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dikonkritkan dalam bentuk praksis, dan berwenangnbezikan akibat praktis
pada hukum adalah pemerintdhPemerintah merupakan pelaksana formal atas
hukum dan aparat otoritasnya, pemerintah harus mekaln kemakmuran dalam

negeri bagi negaranya dan seluruh kelasnya.

Pada akhir pembahasan mengenai Hegel ini, akarh lei@narik
menyimak apa yang dikatakan oleh Hugh Purcell, ménya Hegel adalah
pendeta agung totalitarianisme, karena Hegel bdggat bahwa manusia hanya
akan dapat bertahan hidup jika ia termasuk ke dalagara yang sangat kuat.
Negara harus kuat, bahwa negara mempunyai kehidap&nya sendiri. Negara
harus organis, negara harus bebas dari pertimbanmgaal dan bersiap-siap
perang dengan negara lainnya. Negara harus meiilaya sendiri semata-mata

menurut bagaimana berhasilnya negara dalam menepetekuasaaft.

Tidak salah jika Purcell, maupun Bertrand Russe&ngatakan bahwa
ide negara yang akan dibangun dengan pikiran Hadalah negara totaliter,
karena dalam negara tersebut kehendak individk tiiizerhatikan, dikarenakan
hanya merupakan kehendak subjektif. Kehendak uteaaéah kehendak negara,
karena kehendak-kehendak subjektif dari masingsmasidividu telah diserahka

kepada negara sebagai kehendak universal yangtibbjek

%3 G. W. F. Hegel,The Philosophy of Hisoryterj. Cuk Ananta Wijaya, Filsafat
Sejarah, Cet. lll (Yogyakarta : Pustaka Pelaja7320him. 605-611. Bandingkan dengan pendapat
Soepomo yang menganggap masyarakat sama dengaa,nggay oleh Adnan Buyung Nasution
sebagai teori integralistik Soepomo ini mengandungsalah besar. Baca : Adnan Buyung
Nasution,Demokrasi Konstitusional., him. 88-89.

24 purcell menganggap Hitler dan Mussolini adalahgpen Hegel, dan juga tentunya
Nietzsche yang tidak pernah mempunyai penghormétdmadap tujuan peradaban modern,
perdamaian dan Hak Asasi Manusia. Menurut Purpelippor fasisme ideal adalah Hegel dan
Nietzsche itu sendiri. Lihat dalam : Hugh PurcBlople and Politics Fascisrterj. Faisol Reza,
dkk., Fasisme, (Yogyakarta : Insist Press, 200@), bh0-11.



36

2. Boruch de Spinoza (1632 — 167)

Metafisika Spinoza tergolong ke dalam monoismeslogaitu dengan
doktrin bahwa dunia secara keseluruhan adalah bebat tunggal, sehingga
logikanya tidak ada bagian-bagiannya yang bisaseksndir?® Zat dikatakan
sejati, apabila tidak tergantung pada yang laloati dirinya, zat itu harus bersifat
menentukan dirinya sendffi. Selanjutnya dalam teori emosinya Spinoza
mengatakan bahwa segala sesuatu, sejauh hidup risengrusaha
mempertahankan keberadaannya sendiri, maka munccila, kebencian dan
perselisihaff! Untuk itu, kata Spinoza, maka harus ada segalzageyang lain

agar ia tidak memilikinya sendiri, maka bukan hadigayang memilikinya.

Pokok paling penting dari pemikiran Spinoza dalaah fukum alam
adalah hak alami merupakan sebatas kekuatan masisgg individu. Semakin
besar kekuatan individu maka semakin besar pulaysaiitas alam, haknya atas
manusia lainnya. Maka kekuatan ini harus dipertegkan atau dibatasi oleh
kekuatan negara, sebab jika tidak ada hukum negaka manusia akan semakin
saling memusuhi karena hawa nafsu manusia itu semMiegara dibutuhkan
karena seseorang yang mempunyai kekuatan akananaexsdapat musuh jika
ada orang lain yang mempunyai kekuatan sepertkdikuatan seseorang, dengan

sendirinya akan dibatasi oleh kemampuan orang lain.

25 Bertrand RusseHistory of Western Philosophy., him. 757.
26 Marsillam SimandjuntakPandangan Negara.., him. 134.
2" Bertrand Russebp.cit, him. 750.
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Spinoza berpendapat bahwa hukum alam dan ketematatam
menentukan tindakan manusia, konsepsi ini ia dapadlari Machiavelli, bahwa
ketentuan hukum alam, seperti halnya hukum mat&mdianya bisa dideksi dari
fitrah manusia sebagaimana adanya, selain dariadtalah utopia belalé.
Manusia sebagai makhluk yang alami, dan karenamggara dan hukum
dipandang sebagai pemusatan kekuasaan seperti bamgk dijumpai pada
manusia individuaf® Dengan didirikannya negara, orang yang mengatuakga

memiliki hak tak terbatas yang diperoleh dari kedaan yang tidak terbatas itu.

Sebelum itu, Spinoza menganggap manusia yang menjaguh
manusia lainnya dipengaruhi oleh hawa nafsu, m# laudi harus berperan,
agar supaya manusia-manusia tersebut hidup dergaai genuh cinta, aman dan
sejahtera. Maka, menurut Spinoza, orang harus fgtae melebur menjadi satu
secara bersama, agar hak alami manusia bisa terihdkehidupan tidak lagi
tergantung pada kehendak perseorangan, melainkekett@aasaan dan kehendak
secara keseluruhdf Sifat-sifat utamastaatsideyang digagas oleh Spinoza yaitu,
negara merupakan kesatuan jiwa yang di dalamnyaiadrmak alami manusia
telah melebur, dengan satu kedaulatan negara ydalk tertandingi, terutama

tidak oleh orang-seorang atau golongan orang yaagdm dan terlepas dari

28 Machiavelli mengatakan bahwa keinginan untuk mewiph lebih banyak memang
merupakan sesuatu yang wajar dan umum, jika ob@nigasil memperolehnya, maka ia akan
mendapatkan pujian bukan kutukan. Lihat dalam : t&elli, Il Principe, terj. C. Woekirsari,
Sang Penguasa : Surat Seorang Negarawan kepadanplenRepublik, cet. VI (Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama, 2002), him. 14.

29 Carl Joachim FriedrichThe Philosophy of Law in Historical Perspetiterj. Raisul
Muttagien, Filsafat Hukum, Perspektif Historis,.ddt(Bandung : Nusa Media, 2010), him. 140

30 Marsillam Simandjuntalop.cit, him. 137.



38

negara® Spinoza lebih memilih bentuk pemerintahan aristskr meskipun

bentuk monarki tidak ditolaknya.

Dengan landasan bahwa diperlukan negara yang mengetnusia-
manusia bebas yang dikhawatirkan akan bertindak tidrbatas, karena hak dan
kewenangannya yang tak terbatas pula, Spinoza raskexy bahwa demokrasi
merupakan bentuk paling alami dari pemerintatidbemokrasi memberi setiap
orang bagian dari kebebasannya dan bagian daralaakiahnya. Namun dalam
setiap bentuk pemerintahan, sang penguasa meimlikiang tidak terbatas. Jika
dia menolak mematuhi perintah Tuhan, itu dia lakuétangan resikonya sendiri,

dan kerugian apapun yang terjadi adalah kerugiannya

3. Adam Heinrich Muller (1779 — 1829)

Adam Muller adalah ilmuwan yang menolak ide AdamitBnyang
menekankan invidualisme, ia mendukung regulasi digtan ekonomi yang
tertata demi kepentingan nasional. Muller membenladatara konsep dan ide,
konsep itu faham yang kaku, sedangkan ide adallaénfayang dinamis yang

berkembang dan tumbubh.

Menurut Marsilam Simandjuntak, Muller mempunyaiatabelakang
romantik-konservatif, antirasionalisme, ingin kogikrhistoris dan feodalitik. Bagi
Muller negara bukanlah sesuatu yang bisa didirigacara mekanis, yang serta

merta bisa ditegakkan dalam bentuk tertentu daagaen, hasil kehendak manusia

*1pid., him. 139.
%2 Carl Joachim Friedrichgp.cit, him. 141.
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begitu saja. Melainkan berproses secara organikisyp manusid® Gisella van
Busse mengatakan pendapat Muller tentang negaagaiderikut :
Negara adalah totalitas permasalahan manusia, tg@jain menjadi
suatu keseluruhan yang hidup. Negara bukanlah saekédrupa
industri, peternakan, lembaga asuransi atau sedkgbng; negara
adalah suatu ikatan yang mendalam dari seluruhtidbln jasmani dan
rohani, seluruh kekayaan fisik dan rohani, kehidufshir dan batin

suatu bangsa yang merupakan satu tenaga yang needaa, [satu
keseluruhan yang hidup yang senantiasa bergérak.

Muller juga percaya pada ketidaksamaan manusignkamenurutnya
persamaan manusia hanya konsep abstrak kaum lib&leah memperjuangkan
kemerdekaan. Konsep kemerdekaan berdasarkan parsananusia berbahaya
bagi kebebasan untuk mengembangkan perbedaan yasidab alami. Muller
juga tidak mengakui mutlaknya keadaan alam yangdatamui adanya negara.
Seluruh kehidupan pribadi manusia merupakan bad&n negara, karena itu

dinamika negara selalu mempengaruhi hidup pribadga negard

Dia juga menolak pembagian kekuasaan menurut Mguies dan
pembagian kerja ala Adam Smith, karena dalam p&ageya pembagian itu
memisahkan apa yang dibagi itu sehingga kesatuag gaamis itu menjadi
hilang. Kebenaran ialah kesatuan ataupun tatanaralihs unsur-unsur itu
menyatu dalam satu usaha perjuangan dan kompatishdsatu medan negafa.
Intinya, negara hanya akan dipahami secara behagaeide bukan konsep, tidak

dalam keterpisahan dengan berbagai realitas m&syaranasing-masing

% Mencirikan watak romantik-konservatif dari Mulletihat dalam : Marsillam
Simandjuntakpp.cit, him. 147.

3 Gisella van BusséDie Lehre vom Staat als Organismus: Kritische Usiieungen
zur Staatsphilosophy Adama Mullelalamibid.

% bid., him. 141

% Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik,cit, him. 212.
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melainkan dalam kesatuan.Negara dapat disebut, tdeam artian bahwa
berbagai segi kehidupan masyarakat bersatu davadijleh negara, tetapi tanpa
menghapus segi-segi itu dan tanpa mencampurkandgdi negara tidak
menjalankan semuanya secara sendiri, semua lingkadhidupan berlangsung
menurut aturan hukumnya sendiri, tapi mereka menyatan membuat

masyarakat menjadi sat(.

Berdasarkan sekilas pemikiran Hegel, Spinoza daleMdi atas, yang
menurut Soepomo adalah pelopiratsideNegara integralistiR maka dapat
disimpulkan bahwa pandangan Negarstadtsidg integralistik merupakan
pandangan yang mendefinisikan negara sebagai sugdmis yang menyeluruh
dari setiap unsur yang ada dalam negara tersédak, terpisah satu dengan yang
lainnya. Pandangan ini juga dinamakan sebagai pgagamonisme karena
bersatu padunya semua unsur dalam negara, tidadtuatiame antara negara dan

rakyat, antara pemimpin dan masyarakatnya.

Dalam pandangan negara integralistik, negara dierikekuasaan
penuh untuk mengatur rakyatnya, karena negara tdisdrahkan kedaulatan
penuh untuk mengatur dan mengurus rakyat yang alavhhnya. Pandangan
negara integralistik juga disamakan dengan totalitkarena persamaan

persepsinya tentang kedaulatan yang dimiliki nedaaéam pandangan ini negara

37 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik menilai ajararléviuentang negara hanya
negara yang total saja, bukan negara totallbét.

® Marsillam Simandjuntak mengatakan bahwa pandangegara integralistik
hanyalah ciptaan Soepomo, pandangan ini belum adg ynemakai ataupun menyebutkannya
dalam literatur ilmu kenegaraan ataupun ilmu huksebelum Soepomo memperkenalkannya
dalam pidatonya di sidang BPUPKI (Dokuritsu Junbsékai) pada tanggal 31 Mei 1945. Lihat
dalam : Marsillam SimandjuntaRandangan Negara.., him. 65-68.
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bisa melakukan apa saja dan tidak ada alasan untakgkhawatirkan
penyalahgunaan wewenang oleh neé%\ra.

Berdasarkan pandangan beberapa tokoh di atas, kesiapulan
tentang cita negara integralistik, pandangan negategralistik banyak
mempengaruhi konsep negara Indonesia pada awatibgad Khusus mengenai
bentuk negara kesatuan, ada hubungan yang paliafy waitu pemusatan
kekuasaan pada negara, dan kalau dihubungkan dewgmma kesatuan, maka
akan dilihat bahwa negara kesatuan memiliki koryse jelas bahwa kekuasaan

berada penuh di tangan pemerintah pusat.

B. Bentuk Negara Kesatuan dan Bentuk Pemerintahan Rephalik.

1. Perbedaan Negara Kesatuan dan Negara Federal.

Bentuk negara akan dihadapkan pada tiga pilihamiy@entuk negara
kesatuan, bentuk negara federal dan bentuk negafaderasi. Pada bab ini tidak
akan dibahas mengenai bentuk negara federal maagniok negara konfederasi,
di sini hanya akan dikupas mengenai pengertiarh leldlam tentang negara
kesatuan. Sepintas hanya akan dipaparkan sedi#&nig bentuk negara federal

sebagai perbandingan saja.

Suatu negara akan dikatakan sebagai negara kesaipahila
kekuasaan, kewenangan serta kedaulatan antaraip&hgiusat dan pemerintah

daerah tidak sama dan tidak sederajat, kekuasaaeripgah pusat merupakan

% Menurut Adnan Buyung Nasution, faham kenegaraaegialistik membuka
peluang bagi pemerintahan despotis, pelanggaran I8Aiva pertentangan kelas. Baca : Adnan
Buyung NasutionDemokrasi Konstitusional., him. 89-90
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kekuasaan yang menonjol dalam negara, dan tidaksaitgan bagi legislatif
pusat dalam membuat peratufdrkekuasaan pemerintah daerah hanya bersifat
derivatif, artinya hanya menjalankan fungsi pemerintah pdaatitu berdasarkan
kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusktykan kekuasaanya banyak
tidak lebih dari otonomi luas yang diberikan oledmerintahan pusat, sewaktu-

waktu kekuasaan itu bisa diambil kembali oleh pémten pusat.

Pengertian di atas senada dengan apa yang dikatédaC. F. Strong,
negara kesatuan adalah negara yang diorganisiradalb satu pemerintahan
pusat’’ Kekuasaan pusat adalah kekuasaan tertinggi disetasuh negara tanpa
adanya batasan yang ditetapkan hukum yang memhekdéaiasaan khusus pada
bagian-bagiannya. Strong juga menjelaskan bahwaradgesatuan merupakan
negara yang pelaksanaan kebiasaan otoritas législaingginya dilakukan oleh
satu kekuasaan pusat, jadi tidak ada lembaga aéfislaerah yang dapat
menyaingi legislatif pusat, produk hukum legislatiberah berada di bawah

produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif pusat.

Lahirnya negara kesatuan, menurut Strong, karemegresi dari
masyarakatnya, persoalan integrasi inilah yang neaggruhi bentuk negara yang
akan didirikan. Pilihan integrasi ada dua, yaitungin cara federasi atau
menggabungkan diff Integrasi dengan federasi pada prakteknya kedauitan

terbagi, bagian-bagian yang membentuk federasip tet@megang beberapa

% Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saraglmu Negara edisi revisi, cet. IV (Jakarta :
Gaya Media Pratama, 2000), him. 207

1 C. F. StrongModern Political ..., him. 85.

*bid., him. 109.
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kekuasaan, sedangkan sisanya diserahkan kepada pugat yang didirikan

kemudian, itulah hakikat negara dengan bentuk &der

Berbeda dengan penggabungan diri, bagian-bagian g yan
menggabungkan diri tidak mendapatkan kekuasaanuapagegala kekuasaan
saling dilepaskan satu sama lain terhadap orgaregpetahan bersama, organ
bersama inilah yang menjadi pemerintahan plisgéesimpulan dari pendapat C.
F. Strong tentang negara kesatuan ialah bahwa anégaatuan mempunyai dua
sifat penting, yaitu bahwa parlemen pusat dalamargedesatuan memiliki
supremasi, kalaupun ada parlemen di masing-masitayak , itu tidak bisa
menyamakan atau menentang supremasi parlemen fastt tidak adanya badan

berdaulat tambahan.

Berarti, suatu negara disebut sebagai negara lkesapabila dalam hal
kekuasaan negara tidak terbagi-bagi, mutlak dimbieh pemerintahan pusat,
kewenangan yang ada pada setiap daerah hanyalalk meandat yang diberikan
oleh pemerintah pusat dan kontrol penuh ada paceenrah pusat atas kinerja
dari setiap bagian dalam negara karena bagianibag@asebut hanya
melaksanakan kewenangan dan kekuasaan yang dibedéq@adanya. Hukum
yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh penadrant pusat, dalam hal ini
yang dibuat oleh lembaga legislatif pusat, kalaupda hukum yang yang dibuat
oleh parlemen di daerah, hukum tersebut tidak bbétentangan dengan hukum

yang dibuat oleh pemerintah pusat.

43 bid., HIm. 110
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Negara kesatuan juga dapat dilihat dari pembentokgara itu sendiri,
negara kesatuan lahir karena setiap komponen vyadg berintegrasi
menggabungkan dalam suatu negara, bukan membedetasi. Sehingga secara
otomatis komponen-komponen yang berintegrasi telalelepaskan dan
menyerahkan seluruh kedaulatan, kekuasaan sertaenkegannya pada

komponen atau organ baru hasil penggabungan tersebu

Bentuk negara kesatuan yang dipilih suatu negarasahiya
dicantumkan dalam konstitusi negara yang bersaagkuhisalnya dalam UUD
1945, Indonesia menyatakan sebagai negara kes&eaatuk negara merupakan
identitas jati diri suatu bangsa, maka selayakmg@iuk negara diatur langsung
dalam konstitusi. Dengan begitu bisa dianalogikahvia negara sebagai sebuah
organisasi, sedangkan konstitusi adalah AnggarasafDga. Biasanya anggaran
dasar suatu organisasi berisi tentang identitagniggsi, struktur organisasi,
pembagian kekuasaan serta mengatur hak dan kewgjéreyurus dan anggdta.
Berdasarkan pendapat tersebut, bentuk negara nkarujp@entitas suatu negara,
maka bentuk negara harus disebutkan secara jelasn deonstitusi negara

tersebuf®

Berbeda dengan negara kesatuan, Strong mengemukakaatama
negara federal adalah adanya rekonsiliasi kedaulatsional dan kedaulatan
negara bagian, selanjutnya syarat utama negaraafeddalah adanya rasa

kebangsaan dari negara-negara yang membentuk $edkma tidak adanya niat

44 Jazim Hamidi dan MalikHukum Perbandingan Konstitugilakarta : Prestasi
Pustaka, 2009), him. 116.
“ Lihat juga dalam : Miriam Budiardj@asar-dasar......., him. 177-178
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untuk menjadi satu kesatuan, karena jika mempukgbendak bersatu berarti

bukan negara federal, tapi telah menjadi negarathas®®

Dalam hal ini
kedaulatan keluar, seperti pertahanan keamananakab fiskal dan kebijakan
luar negeri ada ditangan pemerintahan nasionagngg@n kedaulatan kedalam

tetap berada di tangan pemerintah negara bagian.

Kata federal sendiri berasal dari kdémdus bahasa Latin yang berarti
liga. Liga negara-negara kota yang otonom pada mzaWumani kuno dapat
dipandang sebagai negara federal yang mula-fiuModel negara federal
berangkat dari asumsi dasar bahwa negara dibemtkb@berapa negara yang
pada awalnya mempunyai kedaulatan dan merdeka, diemubersepakat
membentuk sebuah negara federal. Hans Kelsen matigeb bahwa negara
federal ditandai oleh fakta bahwa negara-negaraabagemiliki suatu derajat
otonomi konstitusional, yaitu bahwa organ legi§ldari masing-masing negara
bagian berkompeten dalam masalah-masalah menyang&ostitusi dari
masyarakat ini, sehingga perubahan-perubahan datamstitusi dari negara-
negara bagian dapat dilakukan melalui undang-undkarg negara bagian itu

sendiri®®

Mengenai tentang cara pembagian kekuasaan antarariptah federal

dengan pemerintah negara bagian, masing-masingraneg@mpunyai cara

46 C. F. Strongpp.cit, him. 139.

47 Miriam Budiardjo,op.cit, him. 270.

“8 Elfiza, Pengaturan Pemerintahan Aceh menurut Undang-unddag 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Negara KesaRepublik Indonesja(Yogyakarta :
Tesis pada Magister lImu Hukum Universitas Islamhomesia, 2011), him. 39.

* Hans KelsenGeneral Theory of Law and Statterj. Raisul Muttagien, Teori
Umum tentang Hukum dan Negara, cet. V (BandungsaNviedia, 2010), him. 449-450.
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tersendiri. Namun secara umum ada dua cara yaabdikan secara rinci semua
yang menjadi kewenangan pemerintah federal damygismenjadi kewenangan
pemerintah negara bagian, atau disebutkan satatpesescara rinci wewenang
negara bagian dan sisanya diurusan pemerintahaléieApapun cara yang

digunakan, pada intinya negara federal membagirageas kewenangan antara
pemerintah federal dan pemerintah negara bagianke@aulatan masing-masing
negara tidak dapat diganggu oleh yang lainnya, bk sesama negara bagian

maupun oleh pemerintah federal.

Kranenburg memberikan dua kriteria yang mendasdaing perbedaan
antara negara federal dan negara kesatuan, paitama negara bagian dalam
negara federal memilikipouvoir constituant yakni wewenang mempunyai
konstitusi sendiri dan wewenang mengatur organisasdiri. Sedangkan dalam
negara kesatuan pemerintah daerah secara garistblgaditetapkan oleh UU
pusat. Kedug dalam negara federal wewenang pembentuk UU Puisttk
mengatur hal-hal tertentu telah diatur dalam ktunsitifederal, sedangkan dalam
negara kesatuan wewenang pembentukan UU Pusaapditéet dalam suatu
rumusan yang umurt.Melihat sifat integrasinya, integrasi negara kesatlebih

kuat dibandingkan dengan negara fed&al.

Sebenarnya, seluruh negara nasional memiliki lelaif satu tingkatan

pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan perakantdaerah. Masalah yang

%0 Kusnardi, M. dan Bintan R. Saragip.cit him. 210-211.
°1 Syahda Guruh LSap.cit, him. 84.
*2|bid., him. 84.
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timbul adalah penyelesaian segala permasalahan geamyangkut hubungan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Bentuk Pemerintahan Republik.

Bentuk pemerintahan republik merupakan lawan daentuk
pemerintahan monarki, jika pemerintahan monarkiakeppemerintahan dan
kepala negaranya berdasarkan keturunan, namun pedarintahan republik
kepala negaranya tidak berdasarkan keturunan, dggpiih, baik itu secara
langsung oleh rakyat, oleh parlemen, maupun oletadeatau lembaga khusus.
Pada umumnya dan bakunya dalam pemerintahan rkppétnimpin negara
diangkat bukan karena merupakan keturunan, tapnkakeadaan lain, baik

melalui Pemilu atau karena sebab lainnya.

Republik berasal dari katespublicaeyang terdiri dari kataes (hak
atau kepentingan) dgpublicae (rakyat), dari bahasa Romawi, yang berarti hak
atau kepentingan rakyat. Konsep republik ini dikait dengan negara sebagai
penjelmaan kekuasaan dari rakyaMenurut Montesquieu, dalam pemerintahan
republik itu rakyat di satu sisi adalah pihak ydmegdaulat, sedangkan di sisi lain
menjadi pihak yang diperintah.Jadinya konsep republik ini harus difahami
secara bersamaan dengan demokrasi itu sendirip Sedduanya sama-sama

merupakan bentuk kedaulatan rakyat.

%3 Jimly Asshiddigie Pokok-pokok.., him. 280.
** MontesquieuThe Spirit of Lawterj. M. Khoirul Anam, The Spirit of Law: Dasar-
dasar llmu Hukum dan limu Politik (Bandung : Nusadv&, 2007), him. 98.
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C. Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Landasan Historis : Sidang BPUPKI Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik lesianTahun 1945
mengatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negaraté@s yang berbentuk
Republik”. Pasal ini sesuai dengan bentuk aslirgjaksUUD 1945 ditetapkan
pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan passébier Indonesia secara
konstitusional berbentuk negara kesatuan, yangyartiidak ada negara dalam
negara di Indonesia. Kekuasaan pemerintahan In@dohesada sepenuhnya pada
pemerintah pusat. Sebelum lebih jauh membahasngeMagara Kesatuan yang
direalisasikan di Indonesia, sebaiknya terlebihutlaimelihat historisitas konsep
tersebut.

Jepang mendarat di pulau Jawa pada tanggal 28 &elif42 di tiga
tempat, yaitu Banten, Indramayu serta Rembang dda panggal 9 Maret 1942
Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang di Kalgammdung dan setelah itu
secara otomatis seluruh jajahan Belanda di Hindilaf®la (Indonesia) menjadi
jajahan Jepan®. Seiring berjalannya waktu, Jepang mulai tersudlard perang
asia timur raya oleh pasukan sekutu, akhirnya gadggal 7 September 1944
Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan bhlglonesia, yang

direncanakan akan diberikan pada bulan Septemk&r>i9

5 Sebelum itu pada tahun yang sama beberapa daérblindia Belanda telah
dikuasai oleh balatentara Jepang, antara lain @aradl Januari), Manado (17 Januari),
Balikpapan (22 Januari), Pontianak (1 Februari)efbang (14 Januari) dan Bali (26 Februari).
Lebih lanjut lihat dalam : Lembaga Soekarno — Haégarah Lahirnya Undang-Undang Dasar
1945 dan PancasilgJakarta : Idayu Press, 1986), him. 11 — 14.

*®Ipid., him. 14
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Untuk merealisasikan janjinya itu, maka Jepang pgadggal 29 April
1945 membentubokuritsu Junbi Cosakaatau dalam bahasa Indonesia disebut
Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indor{Bst#&JPKI). Badan ini
dibentuk dengan tujuan menyelidiki hal-hal yangtpgnmengenai kemerdekaan
Indonesia serta menyusun pelbagai rencana yangingerterhubungan
kemerdekaan tersebut. Pada sidang-sidang badah @iih-cita negara Indonesia
dirumuskan, termasuk konsep negara kesatuan yardpdagkan pandangan
negara integralistik yang disampaikan oleh Soeppaua tanggal 31 Mei 1945.

Sebelum Soepomo melontarkan penjabarannya testaagsideyang
akan dipakai oleh Indonesia merdeka nanti, dia =iekgn pilihan kepada
anggota BPUPKI mengenai bentuk susunan negara, pililtan persatuan negara
(negara kesatuan) atau negara serikat (federal) @ersekutuan negara
(konfederasi), selanjutnya pada pilihan monarki aepublik®” Barulah setelah
itu ia jabarkan tiga pandangan negara yang adaumiadyaitu individualisme,
teori kelas dan integralistik.

Pandangan yang pertama adalah pandangan indiatikalyang
didukung oleh Thomas Hobbes, John Locke, J. J. &aaedielbert Spencer, dan
H. J. Laski. Menurut aliran pikiran ini, kata Soepm negara disusun berdasarkan
kesepakatan hukum bersama yang dilakukan oleh ichdimdividu dalam
masyarakat itu. Pandangan negara seperti ini dial@lit negara-negara Eropa
Barat dan Amerika. Pandangan kedua ialah berdasat&ari kelas yang

dipelopori oleh Karl Marx, Engels dan Lenin. Menupandangan ini, negara

" Sebenarnya juga disinggung perihal hubungan nedgmsagama, karena tesis ini
tidak membahas tentang itu maka hal tersebut tilakaggung sama sekali. Lihat : Yamin,
Naskah Persiapan., 110.
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hanyalah alat bagi suatu golongan untuk meninddsngan lainnya, kaum
borjuis menindas kaum buruh, tuan tanah menindenpeemuanya dilindungi
oleh negara. Maka menurut pandangan ini, kaum bumalpun tani harus
mengambil alih kekuasaan untu balik menindas kaornuis dan para tuan tanah.
Sedangkan pandangan terakhir adalah pandangananigagralistik
yang diajarkan oleh Hegel, Spinoza dan Adam muléenurut staatsideini,
negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan sesgatau golongan, akan tetapi
menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagdii persatuaty.
Selanjutnya Soepomo mengatakan:
Negara ialah suatu susunan masyarakat yang intsggdla golongan,
segala bagian, segala anggotanya berhubunganatmaseama lain dan
merupakan suatu masyarakat yang organis. Yang ntamgedalam
negara yang berdasar aliran pikiran integral igahghidupan bangsa
seluruhnya. Negara tidak memihak kepada satu gafoygng paling
kuat, atau yang paling besar, tidak menganggapnkiep@n seseorang
sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin kemdupangsa
seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisahkarr’
Soepomo dalam pidatonya memil$taatside integralistik sebagai
pandangan negara untuk Indonesia merdeka nantijnhalikarenakan sesuai
dengan typologi masyarakat Indonesia. Semangat tikaba dan struktur
masyarakat Indonesia dengan bentuk manifestasiaya@pé persatuan, campur

baur, pengaruh mempengaruhi, sangkut-paut dalamdggdn semuanya,

disebutnya sebagai ide totaliter, ide integralibikgsa IndonesfA.

*%bid., him. 110-111.

*1pid., him. 111

®bid., him. 113. Sebenarnya di sinilah letak kekelirBmepomo dalam men-
generalisir keadaan sosio-kultur dan politk maakat Indonesia. Menurut Marsillam
Simandjuntak, Soepomo hanya melihat bagian masgargkng kecil dan sederhana, yakni
pedesaan, bukan kerajaan atau kesultanan yangadaa dejarah Indonesia. Baca : Marsilam
SimandjuntakPandangan Negara Intgralistik.., him. 91. Sedangkan Adnan Buyung Nasution
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Pandangan individualistik yang memisahkan antardivighu dan
masyarakatnya, menurut Soepomo, selalu menimbulikaperialisme dan
pemerasan. Sedangkan teori kelas seperti yangde&rhpkan oleh Soviet Rusia
yang diktator-proletariat, Soepomo menganggap hasssuai untuk struktur
masyarakat Rusia, akan bertentangan dengan difat@syarakat Indonesia. Jadi
ia menolak faham individualistik dan juga fahamteetangan kela®. Soepomo
mencontohkan negara yang sukses dengan fahamaiigégnya, yaitu Jerman
dan Jepang, yang mana kedua negara ini menggumpakesip kesamaan darah
dan kesamaan daerah antara rakyat dan pemimpinnya.

Sebagai argumen untuk memperkuat pendapatnya, 0epo
menyebutkan bahwa sifat ketatanegaraan Indonesig gsli itu adalah pejabat
negara merupakan pemimpin yang bersatu jiwa dergeyat dan para pejabat
negara diwajibkan untuk memegang teguh persatuankdseimbangan dalam
masyarakatny® Pemimpin diharuskan memberi rasa keadilan padataserta
tetap melaksanakan musyawarah dalam mengambil dsgut hubungan antara
rakyat dan pemimpin haruslah didasari semangatngotoyong dan semangat
kekeluargaan. Akhirnya Soepomo menyimpulkan bahwgara integralistik

adalah pandangan negara yang sesuai dengan canlturstsosial masyarakat

menganggap Soepomo melakukan kesalahan yang fdehgan jalan menyamarkan
keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indoesgan hanya mencontohkan suku Jawa
saja, lebih fatal lagi dia mengabaikan keanekaragadalam suku Jawa itu sendiri. Lihat juga :
Adnan Buyung Nasutioemokrasi Konstitusional.., him. 89.

1 Muhammad Yamingp.cit, him. 112

%2 |bid. Sebelum menanyakan pendapat anggota BPUPKI mensfeatsidenegara
Indonesia, Sepomo terlebih dahulu menyampaikanhssédu pesan petinggi Jepang. Karena
itulah, menurut Adnan Buyung Nasution, Soepomo gtiap melontarkan pandangan negara
integralistik karena “pesanan” dari Jepang. Liledtih lanjut dalam : Adnan Buyung Nasution,
op.cit, him. 87.

83 Muhammad Yamingp.cit, him. 113.
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Indonesia, menurutnystaatsideintegralistik adalah negara yang bersatu dengan
seluruh rakyatnya yang mengatasi seluruh golongaand lapangan apapun.
Negara tidak lain ialah seluruh masyarakat atawrgelrakyat Indonesia sebagai
persatuan yang tersusun dan tertur.

Berdasarkan ide dan konsep Soepomo inilah diusudkiva Indonesia
merdeka berbentuk negara kesatifaienurut Soepomo negara federal bukanlah
mendirikan satu negara, melainkan beberapa negada bagian ini Soepomo
menegaskan perlunya meperhatikan keistimewaanirkeisban yang dimiliki

oleh beberapa daerah, serta keanekaragaman daenathdersebut.

Gagasan negara kesatuan yang dipelopori Soepordsétujui oleh Mr.
Muhammad Yamin, ia berpendapat bahwa bentuk negamng sesuai untuk
Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negakatsé&alam sidang BPUPKI
pada tanggal 29 Mei 1945, Yamin mengusulkan Indan@senjadi negara
persatuan yang tidak terpecah, dibentuk kedalam lddnar badan bangsa
Indonesia yang tidak terbagi-b&§iAlasan Yamin menolak federalisme karena
negara federal lebih banyak memerlukan pegawandibgkan negara kesatuan,
negara federal mengarah pada perpecahan, sedang&gara kesatuan

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Yamin mengatakan, bentuk negara kesatuan diperlukemuk

memperkuat Indonesia yang dimerdekakan dengan j&eolusi, federalisme

® bid., him. 113-114.
®%bid., him. 118.
% Muhammad YaminNaskah Persiapan..., him. 100.
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hanya akan melemahkan Indonédiaebih jauh Yamin mengungkapkan bahwa
ide negara kesatuan sudah muncul sejak Sumpah Retandggal 28 Oktober
1928, karena telah ada kebulatan tekad seluruh gieedmaonesia tentang adanya
satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. €dab #u, Indonesia didirikan
dengan bentuk negara kesatuan bukan hanya idespatiaidang BPUPKI, tetapi

memang telah dicita-citakan sejak laffia.

Ide negara kesatuan tidak serta-merta diterima skdhruh anggota
BPUPKI, Mohammad Hatta lebih setuju dengan negaderfl. Namun dalam
mekanisme pengambilan keputusan mengenai bentularajedatta harus
menerima bentuk negara kesatuan untuk Indonediapsdatta kalah suara dan
mayoritas anggota BPUPKI lebih menginginkan bentegara kesatudfi.Hatta
mengemukakan bahwa karena Indonesia terbagi dbasdpa pulau dan golongan
bangsa, maka perlu tiap-tiap golongan kecil atasatemendapat otonomi,
mendapat hak untuk menentukan nasipnya senditii-saitinya dapat mengatur
pemerintahan sendiri menurut keperluan dan keyakisandiri, asal saja

peraturan masing-masing tidak berlawanan dengamar-dasar pemerintahan

" |de Yamin dalam mendukung bentuk negara kesatnaragaknya sedikit
pragmatis, atau juga berbau kompromi, mungkin eléhl mementingkan kemerdekaan Indonesia
terlebih dahulu dibandingkan harus mempersoalkatuBenegara, karena menurutnya pebentukan
negara federal akan menyita waktu, fikiran dangamakyat Indonesia. Lihat dalam : Muhammad
Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indongki&arta : t.p., 1960), him. 286-
287. Kalau melihat konteks masyarakat zaman seffadukungan Yamin ini pernah dibantah
oleh Harun Alrasyid, yang mengatakan bahwa masgarbaidonesia saat itu berbeda dengan
masyarakat Indonesia sekarang. Lihat Harun Alras¥iederalisme Mungkinkah Bagi Indonesia:
Beberapa Butir Pmikiran” dalam Adnan Buyung, dEederalisme..., him. 11.

% Muhammad Yamingp.cit him. 286-287.

%9 Mohammad Mahfud MD, disampaikan pada kuliah SisRaitik Indonesia, Bahan
Kajian Utama Hukum Tata Negara/Hukum Administraggbira (BKU HTN/HAN) Program
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islamnesia, Yogyakarta, pada tanggal 05 Juni
2011.
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secara umum’} Selanjutnya Mohammad Hatta menyatakan bahwa Isi®mne
terdiri dari masyarakat yang majemuk, sehingga meufikan bentuk negara
federal bagi Indonesia untuk mempersatukan segém@agsa Indonesia dan

tumpah darah Indonesia.

Pada saat pemungutan suara saat sidang PanitianHD&sar tanggal 11
Juli 1945 yang diketuai oleh Ir. Soekarno, hanya drang yang memilih federal
dan 17 menyetujui bentuk negara kesafdahlaka negara kesatuan yang
menjadi pilihan bangsa Indonesia setelah merdedanka walau bagaimanapun

juga konstitusi adalah resultan politik.

Supaya tidak terjadi kekeliruan di kemudian dalaampahasan tulisan
ini, di sini ditegaskan bahwa UUD 1945 sebenarngakt secara keseluruhan
dipengaruhi olehstaatside integralistik, namun adanya kompromi dengan
demokrasi yang digagas oleh Hatta dan Yamin, ménbamyak ahli yang

menjadi penentang serius dari konsep negara yajgkdn oleh Soepomo ini,

0 Syahda Guruh LSMenimbang Otonomi vs. Federal : Mengembangkan Wacan
Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madadonesia (Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2000), him. 45. Lebih jauh tentang hgho pusat dan daerah ini, lihat juga dalam :
Mohammad Hatta, “Ke Arah Indonesia Merdeka”, daldwiriam Budiardjo, Masalah
KetatanegaraarfJakarta : Gramedia, 1982), hm. 44-45.

™ Jimly Asshiddigie,Pokok-pokok...him. 286. Usulan Hatta ini bisa ditilik lebih
dalam sesuai dengan konsep geopolitik. Dalam kogs®politik, geopolitik (ilmu bumi yang
berhubungan dengan politik) mempunyai peranan deyh&ebijaksanaan suatu pemerintahan dan
dalam rangka merumuskan garis-garis besar halusn segara. Mengenai geopolitik lihat dalam
: Imam Hidayat dan Mardiyondzeopolitik : Teori dan Strategi Politik dalam Hulgannya
dengan Manusia, Ruang, dan Sumber Daya A(&urabaya : Usaha Nasional, 1983), him. 39.

"2R. M. A. B. Kusumal ahirnya Undang-Undang Dasar 1943akarta : Pusat Studi
HTN FH Ul, 2004), him. 299. Anggota Panitia Peramg&ndang-Undang Dasar ini berjumlah 19
orang, yakni Soekarno (Ketua), Maramis, Poeroebfjois Salim, Otto Iskandardinata, Subardjo,
Supomo, Ulfah Santosa, Wahid Hasyim, Parada Harahapuharhary, Susanto, Sartono,
Wongsonegoro, Wuryaningrat, Singgih, Tan Eng Hoasdih Jayadiningrat dan Sukiman.
Mungkin pemungutan suaranya yang tertutup, sehitigigé& diketahui siapa saja yang menolak
bentuk negara kesatuan tersebut, karena dalammtdkél disebutkan siapa yang menolak. Lihat
: Muhammad YaminiNaskah Persiapan., him. 251 dan him. 259.
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mereka berdua menuntut agar hak warga negara dijafeh Konstitusi. Hatta
dan Yamin mengungkapkan kekhawatirannya akan kor&mgpomo, karena
menurut mereka ide itu memberi celah bagi munculngagara kekuasaan.
Argumentasi Hatta dan Yamin ini akhirnya melahirkédkompromi” yang
hasilnya bisa kita simak dari pasal 28 UUD 194yl menjamin kemerdekaan
warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mekgatpendapat.

Kendati kadarnya masih minimal, kompromi itu menjagngakuan
paling tua dari konstitusi Indonesia atas hak-haga negar& Sedangkan
Ismail Sunny berargumen sebagai berikétertama,dengan berlandaskan pada
pendapat Logemari, Sunny menyatakan bahwa meski pengaruh integkalisti
Soepomo dalam UUD 1945 tidak dapat dipungkiri, namtidak boleh
mengatakan bahwa UUD 1945 terlalu didominasi oleépSmo.

Kedua kedaulatan rakyat yang oleh Soepomo dikatakgelrtea dalam
diri pribadi Presiden dan bukan dalam DPR dalam gehbentukan undang-
undang, telah luput karena pendapat seorang an§gotitia Kecil. Pendapat itu
menyatakan bahwa tanpa adanya persetujuan yanuiska antara presiden dan
parlemen tentang suatu undang-undang, kedaulakgatradak cukup terjamin.
Ketiga, dengan masuknya asas kedaulatan rakyat ke dalam U345 dan

terdapatnya pasal-pasal mengenai hak-hak asasi smanmaka pandangan

3 Republik IndonesiaRisalah Sidang BPUPKI, 28 Mei-22 Agustus 19@karta:
Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), Reéd-277.

4 Logemann berpendapat bahwa aliran integralistilepmo merupakan akar
totaliterisme dan otoriterianisme. Lihat : David UBchier, Pancasila Versi Orde Baru Dan Asal
Muasal Negara Organig,Yogyakarta: Aditya Media, 2007), hal. 149
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integralistik Soepomo itu telah ditoldk. Sedangkan Yusril lhza Mahendra
berpendapat bahwa Soepomo telah akomodatif terhdelsyokrasi, hal ini bisa

dilihat pada pidatonya tanggal 16 Juli 1945, yasigh menghargai HAM dan

menekankan bahwa sistem negara yang nanti akaentako dalam undang-

undang dasar haruslah berdasarkan kedaulatan radgmat berdasar atas
permusyawaratan perwakildh.

Yusril juga menyatakan bahwa bahwa Soepomo yanghagamgkan
desa sebagai sesuatu yang ideal merupakan suatsirgdng abstrak. Idealisasi
desa itu cenderung mengabaikan aneka kelemahanmangkin dimiliki oleh
kepala desa. la juga mengabaikan faktor kekuasaag ebih tinggi, yang justru
cenderung eksploitatif terhadap desa melalui kemidaa. Selain itu, juga
mengabaikan kemungkinan timbulnya kekuatan-kekuapasisi terhadap kepala
desa yang juga mempunyai kepentingan-kepentingaaditertentu.

Perdebatan dalam sidang BPUPKI tidak hanya berkdiémgan bentuk
negara, akan tetapi mengenai pilihan bentuk petadam-pun perdebatannya
sangat sengit, sebagian anggota menginginkan beepublik dan sebagian lain
menghendaki bentuk kerajaan. Hal ini wajar, karéfhaorang anggota BPUPKI
berasal dari latar belakang kelompok dan kultugyaerbeda. Akhirnya persoalan
mengenai bentuk pemerintahan ini diputuskan melpdumungutan suara, atau

pada waktu itu populer disebut dengan istdedtem

& Kritik terhadap Cita Negara Integralistk ~ dalam
http://www.transparansi.or.id/kajian/kajian9/bathtthl. diakses pada tanggal 20 Juni 2012, pukul
11.33 WIB.

® Republik Indonesiagp.cit, him. 360.
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Pada sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 dilaksamlakapemilihan
bentuk pemerintahan Indonesia. Sebelum diadakamumpguan suara, Moezakir
mengusulkan agar peserta rapat berdiri untuk memgglean cipta dan berdoa,
dan disetujui oleh Radjiman sebagai ketua BPUPHI, Ki Bagoes Hadikusumo
memimpin do’a. Setelah itu baru pemungutan sudakstinakan oleh komisi
yang terdiri atas Prataykrama, Sanoesi dan Das#ladil pemilihan tersebut
yaitu 55 suara memilih republik, enam mendukungjeamn, dua lain-lain dan
satu suara blank@.

Berdasarkan hasil sidang BPUPKI pada tanggal 101945 tersebut,
secara konstitusional Indonesia negara yang berkemepublik, hal ini

dinormakan pada pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia
Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa ssdaéih yang paling
penting untuk dimuat dalam konstitusi adalah meagbantuk negara. Konstitusi
Indonesia, UUD 1945, menempatkan persoalan berggira di bagian paling
awal dalam batang tubuh konstitusinya, yakni paakapl ayat (1). UUD 1945
menegaskan bahwa “Indonesia ialah negara kesatram yerbentuk republik”.
Kata negara kesatuan ini telah beberapa kali dikabwdalam UUD 1945 (setelah

amandemen}® yakni pada pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (Balpk8B ayat (1)

" Lebih rinci mengenai jalannya sidang BPUPKI paataggal 10 Juli 1945 ini, lihat
dalam : Muhammad YamiiNaskah Persiapan., him. 145-184.

8 Dalam tulisan ini hanya akan membahas UUD 194&latetamandemen keempat,
karena memang titik berat pembahasan tesis ini hgada ketatanegaraan Indonesia pasca
reformasi. Mengenaiflashbackke masa-masa sidang BPUPKI dimaksudkan untuk atetitsi
historis dan latar belakang pemilihan bentuk negasatuan untuk Indonesia.
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dan (2), pasal 25A dan pasal 37 ayat' {$)asal-pasal selanjutnya yang mengikuti
pasal 1 ayat (1) tersebut merupakan sebuah pemegzsagenai bentuk negara
Indonesia, sebab dengan bunyi pasal 1 ayat (1)}aapea diikuti oleh pasal-pasal

lain Indonesia sudah jelas berbentuk negara kes&tua

Sebelum lebih dalam pembahasan mengenai Indonas@ berbentuk
Kesatuan, sebaiknya dilakukan juga pembahasan mendentuk Republik
Indonesia, khususnya berdasarkan konstitusi, ydkdD 1945. Penegasan
Indonesia sebagai negara republik disebutkan padal @ ayat (1) UUD 1945,
selanjutnya pada pasal 4 ayat (1) disebutkan pamegekuasaan pemerintahan
adalah Presiden, hal ini merupakan salah satuaiminegara republik. Ciri-ciri
lain yang nampak yaitu pada pasal 6A ayat (1) yargyatakan Presiden dipilih
secara langsung oleh rakyat, serta adanya pembasasara periodik jabatan
kepresidenan pada pasal 7.

Penamaan Presiden dalam UUD 1945 juga menjadi Ipstate karena
pada saat sidang BPUPKI ada yang menginginkan ngraram, dan bentuknya
bukan bernama republik, karena bukan dari bahastnésia. Ki Bagus
Hadikusumo tidak setuju dengan nama Republik, karerenurutnya nama
republik maupun monarki telah tersembunyi setadatimnya. Sedangkan Sanusi
mengusulkan nama kepala negara Indonesia nantadesgputan Imam, bukan

Presiden, karena 95% penduduk Indonesia beragdama®/sNamun pada intinya

9 pasal 37 ayat (5) merupakan kunci dari bentuk naegasatuan itu sendiri, jika
ingin mengubah bentuk negara, maka dalam amandeMdén1945 harus diubah terlebih dahulu
pasal tersebut. Jimly Asshiddig@p.cit, him. 284.

8 Berarti dengan demikian jika ingin mengubah bertielgara kesatuan tidak hanya
mengubah pasal 37 ayat (5), tapi juga harus meihgodisal-pasal yang lainnya.

*! Lihat dalam 1bid.
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sebagian besar peserta sidang menginginkan peatemtyang tidak turun
temurun, dan menghendaki pemerintahan yang denmkrat

Pada saat ini, berdasarkan UUD 1945 yang telahatidemen empat
kali, kepala negara sekaligus kepala pemerintahmtoniesia dipegang dan
dijalankan oleh Presiden, presiden dipilih lima utahsekali dan boleh
mencalonkan satu periode lagi. Presiden sebagail&kem@emerintahan maupun
sebagai kepala negara diberikan hak-hak khususrtsepengajukan RUU?
mengajukan calon Hakim Agung, Tiga orang hakim kbams, mengajukan
anggota-anggota lembaga tinggi negara maupun geniiegara bantu. Selain itu
presiden Rl juga mempunyai kesenangan menyatakaange damai atau
melakukan perjanjian dengan negara lain, serta amghkat duta maupun
menerima duta dari negara lain.

Presiden merupakan pemegang kekuasaan yang tediaggAngkatan
Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. PresidemmBnyatakan keadaan
bahaya, Presiden Indonesia juga mempunyai hak nréd@be grasi dan
rehabilitasi, serta memberikan amnesti dan ab&igisiden juga bisa memberikan
gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatatar® menjalankan tugasnya,
Presiden RI dibantu oleh seorang Wakil Presidennd@nteri-menteri, serta dapat
membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugasbem&kan nasihat dan

pertimbangan kepada Presiden.

8 Di samping mengajukan RUU ke DPR, presiden jugabsmtuk Peraturan
Pemerintah untuk menjalankan UU, dalam keadaanushBsesiden dapat membentuk Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). Pasaldang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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Berdasarkan UUD 1945 maka jelaslah ciri-ciri regulyang menjadi
pilihan bentuk pemerintahan Indonesia, yaitu kepalaerintahan maupun kepala
negaranya bukan karena keturunan, tapi dipilih ree¢@ngsung oleh rakyat.
Selain itu, mekanisme pemakzulan Presiden jugapa&an ciri bentuk republik,
karena dalam sistem monarki Raja/Ratu/Khalifah/&@&ultan tidak bisa
dijatuhkan secara konstitusional, kecuali melakwotusi dan kekerasan. Ciri
yang terakhir ini juga merupakan salah satu cinm@@Indonesia menganut sistem
pemerintahan presidensiil.

Sekarang kembali pada konsep negara kesatuan yigadsad di
Indonesia, menurut Jimly Asshiddigie, dalam mernigant penjelasan pasal 18
UUD 1945 sebelum ada perubahan, ada beberapa rdalam konsep NKRI:

Pertama, dalam wadah Negara Kesatuan Republik é&stbon

berdasarkan pasal 1 ayat (1) tersebut di atasp@adansi-provinsi dan

provinsi dibagi lagi dalam daerah-daerah yang lekétil, yang
sekarang dinamakan daerah kabupaten dan kota. Kddlaan wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, ada dagealy bersifat

otonom dan ada daerah yang bersifat administréeskdéeSemua hal ini

akan diatur dengan Undang-undang. Ketiga, di sedaerah yang
bersifat otonom, harus diadakan pula badan peramkitakyat.

Keempat, dalam wilayah NKRI terdapat pula daerarata yang

bersifat istimewa yang dikaitkan juga dengan beteiktuk komunitas

yang merupakanzelfbesturende landschappedan volksgemeen
schappef®

Konsep negara kesatuan yang tertuang dalam UUD $6d&narnya
bukanlah sebuah bentuk penyeragamamf@rm), tapi lebih ke penyatuan dari
unsur-unsur yang berbeda di wilayah Indonesia. P& ayat (1) dan (2) serta

pasal 32 ayat (2) sebagai contoh, pada pasal-paisaldah jelas pengakuan

konstitutif terhadap keberagaman di Indonesia, baikpersoalan perbedaan

8 |bid., him. 287.
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pemerintahan daerah, persatuan hukum adat maupbadaan bahasa. Hal ini
bisa juga dilihat pada pasal 36A tentang lambangarze ditambahkan kata
“dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika” menandaleeiagaman Indonesia
itu sendiri sudah dijamin dalam konstitusi, karesemboyan ini akan sama
maknanya dengan satu Indonesia walaupun berbedahdaeku, bahasa, agama
dan golongan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dengasgsreejarah yang
panjang, konsep negara yang ada sekarang merupak#rciptaan para pendiri
bangsa yang ingin membebaskan Indonesia dari péajaj Sebelumnya telah ada
beberapa kerajaan maupun kesultanan yang mendiasaintara, negara-negara
berdiri sendiri sebagai suatu negara yang berdask&ttap etnis mempunyai
kerajaan tersendiri, bahasa sendiri dan tentunp@regaman agama dan aliran
kepercayaan. Semuanya dirangkul dalam satu wadghral&esatuan Republik
Indonesia, tentu hal ini akan sulit jika diseragamkmengingat begitu tingginya
konstelasi perbedaan itu, maka jalan terbaik b@ggrasi nasional adalah dengan

penyatuan, bukan penyeragaman, atau biasa dinarmakgmn diversit;/84

Selama masa Orde Baru maupun masa Orde Lama Inaones
menggunakan paham negara kesatuan yang bersifatlstik, yaitu semua
kekuasaan tertumpu pada pemerintah pusat, sehipggerintah daerah tidak

lebih dari hanya sebagai pelaksana apa yang digari3akarta, di daerah sama

8 Diskusi lebih lanjut lihat dalam : Syaukani AR.adt Otonomi Daerah dalam
Negara Kesatugncet. VIII (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Ppsk009), him. 263-272. dan
lihat juga Jimly Asshiddigiegp.cit him. 288-291.
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sekali tidak ada perencanddrSeiring gaung reformasi pemerintah daerah telah
diberikan beberapa kewenangan, orientasi ini bérumenjadi yang bersifat
desentralistik yang ditandai dengan disahkannyaabgdJndang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Sejak sadhdionesia melakukan
reorientasi sistem pemerintahan daerah, dari disasake desentralisal.uuU

No. 22 tahun 1999 hanya bersifat sementara, sétgmjudiganti dengan UU No.
32 Tahun 2004, pergantian ini dilakukan karena Ut R2 Tahun 1999 dibuat
pada saat UUD 1945 belum diamendemen, sehinggalukpe UU baru yang

sesuai dengan UUD 1945 setelah diamandéthen.

Berdasarkan pasal 18 ayat (2) UUD 1945, NegaratasaRepublik
Indonesia menganut asas otonomi dan tugas perlmamiai@m pemerintahan
daerahnya. Otonomi merupakan hak mengatur dan mengendiri urusan
pemerintahan di bidang administrasi negara yangipadian urusan rumah tangga
daeralf® Asas otonomi ini sering juga dipersamakan dengas aesentralisasi,
walaupun pada hakikatnya berb&daMenurut Joeniarto, desentralisasi adalah

memberikan wewenang dari pemerintah negara kepanenntah lokal untuk

8 Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari isi pidat@pomo, yangotabeneadalah
yang menggagas Indonesia berbentuk kesatuan, pen8appomo adalah desentralisasi dengan
pengakuan keistemewaan terhadap beberapa daeralmeaganjurkan pemberian beberapa
wewenang kepada pemerintah daerah. Senada jugardapg yang diinginkan oleh Mohammad
Hatta, yang mengusulkan otonomi yang sebenar-bgagatau juga dengan pendapat Yamin yang
benar-benar dengan tegas memilih asas desentarakdmgai pola hubungan pusat dan daerah di
Indonesia. Lihat dalamlbid., 118-119. Lihat juga dalam : Bagir Man&tybungan Antara Pusat
dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi MenuldD 1945 (Bandung : Disertasi Unpad,
1990), him. 175-176.

8¢ Rozali Abdullah,Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme SelBgmu
Alternatif, Jakarta : RajaGrafindo Persada, cet. Ill, 2008, f.

87 Agussalim Andi GadjongPemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum
(Bogor : Ghalia Indonesia, 2007), him. 167.

8 Bagir MananMenyongsong Fajar Otonomi Daeratet. IV (Yogyakarta : PSH FH
Ull, 2005), him. 57.

8 Lihat dalam : Elfizapp.cit, him. 51-59.
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mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai nurus@mah tangganya
sendiri’® Sedangkan asas tugas perbantuan ialah tugas éaksanakan urusan-
urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yeexpak mengatur dan

mengurus rumah tangga tingkat atasariya.

Sistem desentralisasi bertujuan agar tidak terjpginumpukan
kekuasaan pada satu lapisan pemerintahan, sekatigogdi sumber pengakuan
negara terhadap potensi dan kemampuan daerah. Untukdaerah-daerah
diberikan kewenangan untuk melaksanakan berbagsanmpemerintahan sebagai
urusan rumah tangganyakKewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan
baik terhadap segolongan orang tertentu, maupumasalan terhadap suatu
bidang pemerintahan tertentu secara bulat yangs#ledari kekuasaan legislatif
maupun dari kekuasaan pemerintaladi, sebenarnya pemerintah daerah tidak
memiliki kekuasaan, kekuasaan tetap berada padearpeah pusat, pemerintah
daerah hanya menjalankan kewenangannya berdasard@adat yang diberikan

oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa prinsip dalananaegesatuan

Indonesia yang berkaitan dengan pemerintah dagaith;>*

% Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesi@lakarta : RajaGrafindo Persada,
2005), him. 307.

*Lpid., him. 312.

92 Agussalim Andi Gadjongop.cit, him. 196. Penumpukan ini biasanya dinamakan
denganbenevolent autocrayang berlandaskan pada fahgraternalim yaitu menumbuhkan
pemerintahan yang terpusat pada satu kelompolgatangan tertentu saja. Lihat dalam : Warsito
Utomo, “Sistem Federal dalam Negara Kesatuan : &&=ngaturan Desentralisasi — Otonomi,”
dalam Andi Malaranggeng, et.al. (ed)tonomi Daerah : Perspektif Teoritis dan Prakticét. ||
(Yogyakarta : Bigraf Publishing dan UMM, 2001), hl&®O0.

% 3. F. Marbun,Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminisfradi
Indonesia edisi revisi cet. Il (Yogyakarta : FH Ull Preg11), him. 143.

% Lihat dalam : Bagir Manamenyongsong... op.Githim. 8-19
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a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urysanerintah
menurut asas otonomi dan tugas perbantuan;

b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya;
c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerabh;

d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyahakkaim adat
beserta hak-hak tradisionalnya;

e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan dagag bersifat
khusus dan istimewa;

f. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam giean umum;

g. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksared@ara selaras
dan adil;

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan pemerintatiadaah, Pasal
10 UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan pemerintah ldaeenyelenggarakan
urusan pemerintah yang menjadi urusan kewenangarkegaali urusan yang
menurut UU menjadi urusan pemerintah pusat. Dalanyelenggarakan urusan
pemerintah tersebut, pemerintah bisa melaksana&adirs atau melimpahkan
sebagian urusan pemerintah kepada perangkat peamedatau wakil pemerintah
di daerah, atau dapat menugaskan kepada pemedaéabh. Urusan pemerintah
pusat tersebut yaitu: politik luar negeri, perteargnkeamanan, moneter, yustisi
(peradilan), dan agama.

Sedangkan Pasal 13 UU tersebut mengatur kewenasmgendimiliki
pemerintah provinsi adalah perencanaan dan peniggnd@embangunan;
perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata rysmyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, danskfiagainya. Sedangkan
pemerintah kabupaten/kota, menurut Pasal 10 ajan@npunyai kekewenangan

yang selain kewenangan pemerintah pusat. Padgangoemerintah pusat hanya
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memiliki enam kewenangan tersebut di atas, selghimerupakan kewenangan
yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU NdaBan 2004
menekankan supaya pemerintah daerah dapat mergdmtumengurus sendiri
pemerintahan di daerahnya menurut asas otonomi tdgas perbantuan,
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejaneraasyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran sestgyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhapkiamsip demokrasi,
keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususerall dalam sistem
NKRI.%®

Perumusan pasal-pasal dalam UU tersebut disesudéwgan pasal 18
UUD 1945, yang mana pada pasal tersebut ditegdsidawa NKRI terbagi atas
provinsi-provinsi dan provinsi dibagi lagi atas bedpa kabupaten/kota, hal ini
menandakan hierarki pemerintahan dalam negara Wa@saepublik Indonesia.
Pemerintahan daerah juga diberikan kewenangan unargurus rumah tangga
dan memiliki pemerintahannya sendiri yang terdaiii dkepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, yang semuanya dipililydang oleh rakyat daerah

tersebuf® Kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dipiltehwa Gubernur

% Lihat klausul menimbang huruf (a) UU Nomor 32 Tal2004.

% Sebenarnya agama pada awalnya tidak termasuknupgsaerintah pusat, namun
karena desakan MUI dan beberapa Ormas Islam, ngk@aaamenjadi kewenangan pemerintah
pusat. Lihat dalam : Moh. Mahfud MOperdebatan.., him. 53.
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DIY adalah Sri Sultan Hamengkubuwono dan Wakil Gobe DIY adalah Sri

Paduka Paku Alam, Gubernur dan Wakil Gubernur Dt¥tapkar’’

Walaupun demikian, konsep bentuk negara Indonestelah
amandemen berada di persimpangan, antara negatudesan federal. Bagir
Manan menyebut sistem desentralisasi yang digundkamdonesia merupakan
pertemuan antara konsep otonomi luas dan fedeealangkan perbedaanya
hanyalah merupakan perbedaan gradual béfakgasal 18 ayat (1) yang
menyatakan wilayah Indonesia dibagi atas..., kaidagi atas” bukan “terdiri
atas” bukanlah suatu kebetulan, hal ini menunjukkekuasaan ada di tangan
pemerintah pusat. Namun Jimly Asshiddigie menyebutkan negara kesatua
Indonesia sudah berubah arah kalau dilihat pasaya8 (5) UUD 1945, yaitu
adanya bau federalisme. Hal ini dikarenakan korlegquasaan asal atau sisa
(residual powey yang berada di pemerintah daerah lebih akrab atetgnsep
negara federal, termasuk juga pada Pasal 18 ayama(®y hanya menyebutkan
asas otonomi dan asas tugas perbantuan, tidaksadalekonsentrasi sebagai ciri
utama negara kesatuan, merupakan ciri-ciri darapua (penulis) konsep negara
kesatuan dalam UUD 1948’

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 32 T&kovd mengatur
“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluaswWaa.,” mempunyai

pengertian pemerintah daerah memiliki kekuasaay yaiak terbatas, dan bisa

%" pasal 18 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomordiifi 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

% Bagir MananMenyongsong ...op.cjtlm. 38.

% Ni'matul Huda, “Berkayuh di antara Bentuk Negaresktuan dan Federallurnal
Konstitusi FH Ull Volume I, Nomor 1, (Oktober 2008), him. 53.

190 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesi@lakarta :
Konstitusi Press, 2005), him. 272-274.
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terjadi kesimpangsiuran penafsiran terhadap otongmng seluas-luasnya
tersebut® Hal ini bisa mengarahkan bentuk negara kesatuabekéuk negara

federal. Jelaslah berdasarkan hal ini, Indonesia bikatakan menganut bentuk
negara kesatuan dengan asas desentralisasi tamubéederal, bisa disebut
dengan istilah desentralisasi-federatif.

Apapun bentuknya, selayaknya bentuk negara Indaneéalam hal
hubungan pusat dan daerah hendaknya tidak bermyatpan (secara paksa) atas
keberagaman, tapi mempersatukan perbedaan mengalials persatuan.
Bagaimanapun juga penyeragaman yang dilakukanmpada lampau tidak cocok
untuk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke berkebladayaam, tidak sama
dan tidak akan pernah sama.

Dalam keadaan yang seperti ini NKRI merupakan wadkzni
perbedaan yang ada, perbedaan agama-agama dankalpercayaan, perbedaan
suku, budaya dan ras, perbedaan bahasa dan tefpagayaarus menjadi wadah
bagi perbedaan pandangan. Filosofi “Bhineka Tungiga! bukan menyamakan
yang “Bhineka”, tetapi meng “lka’-kan yang “Bhinékau dalam satu wadah,
wadah NKRI. Jadi yang berbeda itu tetaplah ia ssbagalnya, tidak berubah,

namun ia juga sebagai Indonesia.

101 Ni'matul Huda, “Berkayuh..op.cit, him. 63.
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TEORI DAN FUNGSI LEMBAGA PERWAKILAN

A.TEORI TENTANG LEMBAGA PERWAKILAN.

1. Pendahuluan : Demokras Kostitusional dan Pemisahan K ekuasaan

Demokrasi merupakan suatu faham pemerintahan yamegitikn
beratkan pada rakyat sebagai instrument utama dadmnegara, di mana rakyat
menjadi perhatian utama dari pemerintahan dan aparegara. Demokrasi
berasal dari katdemos(rakyat) darkratos (kekuasaan), yang merupakan bahasa
Yunani, berarti kekuasan ada di tangan rakyat darsumber dari rakyat,

dilaksanakan oleh rakyat dan demi kepentingan tgkyia.

Austin  Ranney menyatakan, seperti dikutip oleh Edeiyrnama,
demokrasi adalah suatu pemerintah yang diorgasgsinai dengan prinsip-prinsip
kedaulatan rakyat, persamaan politik, peran sakigat dan kehendak mayoritas.
Teori kedaulatan rakyat ini muncul karena adanydapanan rakyat terhadap
kekuasaan raja yang mutlak. Mahfud MD menyebuthsaktu ciri konfigurasi
politik negara yang konfigurasi politiknya demoksatdalah kesempatan bagi
partisipasi rakyat secara penuh ikut aktif menemtukebijakan umum, dan

terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilantuk melancarkan kritik

! Eddy Purnama,Negara Kedaulatan Rakyat : Analisis Terhadap Sistem
Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengagahi-negara Lain Bandung :
Nusamedia, 2007, him. 12.
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terhadap pemerintghDalam ilmu politik, demokrasi dikenal dua macamity
demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasimatif merupakan
sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan ataalefiggarakan oleh sebuah
negara, sedangkan demokrasi empirik merupakan dasiok dalam

perwujudannya dalam kehidupan praRtis.

Seiring dengan perkembangan zaman, demokrasi jugaeniukan
instrumen hukum untuk mengendalikan rakyat dan lba&bgnnya, karena
demokrasi saja tidak cukup dan bisa saja menimhukekacauan. Maka pada
perkembangannya, suatu negara disebut sebagaianegamokrasi, tapi juga
diiringi dengan negara hukum, inilah yang dinama#tamokrasi konstitusionél.
Dengan begini akan dihindari ketakutan yang semmmcul dari istilah “hukum

tanpa politik adalah tirani, politik tanpa hukummmabulkan anarki”.

Menurut Miriam Budiardjo, Ciri khas dari demokrdspnstitusional
adalah gagasan bahwa pemerintahan yang demolaktis pemerintahan yang
terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bektsel@enang-wenang terhadap
warga negaranyadan untuk menjamin itu harus dilakukan pemisaleshadap
cabang-cabang kekuasaan negara. Pemisahan kekuasetrabkan oleh
ketakutan jika cabang kekuasaan negara, khususksekwif dan legislatif,

dipegang oleh satu orang, atau satu lembaga saka mikhawatirkan suatu

2 Moh. Mahfud MD.,Politik Hukum di Indonesiacet. IV (Jakarta : RajaGrafindo
Persada, 2011), him. 30-31.

% Afan Gaffar,Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokraskt. VI (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2006), him. 4-5.

* Jimly Asshiddigie Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Refsir
(Jakarta : Buana llmu Populer, 2007), him. 147.

® Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Illmu Politik Edisi Revisi, cet. IV (Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama, 2010), him. 107.
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negara tidak menjamin kebebasan warga negarangatedéu saja akan terjadi

tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap wagganya sendifi.

Berkenaan dengan inilah maka konstitusi dibuatagai dokumen
hukum dan sebagai dokumen pengikat, yang membéelgiasan negara.
Dengan demikian maka kemungkinan penyalahgunaanemaavg akan sangat
kecil, atau setidaknya diantisipasi, dan setiapukskan negara dibatasi oleh
kekuasan konstitusi dan diimbangi oleh kekuasaamy yainnya® Sebab setiap
cabang kekuasaan dikontrol oleh cabang kekuasagrbkrarti diantara cabang-
cabang kekuasaan negara tersebut akan saling kalihm Locke mengusulkan
pemisahan kekuasaan itu menjadi tiga, yaitu kekuassekutif, legislatif dan
federatif? Legislatif membuat Undang-undang, eksekutif memjkhn Undang-
undang tersebut, sedangkan Federatif mengenai babuoar negeri. Sedangkan
Montesquieu membagi kekuasan negara itu menjadiudsslan legislatif,
eksekutif dan yudikatit® berbeda dengan Locke yang menempatkan peradilan

tetap dalam tangan eksekdtif.

® Hal ini berdsarkan ungkapan Lord Acton yang mealgat “setiap pemerintahan
adalah korup, kekuasaan pemerintahan yang mutlak edelahirkan korup yang mutlak pula”.
Montesquieu,The Spirit of Lawterj. M. Khoirul Anam, The Spirit of Law: Dasagesar [Imu
Hukum dan lImu Politik (Bandung : Nusa Media, 2Q0#jmn. 192.

" Menurut K. C. Wheare, pemisahan kekuasaan dalgaraenerupakan salah satu isi
konstitusi, tentunya juga mengatur tentang sistematknegaraan secara menyeluruh dari suatu
Negara, seperti hak warga negara, bentuk negaraulbg@emerintahan, sistem pemrintahan,
pembagian kekuasaan negara, dan lain sebagaingat dalam : K. C. Wheare\odern
Constitutions terj. Imam Baehagie, Konstitusi-konstitusi Modecet. V (Bandung : Nusamedia,
2011, him. 4-5.

8 | ebih jelas mengenai keuntungan dari pemisahandegian negara ini, lihat dalam :
Montesquieupp.cit, him. 193.

% John LockeTwo Treaties of Civil Governmerterj. A. Widyamartaya, Kuasa Itu
Milik Rakyat : Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhniaiang Lingkup, dan Maksud Tujuan
Pemerintahan Sipil, cet. V (Yogyakarta : Kanis2806), him. 114-116.

19 Montesquieugpp.cit, him. 192-197.

™ Locke,op.cit, him. 122.
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2. Lembaga Perwakilan

Kedaulatan rakyat bisa berbentuk secara langsungpuma tidak
langsung. Pada zaman Yunani kuno demokrasi ataauksedn rakyat masih
dipratekkan secara langsung, mengingat pada wakhatas wilayah dan jumlah
penduduk masih dalam batas yang masih sederhada. dfa modern, dengan
segala kompleksitasnya, demokrasi langsung tidaklahgkin atau sulit sekali
untuk diterapkan, maka diperlukan mekanisme yataktlangsung, yaitu dengan
mekanisme perwakilan kedaulatan rakyat di parlethevienurut Stuart Mill,
demokrasi perwakilan merupakan penemuan terbesaardan modern, karena
dengan cara ini demokrasi dapat dipraktekkan dgagka waktu yang lama dan

mampu mencakup wilayah yang sangat luas sekatipun.

Lembaga perwakilan rakyat mempunyai banyak istilEdrgantung
negara yang menggunakannya. Sering disebut deleggsiature yaitu sesuai
dengan fungsinya sebadapislate yang berarti pembuat undang-undang. Nama
lainnya adalalassemblyang berarti tempat berkumpul, dan jymgaliamentyang
berasal dari katgperla yang berarti bicara. Sebutan lainnya ialdboople’s
Representative Bodyang berarti badan perwakilan rakyatApapun namanya,

lembaga ini merupakan simbol kedaulatan rakyatig@trepresentasi dari rakyat

2 perkembangan awal demokrasi ditandai dengan paer@nganarMagna Charta
oleh Raja Jhon dan beberapa bangsawan di Inggda abad pertengahan, Miriam Budiardjo
mengatakan bahwa piagam ini merupakan piagam parjamg dilakukan raja untuk menjamin
hak darprivilegesbawahannya. Lihat : Miriam Budiardjop.cit, him. 109.

13 Mill menyatakan yang paling perlu adalah pemehiata atau kekuasaan tetap
berada di bawah kendali dan kekuasaan rakyat. LikBtseph Losco dan Leonar Williams ,
Polytical Theory Classic and Komtemporary Readitggj. Haris Munandar, Politycal Theory :
Kajian Klasik dan Kontemporer, Volume |l (Jakarf@aja Grafindo Persada, 2005), him. 645-758.

4 Miriam Budiardjo,op.cit, him. 315.
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secara keseluruhan, dan tentunya juga sebagai rpéoya aspirasi rakyat.

Anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat.

Parlemen merupakan bentuk dari representasi rakgptesentasi ini
bisa dijelaskan karena pada pelaksanaan pemiluatakemilih para calon
anggota parlemen yang dia inginkan sebagai wakilmgak duduk di parlemen.
Parlemen sebagai bentuk representasi rakyat digaartbaleh Rouseau sebagai
bentuk kontrak sosial antara individu-individu yamgenghasilkanvolumte
generale dan dalam pelembagaan parlemen individu-individersebut
mendelegasikan suaranya kepada orang yang meretayae Selanjutnya J. J.
Rousseau menyebutkan, bahwa masing-masing damkiteruh diri dan seluruh
kekuatan di bawah pemerintahan tertinggi dari kdhknumum®> Oleh sebab itu

pula, setiap keputusan hukum mengikat seluruh takya

Mengenai kedaulatan rakyat yang ada dalam negarassRau
menegaskan bahwa negara merupakan gabungan deawahsildividu pada suatu

wilayah untuk melakukan kontrak sosial dalam rangleanbentuk negara.

Partai atau kelompok ini kemudian menjadi semacailmagi publik
dibentuk oleh persatuan pribadi yang pada mulanganadma
kota....pasifnya persatuan ini dinamakan Negardif aknamakan
pemerintahan dan dalam perbandingan dengan kekiaattayang sama
dinamakan kekuasaar?.

Berdasarkan paparan yang dikemukakan oleh Rouskeaas, jelaslah

kiranya bahwa esensi pemerintahan, khususnya dpéanbahasan ini lembaga

!5 Jean Jacques Rousse@ibe Social Contract, or Principal of Political Righterj.
Vincent Bero, Du Contract Social, Perjanjian Maskat (Jakarta : Visimedia, 2007), him. 25.
Lihat juga Joseph Losco dan Leonar Willian®olytical Theory..., him. 221-315.

16 Jean Jacques Roussadhi .
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legislatif, merupakan perwujudan dari kedaulatakyat yang tercipta melalui
mekanisme Pemilu dan merupakan bentuk dari perarakyang tidak secara

langsung.

Bukan hanya Rousseau yang berpendapat bahwa kekutsdinggi
ada di tangan rakyat dan kewenangannya dijalanlein suatu lembaga, dalam
kaitan ini Montesquieu juga berpendapat bahwa suetara yang republik
demokratis kekuasan tertinggi dijalankan oleh subdadant’ Selanjutnya
Montesquieu mengatakan bahwa syarat legitimasustetuasaan adalah dengan
dipilihnya wakil-wakil rakyat yang bertugas untukenjalankan pemerintahan,
baik sebagai pembuat maupun pelaksana Undang-uftatadam konteks ini
rakyat pada satu sisi adalah pemegang kedaulaaamymdi sisi yang lain rakyat

merupakan yang diperintah.

Legitimasi pemerintahan ada karena dipilih olehyatakdalam hal ini
Montesquieu menegaskan bahwa perlunya suatu bashgnngenjadi representasi
rakyat dan badan tersebut berhak memberikan perikégpada rakyat yang
memilihnya, karena badan tersebut sudah terlegitinmelalui mekanisme

pemilihan itu.

Menurut Lawrence M. Friedman, legitimasi merupakdukungan,
terutama dukungan yang tersebar, sikap-sikap atamakan baik yang

ditunjukkan oleh para anggota dari suatu sistemaaerkait hasil-hasil spesifik.

' MontesquieuThe Spirit of Law..., him. 98.

18 |bid.

9 Laurence M. Friedmarfhe Legal System : A Social Science Perspekive M.
Khoizin, Sistem Hukum : Perspektif Imu Sosial,.ddt(Bandung: Nusa Media, 2009), him. 153.
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Mengenai hubungan kepatuhan terhadap hukum deregitimiasi, Friedman
menyebutkan bahwa orang-orang menuruti peraturam erintah-perintah,
sepanjang mereka memahaminya, ketika otoritas thlantuk atau dipilih dan
ketika otoritas itu sendiri mengikuti bentuk atamfiat yang tepat

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, Legitimasi yatimasyarakat
memberikan hak moral kepada pemerintah atau pemimpiuk membuat dan
melaksanakan keputusan atau aturan kepada madya@s{anjutnya Ramlan
Surbakti mengatakan, bahwa legitimasi hanya didapapemerintah dari rakyat,
dan karena legitimasi itulah maka pemerintah merygukewenangan membuat
dan melaksanakan aturdn.Dalam kaitan ini legitimasi yang dimiliki oleh
parlemen karena parlemen dipilih oleh rakyat, paele menjalankan fungsinya
atas mandat dari rakyat, untuk itulah dikatakaniepaen menjalankan segala
kewenangannya atas nama rakyat.

Suatu negara yang bebas setiap orang dipandangasgibak yang
bebas dan harus menjadi pengatur bagi dirinya sendiapi hal ini hampir
mustahil bagi negara yang besar dan dalam negang kecil selalu menemui
hambatan, maka dipandang tepat apabila rakyat palikannya melalui wakil-
wakil mereka apa yang tidak bisa mereka lakukanisePara penduduk sebuah
wilayah lebih mengenal kebutuhan dan kepentingarekaedibandingkan dengan
penduduk wilayah lain, sehingga para anggota besdgsiatif dipilih dari wilayah
itu sendiri. Kelebihan dengan adanya perwakilangdandemikian mereka lebih

bisa mendiskusikan berbagai urusan, karena masaléidak mugkin dilakukan

% bid., him. 151.
21 Lihat dalam : Ramlan Surbakklemahami llmu Politikcet. VI (Jakarta : Grasindo,
2007), him. 92-100.
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olen rakyat secara bersama, yang merupakan hamb&tdesar dalam
demokrasf? Jadinya, parlemen merupakan perlembagaan kedaukgat, agar
lebih mudah dilaksanakan pada saat merumuskan thegem rakyat.

Kedaulatan rakyat pada masyarakat yang kompleky#asnggi tidak
dapat dilakukan secara langsung, maka diperlukamtusumekanisme
pendelegasian, atau lebih tepatnya penunjukan enilihan wakil dari suatu
masyarakat yang akan duduk dalam badan pemerintBadiemen sebagai badan
atau lembaga pemerintahan (legislatif) merupakanade perwujudan kedaulatan
rakyat, parlemen melakukan tugas, fungsi serta kamgannya
mengatasnamakan rakyat yang memilihnya (konstitbekan atas nama dirinya

sendiri.

Selanjutnya, parlemen dipandang sebagai representatak warga
negara dalam rangka ikut serta menentukan jalapeyaerintahan. Apa yang
diputuskan oleh parlemen, itulah yang dianggap gableeputusan rakyat yang
berdaulat, maka dari sinilah lahithe principle of supremacy of parliamént
Dalam perspektif yang demikian, UU tidak dapat dggu gugat, karena UU

dipandang sebagai ciptaan dan kehendak rakyat.

Namun doktrin supremasi parlemen ini mempunyairkalean jika para
wakil rakyat di parlemen tidak memperhatikan kepeyan rakyat. C. F. Strong
merumuskan tiga unsur penting dari demokrasi, y@puesentasi, partisipasi dan

tanggung jawab politik, intinya adalah jaminan ateesdaulatan rakyat itu

2 Montesquieupp.cit.,HIm. 194.
23 Jimly Asshiddigie Pokok-pokok.., him. 153.
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sendiri?* Untuk itulah maka parlemen harus memberikan pggangjawabannya

kepada rakyat, dan rakyatlah yang berhak meniteiria parlemen itu nantinya.
3. Struktur Lembaga Perwakilan

Parlemen sebagai lembaga yang menjalankan berlfaggsinya
bertindak atas nama rakyat, keadaan ini dikarengl@a anggota parlemen
dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingannyaterwakilan ini merupakan
implikasi dari tidak atau sulit memungkinkan untolelaksanakan demokrasi
secara langsurfg. Berawal dari kedaulatan rakyat dan parlemen mé&armpa
representasi rakyat, maka bentuk serta struktay bahkan sampai pada tingkat
tugas dan wewenang, parlemen haruslah disesuaiagad fondasi kehidupan
rakyat. Karena bagaimanapun juga, parlemen ataubdgan perwakilan

merupakan simbol dari kedaulatan rakyat itu sendiri

Secara umum bentuk perwakilan rakyat dikenal 3 magaitu %

1. Political Representationyaitu perwakilan melalui prosedur partai
politik

2. Territory Representatignperwakilan daerah atau negara bagian
dalam suatu negara di tingkat pusat

3. Functional Representatioentuk keterwakilan kelompok profesi,
perguruan tinggi, serikat buruh/pekerja dan lalvagainya.

24 C. F. StrongModern Political Constitutions: An Introduction the Comparative
Study of Their History and Existing Fortterj. Derta Sri Widowatie, Konstitusi-konstituBolitik
Modern : Studi Perbandingan tentang Sejarah datuBgeeet. 11 (Bandung : Nusa Media, 2010),
him. 17.

% Menurut Jimly Asshiddigie, syarat kuantitatif sganPemilu yaitu minimal 2/3
jumlah rakyat yang mempunyai hak pilih harus hattin 2/3 dari yang hadir harus sah suaranya.
Hal ini berdasarkan analogi pada pasal 37 UUD 18:t5%elum perubahan. Lihat dalam : Jimly
Asshiddigie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Belaaannya di Indonesia
(Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), him. 86-Bka melihat UUD 1945 setelah amandemen,
maka syarat hadir tetap 2/3 dan diperlukan sudraaga yang hadir hanya setengah lebih satu.

26 Jimly Asshiddigie Pokok-pokok..., him. 154
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Perwakilan partai politik saja belum sempurna, Rarebelum
merepresentasikan seluruh rakyat, maka diperldkale checldari perwakilan
daerah agar kepentingan dan aspirasi seluruh rakgaar-benar tersalurkan.
Sedangkan perwakilan fungsional diatur dalam atkiarsus yang memberikan
ruang pada perwakilan fungsional ini dalam parlentatam perwakilan politik
maupun perwakilan daerah dan hal ini dianggap kehijakan ini dinamakan
kebijakan afirmatif yang berdasarkiimburg Principles’’

Pemilihan bangunan parlemen unikameral, bikametakameral
ataupun tetrakameral tidak bisa dilepaskan darefagda cita-cita, yaitpertama
menguatkan fungsi legislasi, bukan terjebak padaoaéan siapa yang membuat
peraturan, tapi bagaimana menghasilkan yang lehikh Kedug model kontrol,
bikameral ideal karena bukan saja mengontrol peradr) tetapi juga sebagai
check and balanceterhadap kamar yang laiKetiga fungsi refresentasi layak
diperhatikan, pertimbangan sebanyak mungkin unsamgyterwakili dalam

parlemen maka akan semakin b#ik.

Pada intinya parlemen vyang baik ialah yang anggatan
merepresentasikan ketiga perwakilan tersebut, llitdagi menjadi beberapa
kamar atau disatukan dalam sebuah kamar parlengenlgea hanya satu kamar
saja parlemennya, maka dinamakan parlemen unikdraéma monokameral,
sedangkan yang menggunakan dua kamar parlememaliaa bikameral atau

dwikameral. Ada lagi beberapa negara yang menggumbknyak kamar, dalam

%" |bid., him. 155.

28 3aldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar, “Menelisik ddel Kamar Parlemen : Catatan
untuk Penataan Kelembagaan DPD Indonesiarhal Media Hukum FH UMYVolume 14,
Nomor 02, him. 129.
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artian lebih dari dua kamat. Bangunan parlemen suatu negara tentunya
disesuaikan dengan kebutuhan negara tersebut, akn gelalu berbeda antara
satu negara dengan negara lainnya. Pada pembahasamya akan dijelaskan

tentang parlemen unikameral dan parlemen bikansejal

Walaupun Prof. Bagir Manan mengatakan bahwa sisteimameral
maupunbicameraltidak berkaitan dengan landasan berbegara tertémga tidak
terkait dengan bentuk negara, bentuk pemerintabtay sistem pemerintahan
tertentu™® Namun pada prakteknya semakin tingginya derajderfdisme dan
desentralisasi, perubahan dari unikameral menkanieral terjadi dan kemudian
bikameralisme akan semakin mengtlatMenurut Prof. Subardjo, mengutip
pendapat Arendt Lijphart, terdapat hubungan yangt kantara unikameral-
bikameral dan dikotomi federal-kesatuan. Semua naedederal mempunyai
legislatif bikameral, sedangkan negara nonfedetedsgtuan) mempunyai

parlemen bikameral dan unikametalDan juga, untuk negara kesatuan yang

29 Contoh beberapa negara yang pernah menggunakéempar jenis ini adalah
Afrika Selatan, Taiwan, dan Yugoslavia. Lihat : rRatvati, Struktur dan Fungsi Legislasi
Parlemen dengan Sistem Multikameral : Studi Perbragah antara Indonesia dan Berbagai
Negara (Jakarta : Ul Press, 2010), him. 123.

%0 Bagir Manan,Teori dan Politik Konstitusicet. Il (Yogyakarta : FH Ull Press,
2004), him. 59. Hal ini juga didukung oleh Saldials menurutnya bangunan perlemen tidak
tergantung dengan bentuk negara kesatuan maupuaranégderal, ketakutan bikameral akan
mengarah pada bentuk negara federal merupakansgsug berlebihan. Lihat dalam : Saldi Isra,
Pergeseran fungdiegislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlemerttalam Sistem Presidensiil
Indonesia cet. Il (Jakarta : RajaGrafindo, 2010), him. 28 Bandingkan dengan Jimly
Asshiddigie yang mengatakan bahwa, kesepakataantgrientuk-bentuk institusi dan prosedur
ketatanegaraan berkaitan erat dengan bangunan ogggma, hubungan antar organ negara dan
hubungan organ negara dengan warga negara. Lihdamda Jimly Asshiddigie,
Konstitusionalisme, Cita Negara Hukum dan Keniseay&lKR| (Jakarta : Orasi llmuah Dies
Natalis Universitas Nasional dan Wisuda Pasca S&agan Diploma Ill, 11 Oktober 2004), him. 5

31 Muchammad Ali Syafaat?arlemen Bikameral : Studi Perbandingan di Amerika
Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria daddnesia(Malang : UB Press, 2010), him. 12.

%2 Subardjo,Dewan Perwakilan Daerah Menurut Undang-Undang Das&rgara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Bikahtalam Lembaga Perwakilan Indonesia
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berpenduduk besar, seperti Indonesia, Perancifia Ittan Kolombia, bisa

menerapkan bikameral yang kuat, layaknya di negagara federaf

Telah disinggung bahwa parlememicameral merupakan parlemen
yang haya terdiri dari satu kamar, semua fungdepan dilakukan oleh kamar
tersebut dan semua bentuk representasi ada daldempa. Dalam parlemen
hanya ada komisi-komisi untuk mengurusi bidang-hgdgertentu. Menurut Prof.
Dahlan Thaib, parlemennicameralmempunyai beberapa keuntungaryaitu

sebagai berikut :

a. Kemungkinan dengan cepat meloloskan suatu Undadgngy karena
tidak ada usulan yang berbeda dari badan lainnya.

b. Tanggung jawab lebih besar, karena tidak ada kdamaryang harus
disalahkan apabila UU tidak lolos.

c. Pemantauan oleh masyarakat lebih mudah karena tamygolebih
sedikit.

d. Biaya akan lebih rendah.

Walaupun begitu, sistem Parlemamicameraldianggap kurang efektif
karena mekanisme kontrol hanya ada antara parlelaemcabang kekuasaan lain

saja, sehingga bentuk ini kurang mampu menggagsaitas fungsi parlemen

(Yogyakarta : Disertasi Program Doktor Ilmu HukunakBltas Hukum Universitas Islam
Indonesia, 2008), him. 146.

% Denny Indrayana,Negara antara Ada dan Tiada : Reformasi Hukum
Ketatanegaraan(Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008), hir@. 30

% Dahlan Thaib, SH., “Menuju Parlemen Bikameral (Btonstitusional Perubahan
ketiga UUD 1945)", disampaikan pada Rapat Senatbdler Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta. dalam Abdul Ghofur Anshori dan Sobilifalian (edt.), Membangun Hukum
Indonesia : Pidato Pengukuhan Guru Besar llidukum, (Yogyakarta : Kreasi Total Media,
2008), him. 197.
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yang sebenarnfﬁ.Tanpa mekanisme kontrol internal tersebut, kuaigarlemen
dalam hal legislasi, representasi, kontrol, anggareupun pengisisan jabatan
publik menjadi berkurang. Selain itu, parlemen amleral juga memungkinkan
lahirnya sebuah UU yang kurang berkualitas, leb#drbukanya peluang
penumpukan kekuasaan jika mayoritas kursi parledilarasai oleh partai politik
pendukung pemerintahan serta kecenderungan palemerepresentasikan

seluruh rakyat akan berkurang.

Ada beberapa hal menarik mengenai pilihan untuklepsn
unicameral yaitu pertama parlemen kamar tunggal tidak tergantung bentuk
pemerintahan presidensiil atau parlemeredua kebutuhan representasi dalam
parlemen banyak variasinya dari berbagai negaiaiyasa representasi politik,
suku, daerah maupun jenis kelamifetiga fungsi legislasi, kontrol dan fungsi
anggaran serta rekruitmen jabatan publik bisa jdiakukan oleh parlemen
dengan kamar tungg#.Sekali lagi saya tegaskan, sebagai pendukung patda
pendapat yang ada, parlemen dengan satu kamaretfiekt dalam menjalankan

fungsinya, baik fungsi legislasi, pengawsan maupagsi lainnya.

Bentuk parlemen yang banyak digunakan dewasa liain iparlemen
dengan dua kamar, atau lebih polpuler dengan selpatdemen bikameral, yaitu
parlemen yang terdiri dari dua kamar dengan reptaseyang berbeda. Biasanya
mewakili rakyat secara keseluruhan, melalui pemilimmum dari partai politik.

Serta mewakili daerah atau negara bagian maupun teutentu, dipilih secara

% saldi IsraPergeseran Fungsi., him. 234.
% |bid.,
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perseorangan tanpa media partai politik. Contaiersigparlemen dua kamar bisa
dilihat padaCongressAmerika Serikat yang terdiri daHouse of Representative
dan Senate dapat juga dilihat dalam parlemen Inggris yanditeatasHouse of

CommonsianHouse of Lord’

Secara historis, parlemdricameral berakar dari ide parlemen pada
masa Yunani dan Romawi kuno. Pada masa Romawi kakgat diwakili oleh
beberapa lembaga, yaitu konsul sebagai perwujudamarki, senat mewakili
unsur aristokrasi dan dewan rakyat sebagai cermigh@mokrasi. Ada dua
semangat pokok yang bisa diambil dari sistem pefampada masa Romawi dan
Yunani kuno tersebdt yaitu : pertama kekuasaan yang tidak terkonsentrasi pada
satu individu, satu kelas masyarakat atau satutusstpolitik, dan perlunya
jaminancheck and balanceantara berbagai pihak pengelola kekuasaan negara.
Kedua Mengingat daya persuasi politik untuk memasyakatakebijakan, maka
diperlukan orang-orang bijak dalam menjalankan perahan, dengan cara

memberikan posisi kekuasaan khusus pada orangbyjakgersebut.

Gagasan parlemen dua kamar yang paling terkenkagagasan yang
dicetuskan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieadan perwakilan rakyat
atau lembaga legislatif harus dijalankan oleh bagtang terdiri atas kaum

bangsawan dan orang-orang yang dipilih untuk mdwedkyat, yang masing-

37 Chairil Anwar, Konstitusi dan Kelembagaan Negardakarta : Novindo Pustaka
Mandiri, 1999), him. 46-63. Lihat juga dalam : Baanly Cipto, Politik dan Pemerintahan
Amerika cet. Il (Yogyakarta : Lingkar Buku, 2007), himL4t142.

% Robert Endi Jaweng dkkMengenal DPD RI : Sebuah Gambaran Aw@dekarta :
Institute for Local Development, 2005), him. 3-6.
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masing memiliki majelis dan pertimbangan mereka dsesendiri, juga

pandangan dan kepentingan sendiri-sefdliri.

Sistem parlemen dua kamar memungkinkan terjadioigable check
pada setiap proses legislasi di parlemen dan beaump celarkongkalikong
antara legislatif dan pihak eksekutif, hal ini diaakan parlemen tidak hanya
berisi wakil dari partai politik, yang notabene saseperti presiden, tapi juga ada
unsur perwakilan daerah yang terlepas dari kepgemirpartai politik tertentu.
Dengan begitu, maka parlemen akan benar-benar diewgkil rakyat yang

sesungguhnya dan secara keseluruhan.

Secara umum, Parlemen bikameral memiliki beberapatangarf?
yaitu :
a. Secara Resmi mewakili beragam pemilih, yaitu rakigat wilayah.
b. Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawararhadap
penyusunan perundang-undangan.
c. Mencegah disahkannya perundang-undangan yangatacateroboh.
d. Melakukan pengawasan atau pengendalian yang ledikh terhadap
lembaga eksekutif.
Setiap kelebihan tentunya diikuti oleh kekuranganap begitupun

dengan sistem parlemen bikameral. Kelemahan sibikameral ini antara lain

39 Jenis Parlemen ini paling terlihat pada masa sekayang dipraktekkan Inggris,
dimana Parlemen Inggris terdiri dari Majelis Ting@H#ouse of Lord) yang mewakili para
bangsawan dan kamar satunya diisi oleh para walkylat yang dipilih melalui mekanisme Pemilu
yang disebut Majelis Rendah (House of Commons)d&gast Montesquieu ini, menurut saya,
menggambarkan dan berdasarkan konteks Perancisnpestatransisi dari masyarakat feodal ke
masyarakat demokratis pada masa itu. Montesquitea Spirit of Law .,.him. 195.

“% Dahlan Thaibpp.cit, 196-197.
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mahalnya biaya yang harus dikeluarkan, karena aelgarus membayar begitu
banyaknya anggota parlemen beserta alat kelenghgparselanjutnya, waktu
yang lama dalam setiap proses legislasi, kareigpsdtU yang akan dibuat harus
melalui perdebatan panjang antar kedua kamar dpkmtemen, dan suatu UU
harus bolak-balik antara kamar yang satu dengamkgang lain.

Selain itu semua, parlemen dua kamar memungkinkstabilitas
pemerintahan, karena kamar kedua yang terdiri daeakil daerah tidak
mempunyai kepentingan terhadap pemerintahan tehighiaspirasinya, mereka
lebih mementingkan teritorialnya. Sedangkan kanetama yang berisi wakil
partai politikk, akan lebih mengutamakan kepentingdan aspirasi partai
politiknya, dan hal ini akan menjadi tarik menakiggentingan antara dua kamar
tersebut. Jika terjadi skandal politik, kamar kedian lebih mudah merapat ke
barisan yang menentang pemerintahan dalam kamatanper sehingga
pemerintahan akan sangat mudah dijatuhkan, sekalipupada pemerintahan
yang presidensiil murni.

Kelemahan lain parlemen bikameral, jika berdasarteori politik
hukum Prof. Moh. Mahfud MO dan pada parlemesoft bicameralyaitu produk
hukum yang dihasilkan hanya akan mengikuti konfigupolitik yang ada. Sebab
pada parlemesoft bicamerabiasanya yang dominan adalah kamar yang berasal
dari partai politik, partai politik akan sarat dengmuatan kepentingan partai itu

sendiri, bisa jadi hal ini akan mengabaikan kempgin kelompok lain yang

4! Kelemahan ini hanya akan terlihat pada parleseft bicameralismtidak pada
parlemenstrong bicameralismapalagiperfect bicamerlaismMenurut Prof. Moh. Mahfud MD.,
konfigurasi politik demokratis aka menghasilkan tnkyang responsif, sedangkan konfigurasi
politik yang totaliter akan menghasilkan produk twk yang konservatif. Lihat dalam : Moh.
Mahfud MD.,Politik Hukum...op.cit.hlm. 12.
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diwakili oleh kamar yang satunya. Sehingga dengayinb maka akan melahirkan
hukum-hukum yang cacat apabila pemerintahan dikikagaoleh rezim yang
otoriter.

Realisasi parlemen bikameral tidaklah sama dalammpangan
kekuatan serta kewenangan antara kedua kamar patd#asegara, tergantung
dari kepentingan negara tersebut. Namun berdasadsmbangan kewenangan
yang dimiliki kedua kamar, parlemen bikameral dagibagi menjadisoft/weak
bicameral, strong bicameralanperfect bicameraf?

Parlemensoft bicameralditandai dengan kekuasaan suatu kamar jauh
lebih dominan dibandingkan kamar lainnya, sedangiteong bicamerabpabila
kekuasaan atau kewenangan antara dua kamar tersddift sama kuat, atau
dengan kata lain hampir sama kuat. Pada parlepegfect bicameralterjadi
keseimbangan atau sama-sama kuat kewenangan daaskek yang dimiliki
oleh kedua kamdf Pembagian jenis parlemen bikameral ini bila dtlibari
kewenangan yang dimiliki masng-masing kamar. Benhghn dengan tiga model
bicameraltersebut, Denny Indrayana mengemukakan :

Weak bicameralisnsebaiknya dihindari karena akan menghilangkan

tujuan bikameral itu sendiri, yaitu sifat salingnkml| diantara kedua

kamarnya. Artinya, dominasi salah satu kamar mealyledn weak
bicameralismhanya akan menjadi bentuk lain dari sistem pantesagu
kamar (@nicamera). Disisi lain, perfect bicameralismbukan pula
pilihan yang ideal, karena kekuasaan yang terlanisang antara

Majelis Rendah dan Majelis Tinggi memang seakamakaancarkan

fungsi kontrol antara kedua kamar di parlemen, masabenarnya juga

berpotensi menyebabkan kebuntuan tugas-tugas parlenyang

menjadi pilihan, karenanya, adalah mewujudkan miststrong
bicameralisnd**

42 saldi IsraPergeseran.., him. 235.
“3Ibid., him. 235-236.
44 Denny Indrayand\egara antara ,.him. 300-301.
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Sedangkan berdasarkan komposisi atau struktur gegtamnnya,
parlemen bikameral dibedakan menjadi, yaitu bikaingang unsurnya sama
(similiar bicameralisn), bikameral yang unsurnya agak berbedikelf
bicameralisn), dan yag terakhir adalah bikameral yang unsusaragat berbeda
(differentiated bicameralisp{®

Berkaitan dengan komposisi anggota bikameral, Déndrayana lebih
menganjurkardikely bicameralis karenasimiliar bicameralismsama saja seperti
unicameral karena unsurnya terlalu sama. Sedangk#arentiated bicameralis
akan menyebabkan kebuntuan tugas parlemen, selmapokisi parlemen akan
terlalu heterogennya aspirasi dari unsur-unsur yavam\tpeda‘l‘.‘5 Berdasarkan hal
tersebut, maka sebaiknya menurut Denny, parlemeg g&an dibangun adalah
perpaduarstrong bicameralislanlikely bicameralism

Jika dilihat dari mekanisme pembuatan undang-undsetigp negara
mempunyai perbedaan. Ada negara yang mengharuskabahasan rancangan
undang-undang dilakukan berturut-turut oleh DPR 8anat. Ada negara yang
pembahasan undang-undang dilakukan oleh DPR darudiam dimajukan
kepada Senat untuk disetujui atau tidak tanpa makkumengadakan perubahan
isi*’ Namun di banyak negara, DPBefate atau upper housg diberikan

kewenangan yang besar untuk mengimbangi DPR. MisaRenat Australia

diberikan kewenangan untuk meneliti ulang RUU ydigjukan oleh DPR, dan

**bid., him. 301.

“% |bid.

47 Wirjono Prodjodikoro,Asas-asas llmu Negara dan PoljtikBandung : Eresco
Jakarta, 1971), him. 73.
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melalui three-fold committee systemempunyai kekuasaan untuk mengawasi
pemerintahaf®

Begitupun dalam hal legislasi, antara DPR dan Senampunyai
kewenangan yang sama, dan bahkan anggota senatmieisgajukan RUU.
Sedangkan di Amerika Serikat, kekuasaan Senat lesihr dibandingkan dengan
DPR, sedangkan di negara lain Senat lebih kecib&s&kannya dibandingkan
dengan DPR?® Hal ini juga menandakan perimbangan kekuatan kedumar
dalam parlemen, dan tentunya berbeda prakteknya s®tthp negara.

Perbedaan penting antara kamar pertama dan kantara kdalam
parlemen bikameral adalapertama kamar kedua cenderung memiliki anggota
lebih sedikit dibandingkan dengan kamar pertakedua masa jabatan kamar
kedua cenderung lebih lama dari kamar pertama, ydaug ketiga gambaran
umum pemilihan kamar kedua dilakukan secara bertZhalenurut Arend
Lijphart, ada tiga ciri-ciri yang harus dilihat dai menentukan suatu parlemen
bikameral termasugoftataustrong® yaitu :

a. Kekuatan kedua kamar berdasarkan kewenangan foramaj diatur
dalam UUD.
b. Berdasarkan metode seleksi dari kamar kedua.

c. Dilihat dari komposisi anggotanya.

8 galdi Isra, “Lembaga Legislatif Pasca AmandemerDU1945" dalam Soewoto
MulyosudarmoPembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Kansiti(Malang : In-Trans
dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur, 2004). 331.

“9 Miriam Budiardjo,Dasar-dasar...., him. 321.

%0 Arend Lijphart, "Pattern’s of Democracy : Govermmé&orms and Performance in
Thirty-Six Countries” dalam : FatmawaS8truktur dan Fungsi..., him. 24,

*Ibid., him. 22-23
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Persoalan yang muncul di kemudian ialah tentang panyelesaian
dead lock dalam perumusan sebuah undang-undang, antar kalslam
parlemen. Untuk itu George Tsebelis dan Jeannetigeymenyebutkan beberapa
metode penyelesaian perbedaan antar kamar dal@espiegislasi di Parleméh,
yaitu :

a. The navette (shuttle) systeyaitu RUU yang telah disetujui oleh
salah satu kamar dikirim ke kamar yang lain, bilsetiijui akan
diundangkan, jika kamar lain tidak setuju, baik agpan atau
keseluruhan, maka RUU tersebut dikembalikan ke kayaang
mengusulkannya.

b. Conference Committeenaksudnya yaitu kedua kamar mengutus
anggotanya dalam jumlah yang sama untuk berkumptdama
agar tercapai kesepakatan.

c. Joint Session of Two Chambedalam sistem ini kedua kamar
bertemu dalam sidang bersama untuk memberikan sieiean

pembuatan undang-undang.

d. OneChamber Decisions jika terjadi perbedaan, maka akan
ditentukan oleh salah satu kamar, biasanya oletfakpsertama.

e. Pemilihan Umum.

B. FUNGSI-FUNGSI LEMBAGA PERWAKILAN.

1. Fungs Legidas.

Sebagaimana dilihat namanya, lembaga legislatifj yamrasal dari kata
legislate yang berarti pembuat undang-undang, maka legisi@si pengaturan
merupakan fungsi utama dari lembaga legislatifl CaFriedrich mengemukakan

bahwa parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyka meaislasi adalah fungsi

®2 George Tsebelis dan Jeannete Money, “Bicameralét@mibid., him. 28-29.
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utamanya® Setidaknya ada tiga hal penting yang harus diakein parlemen,
yaitu : pertama pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kelbehesaa
negaraKeduag pengaturan yang dapat membebani harta kekayayawagara,
dan yang ketiga pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh

penyelenggara negata.

Secara teoritis, fungsi legislasi berkenaan dergamenangan untuk
menentukan peraturan yang mengikat warga negagadarmrma-norma hukum
yang mengikat dan membatasiNorma-norma itu bisa berupa Undang-Undang
Dasar, Undang-undang, Peraturan pemerintah, Panatmrenteri, Peraturan
daerah sampai ke bawahnya, oleh karena parlemerpai@n representasi rakyat,
maka produk hukum yang dihasilkan oleh lembagatidak boleh bertentangan
dengan produk hukum yang dibuat oleh parlemen. &eamtan hal ini pul®
John Locke menyebut kekuasaan eksekutif sebagaiakakn yang tertinggi,

kekuasaan lainnya harus berada di bawah kekuasgistatif.

Menurut Montesquieu, lembaga perwakilan rakyat mlibe untuk
membuat Undang-undang, atau untuk melihat apakadamgpundang tersebut
dijalankan semestinyd,dan menentukan keuangan publik. Berdasarkan itethin
sekarang dikenal tiga fungsi utama parlemen, ydgislasi, pengawasan dan

anggaran. Frank J. Goodnow mengemukakan bahwa ifutgsna dalam

%3 Lihat dalam : FatmawatStruktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Biste
Multikameral : Studi Perbandingan antara Indoneslian Berbagai Negara(Jakarta : Ul Press,
2010), him. 32.

>4 Jimly Asshiddigie Pokok-pokok..., him. 160-161.

*°|bid., him. 161.

°% John Lock;Two Treaties.., him. 117-118.

" MontesquieuThe Spirit of Law.., him. 195.
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pemerintahan adalah fungsi politik, atau fungsi gyanenyatakan keinginan

negara dan fungsi administrasi, yang berarti meladdsan keinginan negat.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa legisldi#rfungsi
membentuk konstitusi dan UU, sehingga fungsi legistlapat dibagi menjadi
fungsi legislasi secara luas dan fungsi legislasigysempit. Fungsi legislasi luas
berarti membuat konstitusi, sedangkan fungsi lagisyang sempit yakni fungsi
dalam pembuatan Undang-undang. Fungsi legislasikebhaan dengan
kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikaga negara dengan
norma-norma hukum yang mengikat dan membatasiimly Asshiddigie
berpendapat bahwa pelaksanaan fungsi legislasimdgd@mbentukan UU,

menyangkut empat bentuk kegiaf8ryaitu :

Prakarsa pembuatan Undang-undang;

Pembahasan draft Undang-undang;

Persetujuan dan pengesahan draft Undang-undang;
Pemberian persetujuan atau ratifikasi atas peganjiatau
persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukamg
mengikat lainnya.

apop

Selanjutnya Jimly Asshiddigie juga mengemukakamnmMaaperubahan
konstitusi berada dalam ranah legislatif, sehingiga karena itu dapat dipandang
juga sebagai fungsi legislaff.

Sebenarnya parlemen juga mempunyai suatu fungsiyaitu sebagai
lembaga yang menentukan anggaran negara. Dewasaggéran pemasukan dan

pengeluaran negara kebanyakan diatur dengan undel@ng, maka fungsi

°8 Fatmawatijok.cit.

%9 |bid.

€0 Jimly Asshiddigie, Pengantar lImu Hukum Tata Negardjlid 2 (Jakarta :
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamahtkisis2006), him. 44,

®1 Jimly Asshiddigie Pokok-pokok Hukum Tata Negara him. 159.
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tersebut telah masuk ke dalam fungsi legislasi. dkghkan negara mengatur
bahwa Undang-undang yang berkaitan dengan anggdiedar dengan cara
khusus, berbeda dengan Undang-undang yang lairfdyatohnya Indonesia,
RUU APBN sebelum disahkan oleh DPR dan Presiddebiér dahulu harus

melalui pertimbangan DPD. Berbeda dengan pembahB&H# yang lainnya,

RUU APBN beserta RUU yang berkaitan dengan daerahush melalui

pertimbangan DPD terlebih dahulu. Pada beberaparacdRUU anggaran
memang menjadi kewenangan penuh DPR tapi tidakngaRUU ini harus

mendapat persetujuan dari Senat. Berdasarkan leamyaini, maka fungsi

anggaran telah masuk dalam fungsi legislasi. Dipsagnitu juga, fungsi anggaran
juga masuk dalam fungsi pengawasan.

2. Fungsi Pengawasan.

Sebagai tindak lanjut dari fungsi legislasi, malalgmen juga harus
memiliki fungsi pengawasan, yaitu pengawasan teypadksekutif maupun
yudikatif terkait aturan yang dibuat oleh parlem&ahkan Jimly Asshiddigie
menyebut bahwa fungsi pengawasan terhadap eksekeifpakan fungsi pokok
parlemen, baru setelah itu fungsi legisfadalam suatu negara hukum, terdapat
pembatasan kekuasaan negara terhadap individuakénd negara terhadap
warganya dibatasi oleh hukum. Dengan demikian neagarlukan pengawasan

terhadap pemerintah, tindakan pemerintah maupugapeasan terhadap tindakan

%2 Jimly Asshiddigie Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalamrSeja
Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negdkakarta : Ul Press, 1996), him. 5.
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itu harus sesuai dengan hukum yang berfakdigar tindakan yang dilakukan
pemerintah tidak mengancam hak serta kebebasamawergara. Pengawasan
menurut UU No. 5 Tahun 1974 tentang PemerintahanDderah, yaitu
pengawasan umum, pengawasan preventif dan pengavegsasif’

Teori pengawasan modern sebagaimana dikemukakan Mle T.
Oosterhagen, adalah teori legitimasi, yaitu dalatiap masyarakat demokratis
yang didasarkan pada aturan hukum, dan setiapkiindatau keputusan yang
diambil oleh otoritas publik harus memenuhi syabshwa tindakan atau
keputusan yang diambil harus logis dan sah merturlaim®® Teori legitimasi
merupakan instrumen utama untuk memberikan legsiimeepada institusi
pengawasan dalam berbagai bentuk, baik pengawesdemen, administratif
maupun pengawasan masyarakat.

Fungsi pengawasan ini sangat penting mengingaermpan sebagai
wakil rakyat harus menjaga serta melindungi hak kislmebasan warga negara,
karena dalam sebuah legislasi juga diatur tentengyrangan hak dan kebebasan
warga negara, maka sewajarnyalah pengawasan dilalal&h parlemen.

Berkaitan dengan pentingnya fungsi pengawasan seliengkapnya
Jimly Asshiddigie mangatakan :

Kegiatan pengaturan oleh negara dapat mengurakgidra kebebasan

warga negara, membebani harta dan kekayaan wargaranedan

mengatur pendapatan dan pengeluaran oleh penyalenggegara.

Ketiganya perlu dikontrol dengan sebaik-baiknyaholakyat sendiri.
Jika pengaturan mengenai ketiga hal itu tidak diadrsendiri oleh

®3 La Ode HusenHubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rattyagan
Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegamdonesia (Bandung : CV. Utomo,
2005), him. 92

%4 Ni'matul Huda,Otonomi Daerah(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), him. 130.

®%|pid., him. 93-94.
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rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen, maka kakaan di tangan

pemerintah dapat terjerumus ke dalam kecenderursgamiahnya

untuk menjadi sewenang-wenafig.

Oleh sebab itulah maka parlemen mempunyai fungsir@batas tiga
hal utama, yaitu kontrol atas pemerintahan, kordtat pengeluaran, dan kontrol
atas pemungutan pajak. Bahkan jika dirinci, pengawaparlemen dapat
dibedakan sebagai berikit:

a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan;

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan;

c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja;negara

d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daralvedgaja;

e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan;

f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh parlemen, berdasdtkastitusi
beberapa negara, dapat berbentuk sebagai befikut :

a. Mengangkat dan memberhentikan kabinet, dalam sigemerintahan
parlementer hal ini akan sangat mudah, sedangkdamdaistem
presidensiiil hanya akan dapat dilakuan melmyieachment

b. Hak menentukan dan mengawasi anggaran dan keuahg#njni
merupakan hak tradisional yang dimiliki parlemen;

c. Melindungi hak milik dan harta kekayaan warga meesyait;

d. Menyelenggarakan forum perdebatan di parlemen, itiaimenjadi

forum terbuka di mana rakyat banyak, yang diwa&léh anggota-

®8 Jimly AsshiddgiePokok-pokok.., him. 162.
®7bid., him. 163.
®8 Jimly AsshiddigiePergumulan Peran Pemerintah, him. 5-23.
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anggota parlemen, dapat mengajukan berbagai kilgilam rangka

mengendalikan dan mengawasi jalannya roda pemieainia

e. Komisi dengar pendapat, yaitu digunakan untuk memmaeihi proses
pengawasan legislatif terhadpgprformacepemerintah;

f. Hak interpelasi dan pertanyaan;

g. Menjalankan fungsi pemerintahan secara bersanmanligakan dalam
hal hubungan internasional,

h. Melaksanakan fungsi semi-legislatif dan semi-ywdjsdalam hal ini
parlemen membentuk suatu badan yang bertanggurap jaevhadap
urusan tertentu saja.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh parlemen tidddan efektif
apabila tidak diiringi dengan hak-hak parlemen ydegkaitan dengen fungsi
tersebut, Miriam Budiardjo menyebutkan setidakngla ampat hak-hak kontrol
yang khusus dimiliki oleh parlem&h, yaitu : pertama hak pertanyaan
parlementer, yakni hak anggota parlemen untuk njekga pertanyaan kepada
pemerintah, kepada menteri atau langsung pada &eeatherintahan mengenai
sesuatu masalah, baik secara lisan maupun tukssdua hak interpelasi, yaitu
hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah eneag kebijakan di
sesuatu bidang. Pihak eksekutif wajib memberikaterkagan, selanjutnya
diadakan sidang pleno untuk menentukan keterangarepntah memuaskan atau
tidak, tidak jarang hak ini berlanjut ke hak angkahg sampai menyebabkan

jatuhnya pemerintahan.

%9 Miriam Budiardjo,Dasar-dasar...., him. 324-326.
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Ketiga hak angket, adalah hak untuk mengadakan peretidiendiri
oleh parlemen. Parlemen membentuk panitia khusarsfip tersebut melakukan
penyelidikan dan lalu disampaikan pada seluruh @taggarlemen, selanjutnya
dirumuskan agar bisa diperhatikan oleh pemerintdbempat hak mosi,
merupakan hak yang paling ampuh, karena bisa nugkjaih pemerintahan secara
langsung, pada sistem parlementer, kabinet hageraenengundurkan diri jika
telah menerima mosi tidak percaya dari parlemefairs&eempat hak tadi, para
anggota parlemen masih mempunyai hak-hak lainngi#u yhak imunitas di
pengadilan terkait tugasnya sebagai anggota pamlehak inisiatif mengajukan
rancangan Undang-undang, hak protokoler, hak meendan dipilih, hak
membela diri, serta hak keuangan dan administfatif.

3. Fungsi-fungsi Lainnya.

Selain fungsi legislasi dan fungsi pengawasanepah juga memiliki
fungsi edukatif, yaitu badan legislatif dianggapasgai badan kerja sama berbagai
golongan serta partai dengan pemerintah, di marizabai pendapat dibicarakan

di muka umum. Miriam Budiardjo menyatakan :

Bagi anggota badan legislatif terbuka kesempatatukubertindak
sebagai pembawa suara rakyat dan mengajukan bararsjam
pandangan yang berkembang secara dinamis dalam arakat/
Dengan demikian jarakgép antara yang memerintah dan yang
diperintah dapat diperkecil. Dipihak lain, pembatrakebijaksanaan
pemerintah di muka umum merupakan kesempatan baEmgefntah
untuk menjelaskan tindakan-tindakan serta rencan@ny

0 pasal 20A UUD 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang N@®dahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilaky&a Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1 Miriam Budiardjo,op.cit, him. 327.
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Melalui berbagai media masyarakat diajak untuk rienigpersoalan
yang ada, serta menilainya menurut kemampuan masasing. Dengan
demikian, rakyat dididik kearah kewarganegaraangysadar dan bertanggung
jawab, dan partisipasi politiknya dapat dibina. |&aen juga memiliki fungsi
rekruitment politik, ia merupakatraining ground bagi generasi muda untuk

mendapat pengalaman di bidang politik sampai lgkéihnasionaf?

Fungsi lain yang dimiliki parlemen adalah fungsrvpakilan, dengan
pengertian bahwa setiap anggota parlemen merupakéih rakyat, dan setiap
wakil rakyat mempunyai ikatan dengan pemilihiyeBerkaitan dengan ini,
seorang anggota parlemen harus memperhatie@nesentation in presense
representasi formal atau fisik pemilih pada wakkyat, sertaepresentation in
ideasyakni representasi materiil atau idea atau pikotlan pemilih. Kedua sifat

representasi ini harus dijalankan oleh seorangataggarlemen.

C. Lembaga Perwakilan di Beberapa Negara yang Berbentuk Kesatuan
dan Bentuk Pemerintahannya Republik.
1. Perancis
Perancis merupakan Negara republik yang berbentesatiari?

Parlemen Perancis terdiri dari 2 (dua) kamar, yakational Assemblydan

"2 |bid.

3 Jimly AsshiddigePokok-pokok.., him. 165 dan Jimly Asshiddigiep.cit, him. 25.

" Article 2 Constitutions of Fifth French Republid & October 1958 dalam
Muchammad Ali SyafaatParlemen Bikameral : Studi Perbandingan di Amerierikat,
Perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indone@#alang : UB Press, 2010), him. 51.
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Senatd” Keberadaan Parlemen merupakan konsekwensi dasiprkedaulatan
rakyat yang dilaksanakan melalui para wakil rakgah dengan referendufh.
Kostitusi republik kelima sangat ketat yang dibuatuk meletakkan dasar rezim
politik baru. Konstitusi juga dimaksudkan untuk mekang dan mengontrol
realitas politik yang sebelumnya banyak melanggasttusi’’

AnggotaNational Assemblyipilih secara langsung, untuk masa lima
tahun sekali yang berjumlah 577 orang, anggotanydinddari partai politik.
Sedangkan anggotaenatedipilih secara tidak langsung yang mewakili wilaya
republik, untuk masa 9 tahun dan pemilu sela sdtgg tahun, anggota Senat
merupakan perwakilan unit-unit territorial dan jugakil dari warga negara yang
ada di luar negeri, anggota Senat sebanyak 30g.6tan

Kekuasaan Senat sama dengan kekuad&tional Assemblyyaitu
membahas dan memberikan persetujuan perundag-uardadgn melakukan
supervisi terhadap kebijakan pemerintah, supenriigi dilakukan melalui
pembahasan pernyataan pemerintah, pertanyaan ypang tjawab secara lisan
atau tertulis, dan pembentukan komite untuk pedik&in khusus.

Kewenangan formallational Assemblgdalah:

a. Meminta pertanggungjawabn pemerintah dan menyetogiion of

censuredengan persetujuan mayoritas angdota.

7S Article 24 Constitutions of Fifth French Repubtit4 October 1958.

"8 Article 2 paragraph 1 Constitutions of Fifth FrerRepublic of 4 October 1958.

7 John Bell, Sophie Baron and Simon Whittaker, “Ptés of French Law” dalam
Muchammad Ali Syafaatok.cit

"®1bid., him. 52.

9 Article 49 Constitutions of Fifth French Repubtit4 October 1958. Dalarticle
50 diatur bahwa jikamotion of cencuredisetujui, atau Perdana Penteri gagal melaksanakan
kebijakannya, maka Perdana Menteri mengajukan pehgan diri kepada Presiden.
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b. Memberikan referensi kepadaconstitutional council bahwa
perjanjian internasional bertentangan dengan kossf

c. Ketua National Assemblynemilih 3 orang anggotaonstitutional
council®

d. Memilih 1 orang untuk menjadi hakim pada Mahkamajurig®?

e. RUU tentang Keuangan dan RUU tentang Jaminan Sbsials
diajukan pertama kali kidational Assembl§?

Berbeda dengamational AssemblySenat mempunyai kewenangan

formal sebagai berikut :

a. Memberikan persetujuan terhadap kebijakan umum petak jika
diminta oleh Perdana Menté&fi.

b. Memberikan referensi kepadaonstitutional councjl bahwa
perjanjian internasional bertentangan dengan kosstr

c. KetuaSenatememilih 3 orang anggotonstitutional councif®

d. Memilih 1 orang untuk menjadi hakim di Mahkamah Agd’

e. RUU berkaitan dengan organisasi wilayah dan RUUtaten
lembaga yang mewakili bangsa Perancis yang adaadirlegeri,

diajukan pertama kali kBenatée®®

8 Article 54 Constitutions of Fifth French Repubtit4 October 1958.
81 Article 56 Constitutions of Fifth French Repubtit4 October 1958.
82 Article 65 Constitutions of Fifth French Repubtit4 October 1958.
8 Article 39 Constitutions of Fifth French Repubtit4 October 1958.
8 Article 49 Constitutions of Fifth French Repubtit4 October 1958.
8 Article 54 Constitutions of Fifth French Repubtit4 October 1958.
8 Article 56 Constitutions of Fifth French Repuhbtit4 October 1958.
87 Article 65 Constitutions of Fifth French Repubtit4 October 1958.
8 Article 39 Constitutions of Fifth French Repubtit4 October 1958.
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Mengenai proses Legislasi, dalam Konstitusi Pesamatur bahwa
Rancangan Undang-Undang dinyataka berhasil apabitédh melewati kedua
kamar parlemen, jika ada ketidaksetujuan seteldlahadis keduanya, Perdana
Menteri mengajukan pertemugoint commiteedengan jumlah yang sama dari
masing-masing kamar, untuk membahas lebih lanjataragan undang-undang
tersebut. Pembahasan dal@imt committeetidak dapat melakukan perubahan
atas rancangan tanpa persetujuan pemeriitaika joint committetidak dapat
membuat naskah bersama, maka akan kembalikan kepaeslag-masing kamar,
setelah itu pemerintah akan meminta kepadational Assemblyuntuk
memberikan keputusan fin&l.

Parlemen bersidang dua kali dalam setahun, pertantai 2 Oktober
selama 80 hari dan kedua pada tanggal 2 April yatak boleh lebih dari 90
hari®* Selain itu, parlemen dapat melaksanakan sidamgadiketentuan tersebut
atau permintaan Perdana Menteri atau mayoritas camddational Assembly
untuk membahas masalah khuSus.

2. Philipina
Philipina merupakan negara republik yang berbekidatuan dengan

system pemerintahan presidensiilParlemen Philipina dinamakakongreso

8 Article 45 Paragraph 1-2 Constitutions of Fifteich Republic of 4 October 1958

% Article 45, Paragraph 3-4 Constitutions of Fifttefich Republic of 4 October 1958

°1 Title IV article 28 paragraph 1-3 Constitutions ®ifth French Republic of 4
October 1958.

92 Title IV Article 29 Paragraph 1 Constitutions dftk French Republic of 4 October
1958.

% Subarjo, Dewan Perwakilan Daerah Menurut Undang-Undang Daséegara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Bikahualam Lembaga Perwakila Indonesia
(Yogyakarta : Disertasi Program Doktor llmu HukunmakBltas Hukum Universitas Islam
Indonesia, 2008), him. 165.
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yang terdiri atas dua kamar, yaitu kamar pertamadreaSenateatauSenadadan
kedua bernamblouse of RepresentativagauKapulungan Ng Mga Kinatawatt

Anggota Senat dipilih enam tahun sekali sebanyalorzdg dengan
pergantian setiap tiga tahun sebanyak 12 oranglihdgecara bebas, dengan
metodepopular votedan hanya bisa menjadi Senator selama dua pesade
Sedangkan anggot&apulungan Ng Mga Kinatawaratau DPR Philipina
berjumlah 214 orang yang dipilih melalui jalur kepégan dengan sistepopular
vote masa jabatan selama tiga tahun dengan aturamipiih hanya selama tiga
periode saj&’

Mekanisme legislasi dari pembuatan UU di Philipmdalah: RUU
dapat menjadi Undang-Undang jika telah disetujlamidahree readingatau suatu
proses legislasi di Kongres dalam tiga tahapantuefinalnya didistribusikan
kepada anggota tiga hari sebelum penerimaan, kedetika presiden
mengesahkan untuk kebutuhan pemberlakuan yangasegam menghadapi
bencana atau keadaan dardfatSetiap kamar dalam parlemen Philipina
mempunyai kekuasaan yang sama, kedua kamar sanaarsamiliki hak usul
serta hak untuk membahas RUU dan juga sama-samdiknéak veto terhadap
RUU yang diajukan’

3. Aljazair
People’s Democratic Republik of AlgerigAljazair) menurut

Constutions of People’s Democratic Republik of Alg@dalah negara republik

% bid., him. 167.

% |bid., him 167-168.
% |pid. him. 168.

| bid.
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yang berbentuk kesatudhParlemen Aljazair berbentuk bikameral, yakni terdi
dari People’s National AssembiianCouncil of Natior®

Mekanisme pengangkatan anggota parlemen iaRdwople’s National
Assemblydipilih secara umum, langsung dan rahasia; se@mg@ouncil of
Nation berjumlah setengah dari anggd®@ople’s National Assemblgiengan
perincian 2/3 anggotanya dipilih olé&eople Communal AssembliéanPeoples
Wilaya Asssemblysedangkan 1/3 anggota diangkat oleh PresffeAnggota
People’s National Assembdipilih untuk periode lima tahun, sedangkan mandat
yang diberikan kepad&ouncil of Nationdiberikan selama enam tahun dengan
pergantian setengahnya setiap tiga tafitin.

Kewenangan kedua kamar parlemen Aljazair hanyaurdiaecara
umum, sedangkan kewenangan yang lebih detail akaturddalam UU.
Kewenangan formal yang dimiliki oleh kedua kamarsebut adalah sebagai
berikut %

a. Menyetujui Rancangan Undang-Undang.

b. Ketua People’s National Assemblpersama-sama dengan ketua
Council of Nation dan kepala pemerintahan, mengusulkan
pembubaran parlemen pada Presiden.

c. Mengajukan usul untuk dibukanya debat publik di lgraen

berkaitan dengan kebijakan luar negeri.

9 Article 1 Constitution of People’s Democratic Rbpki of Algeria.

% Article 98 Constitution of People’s Democratic Rbpik of Algeria.

100 Article 101 Constitution of People’s DemocraticoRblik of Algeria.

101 Article 102 Constitution of People’s DemocraticoRblik of Algeria.

102 ) jhat dalam : FatmawatBtruktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Biste
Multikameral : Studi Perbandingan antara Indoneslian Berbagai Negara(Jakarta : Ul Press,
2010), him. 125.
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d. Menyetujui perjanjian-perjanjian luar negeri tetten

e. Menerima laporan pemerintah tentang penggunaanassggdan

memberika persetuan terhadap tahun buku yang ddapaersebut.

f. Dapat membentuk komite penyelidikan, dalam rangkagpwasan

terhadap pemerintah.

Selain itu, People;s National Asemblynepunyai kewenangan lain,
yaitu: pertama melakukan pengawasan terhadap tindakan pemeritidahdapat
menuntut pertanggungjawaban melalui mekanisnaion of censureKedua
setiap anggota memiliki hak mengajukan RUU. Sedandéewenangan formal
dari Council of Nationialah: pertama mengeluarkan resolusi berkaitan dengan
program yang diajukan oleh kepala pemerintatkedug PresidenCouncil of
State bisa menggantikan Presiden sebagai kepala negdean dhal presiden
berhalangan karena sakit yang berkepanjafjan.

Pengajuan RUU dilakukan oleh kepala pemerintahan 2ia orang
deputies RUU inisiatif kabinet yang sesuai dengan op@wuncil of State
diserahkan kepala pemerintahan kep@daple’s National AssembliRUU harus
dibahas oleh kedua kamdgoples National Assembhanya membahas RUU
yang diajukan kepadany&ouncil of Nationmerundingkan usulan UU yang
diajukan olehPeople’s National Assemblydan persetujuan diberikan jika %
anggota menyetujui. Jika salah satu kamar tidakyetejui, maka dibentuk
komisi dengan jumlah yang sama bagi tiap kamars g@g@rmintaan kepala

pemerintahan untuk bertemu membahas RUU terselpatbila disetujui dalam

1031hid., him. 125-126.
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komisi tersebut dan sudah diajukan kepada kepateepetahan, maka tidak dapat
dilakukan perubahan kecuali persetujuan pemerirdah, apabila RUU tersebut
tidak disetujui maka RUU tersebut tidak dibahasi.JI&”gKhusus mengenai UU
tentang Keuangan, parlemen harus menyetujuinyandgagka 75 hari, apabila
terlewati, maka pemerintah mengundangkannya depeiaturan pemerintafl®
4. Kolombia
Kolombia merupakan negara republik yang berbentekatuart®

Parlemen Kolombia merupakan parlemen bikamerallep@nnya bernama
Congressang terdiri dariSenatedanChamber of Representative$ Senator dan
anggota Chamber of Representativedipilih setiap empat tahufi® Senator
berjumlah 100 orang yang dipilih berdasarkan siswistrik, ditambah dua
senator dari suku Indian, yang merupakan orang yaameiliki kewenangan
tradisional dalam komunitasnya atau seorang pemingauku yang diakui
pemerintaH®® Anggota Chamber of Representativedipilih secara langsung
dengan sistem distrik, setiap distrik pemilihan ddsimempunyai lima wakil agar
terjamin perwakilan kelompok etnis dan minoritagas&arga negara yang ada di

luar negeri:'° Calonnya bisa dari partai politi, atau bisa jugsi social movement

dan significant group of citizeslengan syarat memperoleh 50.000 tanda tangan

atau telah duduk dCongresspada Pemilu sebelumnyH.

10%1pid., him 127.

195 Article 120 Paragraph 7 dan 8 Constitution of Re'spDemocratic Republik of
Algeria.

106 Article 1 Constitution of Colombia.

107 pid.

108 Article 132 Constitution of Colombia.

109 Article 171 Constitution of Colombia.

110 Article 133 dan 176 Constitution of Colombia.

111 Article 108 Constitution of Colombia.
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Menurut Constitution of Colombiamasing-masing kamar memiliki

kewenangan formal terendiri, namun juga ada kewgararnyang sama-sama

dimiliki oleh kedua kamar dala@ongress*? yaitu :

a. Memilih eksekutif komisi-komisi dan sekretaris jenal

b.

C.

g.
h.

Meminta kepada pemerintah mengenai informasi yamgtuhkan.
Menentukan sidang-sidang yang disiapkan untuk mnjekga
pertanyaan kepada para menteri dan menerima javwgdan

Mengisi posisi yang diatur dalam UU untuk melakéama
fungsinya.

Berusaha melakukan kerjasama dengan pemerintah k untu
pelaksanaan terbaik dari yang merupakan tangguvepjaya.
Mengorganisasi keamanan internalnya.

Memanggil menteri-menteri untuk menghadiri persgian

Mengusulkarmotion of non-confiderkepada menteri-menteri.

Kewenangan yang mesti dilakukan secara bersama-kadua kamar

Congress 3 yakni :

a.

b.

Melantik Presiden, menerima kepala negara atau l&epa
pemerintahan negara lain, memilih pengawas keuangam dan
wakil presiden.

Pembentukan Undang-Undang.

Sedangkan secara terpisaBenate memiliki kewenangan formal

sebagai berikdt*:

12 Eatmawatiop.cit, him. 144.
13 1bid., him. 145.
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a. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap gqréeian
Presiden dan Wakil Presiden.

b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap qsiojabatan
militer yang diajukan pemerintah di semua level.

c. Memberikan izin kepada Presiden dan mempertimbangka
kualifikasi Wakil Presiden sebagai pengganti Prsiddalam
keadaan Presiden berhalangan sementara.

d. Memberikan izin transit tentara asing di wilayalokabia.

e. Memilih hakim Mahkamah Agung dan Jaksa Agung

f. Mengesahkan tindakan pemerintah untuk menyatakamange
dengan negara lain.

g. Mengajukan RUU, dan khusus untuk RUU tentang huaong
internasional harus diajukan oleh Senat.

Chamber of Representativeswenangan formalnya adatah:

a. Memilih anggota Ombudjsman.

b. Memeriksa dan menyelesaikan anggaran umum dan alapor
keuangan yang disampaikan oleh pengawas keuangam.um

c. Menuntut Presiden dan/atau Wakil Presiden, hakimhKdmah
Konstitusi, Hakim Mahkamah Agung, angg&aperior Council of

the Judicare hakim-hakimCouncil of Stateatau Penuntut Umum.

114 | pid.
113 hid., him. 146.
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d. Mengentahui pengaduan dan keluhan yang diajukamn mgeuntut
umum atau oleh individu terhadap pejabat tertesdun melakukan
penuntutan berdasarkan hal tersebut.

e. Meminta bantuan terhadap fihak lain dalam melakukan
penyelidikan dan bukti-bukti yang terkait denganymidikan.

f. Mengajukan RUU, dan khusus tentang perpajakan hdiajaka
olehChamber of Representatives

g. Pemerintah mengirimkan RUU tentang anggaranCkember of
Representativess

Dalam konstitusinya, Kolombia mengatur bahwa RUadaliajukan

oleh kedua kamar parlemen, pemerintah serta olgfataPemerintah hanya dapat
mendikte atau mengubah RUU tertentu, dan kedua kaapat memasukkan
perubahan yang diajukan pemerintdhika terjadi perbedaan dalam pembahasan
RUU, maka masing-masing kamar mebenjoint committeeuntuk membuat
rancangan yang akan diusulkan pada masing-masimgrkanamun jika terjadi
lagi perbedaan maka RUU tidak diteriffa.RUU yang sudah disetujui oleh
kedua kamar dikirim ke pemerintah untuk disetupila pemerintah menolak
maka RUU tersebut dikembalikan pada kamar yang oerigannyd®® Jika
Presiden tidak melakukan tugasnya, mdkasident of Congresyang akan
mengundangkannya® Khusus mengenai fungsi anggaran, dalam hal ini RUU

tentang Anggaran, pemerintah mengajukarCkamber of Representativgang

118 Article 154, 155 dan 156 Constitution of Colombia.
17 Article 161 Constitution of Colombia.
118 Article 165 Constitution of Colombia.
119 Article 168 Constitution of Colombia.
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selanjutnya dibahas oleh kedua kam@rJika Congresstidak menyetujuinya,
maka pemerintah menggunakan anggaran tahun sehgldfn
5. Afrika Selatan

Republic of South AfricdAfrika Selatan) berdasarkaBonstution of
Republic of South Africa 199%dalah negara republik yang berbentuk kesatuan.
Parlemen merupakan bikameral yang terdiri alasonal AssemblganNational
Council of Provinsce¥? National Assemblydipilih lima tahun sekali untuk
mewakili keseluruhan rakyat, dengan jumlah anggias 350-400 orantf®
SedangkanNational Council of Provincesnewakili provinsi untuk menjamin
kepentingan provinsi dalam pemerintahan nasionahgdn jumlah anggota
sebanyak 90 orarg?

Kedua kamar parlemen Afrika Selatan memiliki kewegsn yang
sama dalam proses legislasi, selain itu juga adeehkangan yang sama dimiliki
oleh kedua kamdf? yaitu :

a. Membentukjoint committeedalam rangka membuat aturan dan tata
tertib tentang prosedur teknis dan pelaksanaan sléespi
mempertimbangka bersama UU yang telah dibahas kkalonar,
menilai UUD, komisi mediasi, komisi perubahan Uldan komisi-

komisi lainnya.

120 Article 200 Paragraph 4 dan Article 346 Constitntof Colombia.
121 Article 348 Constitution of Colombia.

122 Eatmawatiop.cit, him. 198.

1231bid., him. 200.

124 bid.

2% |pid., him. 198-199.
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b. Masing-masing kamar dapat mempersiapkan dan mekausu
RUU, kecuali RUU tentang Keuangan yang hanya dajuke
National Assembly mempertimbangkan, menyetujui, mengubah
atau menolak RUU yang diajukan oleh kamar lainnyan d
melakukan pengawasan terhadap eksekutif.

c. Sama-sama dapat memaksa seseorang atau instituak un
memberika penjelasan, menerima petisi ataupun rnmeaer
perwakilan dari seseorang atau institusi

d. Masing-masing kamar membuat pengaturan, cara kdga
prosedural internal.

Kewenangan tersendiri yang dimiliki ol&fational Assemblgdalaht?®

a. Memperpanjang masa berlakunya keadaan negara Halzema.

b. Mengubah UUD, legislasi, dan memberikan kekuasaaislhtif
selain mengubah UUD kepada lembaga legislatif janrdi
pemerintahan.

c. Menerima pengajua RUU tentang Keuangan.

d. Memilih Presiden dari salah satu anggtanya, dalamPhesiden
berhalangan tetap serta memberhentikan Presiden.

e. Wakil Presiden harus dipilih dari angg®ational Assemblyhanya
dua menteri yang bukan anggadiational Assemblysedangkan
wakil menteri dipilih dari anggotdational Assembly

f. Menyatakarvote of no confidence

128 hid., him. 199.
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Sedangkan secara khushational Council of Provincesnempunyai
kewenangan sebagai beriktft':
a. Berpartisipasi dalam  perubahan UUD, legislasi, dan
mempertimbangkan RUU yang disetujui oléational Assembly
b. Dalam hal pemerintah pusat mengintervensi pemdantaasional,
maka pengumuman tentang intervensi harus dibicaralengan
national Council of Provincesdan harus diakhiri jika tidak
disetujui, atau jika disetujui maksational Council of Provinces
secara rutin melakukan penilaian dan rekomendasi.
Semua RUU diajukan ke kamar pertamatfonal Assembly kecuali
RUU mengenai provinsi diajukan oleh kamar kediNational Council of
Province$. Kamar kedua memberikan pertimbangan atau peaolakrhadap
RUU yang disetujui kamar pertama, dalam hal RUUtatem provinsi harus
dibahas di Komisi Mediasi dan jika terdapat perladpendapat yang hasilnya
dapat diabaikan dengan 2/3 suara dari kamar pertdara jika RUU bukan
tentang provinsi tidak diperlukan Komisi Mediasindhanya dapat diabaikan
dengan suara mayoritas kamar pertafi@residen mempunyai hak veto yang
dapat diabaikan dengan mayoritas anggota kamararpartatau dengan
pertimbangan kamar kedua jika berkaitan denganimsiyika hak veto Presiden
ditolak, maka Presiden dapat meminta Mahkamah Kosst menilai

konstitusionalitas UU tersebut.

127 | pid.
1281hid., him. 204.



BAB IV

MENEMUKAN BENTUK SISTEM PERWAKILAN RAKYAT YANG

IDEAL BAGI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Seperti telah sama-sama diketahui dan secaraigesdtah satu muatan
konstitusi adalah pengaturan tentang kelembagaaaramebeserta hubungan
lembaga-lembaga negara itu dan mekanisme pemis@haasaan dalam negara.
Berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen, di Indorediuasaan eksekutif
dijalankan oleh lembaga kepresidenan, legislatibedang oleh Mahelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan &a)PR) dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan kekuasaan ifdikgpegang oleh
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi iali Sebenarnya
masih ada lagi satu cabang kekuasaan, yaitu kekudibédang auditif yang

dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir setelah refeim&998,
tepatnya secara konstitusional setelah amandeméh 1945, dan direalisasikan
pada Pemilihan Umum tahun 2004. Secara historif) Dieérupakan kelanjutan
dari Fraksi Utusan Daerah yang merupakan bagianMRBR bersama anggota
DPR, TNI/Polri dan Utusan Golongan, setelah amamaekonstitusi Fraksi ini
dilembagakan menjadi DPD. Maka sejak itu Indonesieanganut parlemen

bikameral, MPR terdiri dari aggota DPR dan ang@i®.



110

A. LEMBAGA PERWAKILAN INDONESIA PASCA REFORMASI.

1. Gagasan dan Latar Belakang Pembentukan DPD.

Parlemen Indonesia sekarang secara strukturalaf¥i?&®R, yang terdiri
dari anggota DPR dan DPD. MPR dan DPR merupakambdge negara yang
telah ada sejak Indonesia merdeka, sedangkan DRD datelah reformasi,
tepatnya setelah perubahan atas UUD 1945. PemlaenRIRD tidak terlepas dari
proses demokratisasi dalam era reformasi, yang pakan agenda besar yang
meliputi berbagai bidang kehidupan bangsa. Prosesokratisasi terkait erat
dengan penataan kehidupan politik dan organisasedeaaan dalam konstitusi,

sehingga tidak lagi dapat memunculkan atau digumaleh kekuasaan otoriter.

Pembentukan DPD dilatarbelakangi oleh keinginanuluntebih
memperhatikan daerah, karena pada masa awal refolbraayak isu beberapa
daerah akan memisahkan diri, dan menjaga integrit@sional, hal ini
dikarenakan daerah merasa tidak diperhatikan sefarda Baru maupun Orde
Lama. Pembentukan DPD berarti mengubah struktueman Indonesia, dari
yang dulunya unikameral menjadi bikameral. MenWRPubf. Bagir Manan ada

empat alasan Indonesia mengunakan parlemen bikkiyaita:!

1) Sistem dua kamar merupakan suatu mekanisineek and balances

antara kamar-kamar dalam satu badan perwakilan;

2) Penyederhanaan sistem badan perwakilan;

! Bagir MananTeori dan Politik Konstitusi, cet. Il (Yogyakarta : FH Ull Press, 2004),
him. 60-61.
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3) Wakil daerah menjadi bagian dari pelaksana fungsiemen, dengan
demikian segala kepentingan daerah terintegrasi,nierupakan salah

satu faktor untuk menguatkan persatuan;
4) Dengan sistem dua kamar akan lebih produktif.

Prof. Jimly Asshiddigie mengemukakan pemikiranngatang DPD

sebagai berikuf:

1) Adanya gagasan tentang pembentukan DPD, nantinyéenpn
Indonesia terdiri dari dua kamar, yaitu DPR dan DRDmahnya tetap
satu, yaitu MPR.

2) Anggota DPD mewakili rakyat dalam konteks kedaemald@ngan
orientasi kepentingan daerabh.

3) Pada prinsipnya, baik DPR maupun DPD dan anggotargapunyai
fungsi, tugas dan hak yang sama.

4) Khusus mengendimpeachment, penuntutannya hanya dilakukan oleh
DPR, sedangkan DPD ikut menentukan vonis di MPR.

5) Khusus untuk menjamin perlindungan terhadap hak kigkayaan
warga negara diberikan kepada DPD, karena DPD mikwakyat
daerah yang dianggap paling menderita karena hal in

6) DPD diberikan fungsi pengawasan terhadap pelakesadbd dan UU
yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

7) DPD dan DPR memiliki fungsi legislasi yang meliplkegiatan
mengkaji, merancang, membahas dan mengesahkan §joddang.

8) RUU vyang diajukan oleh Presiden ditentukan olehabatkgislasi
mengenai kamar yang membahasnya, jika DPD atau D&amRy
mengajukan maka RUU dibahas lembaga yang mengajukan
membahasnya, dan hal ini harus diiringi dengan miskae check and
balances antar kamar dan Presiden. Dimungkinkan adanyavéiak

2 Jimly Asshiddigie,Menuju Struktur Parlemen Dua Kamar, Makalah disampaikan
dalam Seminar Nasional tentang Bikameralisme yaigglehggrakan oleh Forum Rektor
Indonesia bekerjasama dengan National Democtatitutes Medan, 12 Juni 2001.
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9) Jika suatu RUU telah disetujui dan disahkan olet kamar, dalam 30
hari mendapat penolakan dari kamar lainnya, maka Riu harus
dibahas lagi oleh kamar yang membahasnya untuk apand
persetujuan suara lebih banyak , yaitu ditentukaatas 2/3 x 2/3
jumlah anggota.

10)Jika suatu RUU disetujui oleh kedua kamar dan diveesiden, maka
penyelesaiannya dilakukan dalam sidang MPR deng&karthan 2/3 x
2/3. Khusus perubahan UUD, diputuskan dalam siddR& atas usul
dari DPR atau DPD.

Selanjutnya Jimly Asshiddigie juga mengatakan ada alasan utama
dalam penerapan sistem parlemen bikameral, ya@ttama, kebutuhan untuk
menjamin keseimbangan yang lebih stabil antarakeki$edan legislatif, dan
kedua, keinginan untuk membuat sistem pemerintahan Heexaar berjalan lebih

efisien dan setidaknya lebih lancar melalui apayydisebutevising chamber.

Menurut Soetjipno, anggota PAH | BP MPR, DPD dibé&nsebagai
konsep unicameralism untuk merampungkan pluralitas bangsa, menampung
karakteristik daerah secara komprehensif, sekaliggegampung adanya utusan
daerah secarde jure dande fakto, serta DPD menerjemahkan Bhinneka Tunggal
Ika secara nyathl Dewa Gede Palguna, Anggota Panitia Ad Hoc | BPRV!
menyebut latar belakang pembentukan DPD sebaggauganstitusional untuk
memberi saluran sekaligus peran kepada daerahkdaetak turut serta dalam
pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengasalah daerahHal ini

senada dengan pendapat A.M. Luthfi yang mengathkémva DPD salah satu

% Alasan kedua ini menurut Jimly merupakdouble check dalam parlemen. Lihat :
Jimly Asshiddigie Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945,
cet. Il (Yogyakarta : FH Ull Press, 2005), him. 1B63.

4 Janedjri M. Gaffar et. al. (ed)Dewan Perwakilan Daerah dalam Sstem
Ketatanegaraan Republik Indonesai, Jakarta : Sekjend MPR dan UNDP, 2003), him. 197.

® | Gede Putu Paldina, “Susunan dan Kedudukan Déweawakilan Daerah” dalam
Ibid., him. 62.
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cara untuk menjaga NKRI, dengan cara memberikamileea hak-hak yang
pantas pada daerah untuk mengatur dirinya sendini i#tut terlibat dalam

keputusan-keputusan nasiofal.

Pendapat lain ialah dari Marwah Daud Ibrahim, metmya keberadaan
DPD dianggap dapat dan merupakan pelaksanaan uiasippkeadilan, karena
bisa menjadi bangsa yang bersatu secara jenuian&atengan DPD bisa ada
prinsip keadilan antar wilayah antar daefa®elain itu, keberadaan DPD dapat
dikatakan pertemuan dari dua gagasan, yaitu detigksadan pengakomodasian
kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nalsibal ini dikemukakan oleh

Prof. Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mocammaaésm Ramadhah.

Keberadaan DPD diusulkan oleh sebagian Fraksi dRNMada saat
rapat ke-1 PAH BP MPR tanggal 7 Oktober 1999. RrBKd-P melalui Aberson
Sihaloho mengusulkan untuk menghapus Utusan Goforigaen mempertegas
keberadaan Utusan Daerah dan harus dipilih segagaung oleh rakyat di daerah
pemilihannya. Fraksi PBB setuju dengan usulan itu dan mempert@mUtusan
Daerah, dengan syarat dipilih di daerahnya masiasim’® Sedangkan Andi

Mattalatta dari FPG mengatakan bahwa DPR merupadawakilan partai,

® Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesaku ke 4 Jilid 2A: Risalah Rapat
Komisi A ke-2 §/d ke-5 Tanggal 6 November s/d 8 November 2001, Masa Sdang Tahunan MPR RI
Tahun 2001, (Jakarta : Sekjend MPR RI, 2001), him. 227. Sgan Muhammad Fajrul Falaakh
menyebut DPD sebagai upaya institusionalisasiorélt Lihat : Mohammad Fajrul Falaakh,
“Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerahdndalanedjri M. Gaffar et. al. (ed),
op.cit., him. 54,

" Muchammad Ali SyafaatParlemen Bikameral : Sudi Perbandingan di Amerika
Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria dan Indonesia (Malang : UB Press, 2010), him. 95.

8 Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mocammad Isnaarinadhan, “Susunan dan
Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah” dalam JanedjGhffar et. al. (ed)p.cit., him. 32.

° Risalah Rapat ke-1 PAH Ill BP MPR, tanggal 07 ®kt01999, him. 28.

9 Disampaikan oleh Hamdan Zoelvhid., him. 40.



114

sedangkan Utusan Golongan adalah perwakilan fokagl ini disetujui oleh
Antonius Rabhail dari Fraksi KKI yang mengusulkanus#n Daerah dipilih

langsung oleh rakyat.

Khofifah Indar Parawansa dari Fraksi PKB mengusulkseluruh
anggota MPR dipilih melalui pemilihan umum, Utudaaerah dipilih bersamaan
dengan anggota DPR di masing-masing Provinsi, demmgawakilan masing-
masing provinsi tiga orang. Fraksi PKB menilai keberadaan Utusan Daerah
diperlukan karena kecenderungan penguatan Otonamiad, karena itu Utusan
Daerah diperlukan karena akan berkonsentrasi psigasi daerahnya masing-

masing.

Sementara itu Georgius Seto Harianto dari Fraks{®Mhengusulkan
“MPR terdiri dari Dewan Utusan Daerah yang dipititelalui Pemilu.” Menurut
Fraksi PDKB perlu sekali dibentuk Dewan Utusan Baeuntuk menyalurkan
aspirasi daerah untuk mencegah disintegrasi bdfigdal ini disetujui oleh
Valina Singka Subekti, dalam Rapat PAH IIl BP MP&la tanggal 6 Oktober

1999 Valina mengatakan:

Mungkin akan lebih sehat praktiknya nanti kalau ada kamar di
MPR, yaitu MPR dengan anggota dari DPR dan MPR daggota
Utusan Daerah sehingga Utusan Daerah betul-befpeitdaewakili
daerahny&’

M valina Singka SubektMenyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan
Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), him. 210.

2 Sekretariat Jenderal MPR Rjsalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sdang 1999, (Jakarta : Sekretariat Jenderal
MPR RI, 2008), him. 111.

13 Risalahop.cit., him. 34.

M valina Singka Subektip.cit., him. 211.

**1bid., him. 210.
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Fraksi Utusan Golongan bahkan menyinggung kemuagkindonesia
memilih atau menggunakan model parlemen bikaméealgan conto&enate dan
House of Representative yang ada di Amerika Serikat, sehingga Utusan Daera
memang benar-benar dapat mewakili aspirasi dd&rsnawi Latief dari Fraksi
PDU juga menyinggung tentang parlemen bikameralkuiridonesia, walaupun

ia menyebut bikameral biasa digunakan oleh negater&l’’

Beberapa pendapat di atas merupakan latar bel&eanagpa DPD perlu
dibentuk, dalam rapat PAH | yang dibentuk setelahMPR 1999 nama DPD
diusulkan bervariasi antara Dewan Utusan DaerahD)DWewan Daerah dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), baru kemudian dibdhgi pada di PAH I.
DUD mengacu pada Utusan Daerah, tetapi karena mgatitingkatkan menjadi
lembaga maka dinamakan DUD Sementara itu, DPD mengacu pada Dewan
Perwakilan Daerah, kalau DPR adalah perwakilanagkyPD adalah perwakilan
daerah, pada akhirnya disetujui menggunakan nanta'®Pada rapat PAH I ini
pembahasan mengenai DPD telah lebih dalam, yaltih okus pada bentuk

kewenangan yang diberikan apabila telah menjadoégya tersendiri.

Ketika fraksi-fraksi menyampaikan usulan materupashan UUD 1945
dalam rapat ke-33 PAH | BP MPR pada tanggal 17 ®0€i0 dan pembahasan

usulan perubahan UUD 1945 tanggal 22 Mei 2000, laadaPD dibahas dalam

' Risalahop.cit., him. 74.
pid., him. 78.

B 1bid., him. 212.

9 | bid.
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kaitan dengan komposisi keanggotaan MPRlelihat usulan fraksi-fraksi di
MPR pada waktu itu, sebenarnya sebagian besari-fraksi di MPR telah

sepakat untuk mebentuk parlemen bikam@rainisalnya Fraksi PDKB
mengatakan MPR adalah lembaga negara yang tewliriasthggota DPR dan
anggota DPD. PKB mengusulkan MPR terdiri dari DR& dPD, sedangkan
Fraksi Reformasi menyatakan MPR terdiri dari DPR Bewan Utusan Daerah.
Fraksi PDI-P mengusulkan MPR merupakan permusyaararbersama dari

segenap anggota DPR bersama segenap anggotézDPD.

Pada saat rapat Tim Perumus PAH | tanggal 6 Jud0 2bhasilkan
kesepakatan dengan beberapa alterrgitama, fraksi yang setuju DPD sebagai
lembaga adalah fraksi yang masuk kelompok reforpnegresif, yaitu Fraksi
Partai Golkar, Fraksi PBB, Fraksi Reformasi, Fr&8P dan Fraksi PKEedua,
fraksi yang tidak setuju DPD sebagai lembaga dikamakelompok reformis
demokrat, yaitu Fraksi PDI-P dan Fraksi TNI/PéfriKelompok pertama
beralasan bahwa tujuan pelembagaan DPD untuk mé&abdempat bagi daerah
menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan tingkasional untuk
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daeralefyagga dapat memperkuat
NKRI, kelompok ini menyetujui jumlah anggota DPDrsa setiap provinsi dan

jumlahnya tidak lebih dari 1/3 anggota DPR. Sedangkelompok yang tidak

%0 saldi Isra,Pergeseran fungsi Legislas : Menguatnya Model Legislasi Parlementer
dalam Sstem Presidensiil Indonesia, cet. 1l (Jakarta : RajaGrafindo, 2010), him. 240.

2L Walaupun menurut Saldi Isra, mengenai unsur yaeggmsi MPR, fraksi yang
mengusulkan MPR terdiri dari anggota DPR dan argg@®D lebih menghendaki parlemen tiga
kamar, yaitu MPR sebagai kamar ketiga. Sedangkag yeengusulkan MPR terdiri dari DPR dan
DPD lebih menginginkan parlemen dua kamar. Lihid., him. 240-241.

2 Risalah Rapat ke-32 PAH | BP MPR, tanggal 17 M&® him. 29-89.

# valina Singka Subektip.cit., him. 214.
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setuju beralasan bahwa aspirasi dan kepentingaatdaedah cukup terwakili

oleh Utusan Daerah yang ada di MPR.

Perbedaan pandangan juga tampak dalam hal kewen&ija, Fraksi
Partai Golkar menghendaki DPD memiliki posisi dawknangan yang sama
dengan DPR, hal ini disampaikan oleh Theo Sambuyegey diusulkannya adalah
strong bicameralism karena dia juga mengatakan DPR lebih lebih mehéhjo
Fraksi Reformasi melalui A. M. Luthfi mengusulkaewenangan DPD sama
seperti DPR, yaitu membahas RUU dan mengawasi, apeagan terhadap
penyelenggaraan pemerintaﬁﬁrSeIanjutnya disampaikan oleh Hamdan Zoelva
dari Fraksi PBB, bahwa DPD mempunyai kewenangan mabas RUU atau
memberikan persetujuan atas suatu RUU ga&dangkan Fraksi PDKB yang
diwakili G. Seto Harianto mengusulkan kewenangai BBbatas menerima atau
menolak RUU, bukan mengubah substansinya, dan Risyahdibahas oleh DPD

dan DPR saj&®

Yusuf Muhammad dari Fraksi PKB lebih mengusulkanarag
kewenangan DPD melihat unsur yang diwakilinya, walterkaitan dengan

kepentingan-kepentingan daerah untuk menjaga kbseigan hak dari daerah.

** 1 bid.

%5 Sekretariat Jenderal MPR RRisalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002), Tahun Sidang 2000, Buku Empat, (Jakarta :
Sekretariat MPR RI, 2008), him. 645-646.

*%|bid., him. 585.

27 Lihat dalam 1bid., him. 592.

*%1bid., him. 589.

29 Lihat dalam : Tim Penyusun Naskah Komprehensifs€sodan Hasil Perubahan
UUD 1945,Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku Il Jilid 2
Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Edisi Revisi, cet. Il (Jakarta : Sekretariat Jzat
dan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 201@), ht09-1110.
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Namun dalam pembahasan ini Fraksi PPP lebih menpgatdn tengah, yaitu
DPD atau DUD hanya memiliki kewenangan memberikartimppbagan terhadap
RUU tertentu, misalnya RUU APBN atau RUU yang menyau kaitan dengan
kepentingan daerafl. Valina Singka Subekti dari Fraksi Utusan Daerah
mengusulkan DPD mempunyai kewenangan memberikasetoguan terhadap
RUU yang menyangkut kepentingan daerah, RUU yatadadli dikembalikan ke

DPR untuk dibahas kembali atas masukan BPD.

Pendapat-pendapat di atas ditentang oleh dua Haiksyang ada di
MPR, yaitu Fraksi PDI-P dan Fraksi TNI/Polri. FrakENI/Polri tetap pada
komposisi MPR sebelumnya, walaupun dengan tambblasan Daerah dipilih
dalam Pemilu serta jumlah anggota Utusan Daerafi Nd#folri sama banyaknya
dengan jumlah DPR. Sementara Fraksi PDI-P menekankan bahwa DPD bukan
lembaga legislatif, tapi dalam hal tertentu dilkzat dalam proses pembentukan
UU secara terbatas, antara lain memberikan peuvsetuerhadap RUU APBN,
mengajukan RUU menyangkut Pemerintah Daerah dagamersi Kebijaksanaan

Presiden dalam hubungan pusat dan da&rah.

Perbedaan mengenai keinginan DPD sebagai lembaganyampunyai
kedudukan yang seimbang dengan DPR dengan yantikeghademikian tajam,
sehingga diperlukan pembahasan yang panjang. FrBN$iPolri khawatir,

adanya dua lembaga DPR dan DPD akan mengubah KedudWPR sebagai

%0 Sekretariat Jenderal MPR FRisalah Perubahan ..., op.cit., him. 597-598.
*Lpid., him. 657.

*21bid., him. 641-642.

%3 1bid., him. 642-645.
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lembaga tertinggi negara. Sedangkan Fraksi PDIl4pebdapat, pembentukan
DPD akan menyaingi DPR, juga dikhawatirkan akan gaemh pada

pembentukan negara fedetal.

Setelah melewati proses loby dan pembahasan yaegsifi sikap
fraksi kemudian berubah. Rapat sinkronisasi PAHamhggal 12 Juli 2000
menghasilkan rumusan keanggotaan DPD yang diseptkési-fraksi, yaitu
sebagai berikut:

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melaluir®i&u, jumlahnya di

setiap proninsi sama dan tidak boleh melebihi HB dnggota DPR,

dan DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan grudaang

yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungant plzsa daerah;

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daeralgel@eaan

sumber daya alam dan sumber daya lainnya sertanipemgan
keuangan pusat dan daerh.

Kesepakatan mengenai jumlah anggota DPD yang seémenbenjadi
salah satu alasan Fraksi TNI/Polri dan Fraksi PDb&sedia menerima
pembentukan DPD sebagai lembaga negara dengan &eganterbatas. Kedua
fraksi ini selalu melihat DPD sebagai ancaman b&d#iRl yang bisa saja
mengarah pada pembentukan negara federal, dengaumsan dan komposisi

anggota DPD yang seperti ini, akan menghasilkammpangan kekuatan yang

lebih proporsional di MPR®

Pada akhirnya ditentukan dua alternatif mengenaiekangan DPD.
Pertama, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RBPBMN\ dan

RUU yang berkaitan dengan pajak, fiskal, agamanato daerah, hubungan

%4 valina Singka Subektip.cit., him. 216.
35 -

Ibid.
% |bid., him. 217.
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pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan pbemgge daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya #isasta perimbangan
keuangan pusat dan daerah. Usulan ini disetujui &l@ksi TNI/Polri, Fraksi
PDI-P dan Frakasi Utusan Golongaikedua, ...... ikut membahas rancangan
Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi dadmalbiingan pusat dan
daerah.... Usulan ini disetujui oleh Fraksi PG,kBraPBB, Fraksi Reformasi,

Fraksi PPP dan Fraksi PDU.

Persoalan pokok dalam pembahasan kedudukan dam&egan DPD
adalah menyangkut sistem perwakilan yang hendalndim dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Terjebak pada pilihaterpan bikameral dengan
kewenangan yang sama antara kedua kamar, ataurekaberikan kewenangan
yang berbeda antara dua kamar ters@olﬂmumnya fraksi-fraksi di PAH I,
kecuali Fraksi Partai Golkar yang menginginkan bikeal murni, tidak ingin
memberikan kewenangan yang sama antara DPR den§ih Balah satu
pertimbangannya adalah negara Indonesia adalalienkgsatuan, bukan negara
federal. Seorang anggota DPD bukan seperti Senatamg mewakili negara
bagian, tapi mewakili bagian-bagian seluruh dassmaig ada di Indonesia, dan
juga kepentingan daerah juga diakomodir oleh armgda®R yang mewakili

daerah pemilihan seluruh Indonesia.

Pada pembahasan di PAH | tahun 2001 masih tergdiepatan yang

alot mengenai kewenangan DPD, akhirnya melalui ggrdsbi intensif dalam

37 1bid., him. 217-218.
38 |hid., him. 220.
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rapat-rapat tertutup serta upapergaining di luar MPR, akhirnya dihasilkan
kompromi mengenai perbedaan ini, terutama antaaafréiksi besar, yaitu Fraksi
Partai Golkar dan Fraksi PDI®.Pada akhirnya Sidang Tahunan MPR 2001
mengesahkan Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu ketantmengenai DPD
dalam Bab VIIA Pasal 22C dan Pasal 22D yang mengatingenai susunan dan

kedudukan DPD.

2. Lembaga Perwakilan Indonesia dalam UUD 1945.

Sebagai negara yang menganut faham demokrasi,tksingidonesia
mengatur kekuasaan dipegang oleh rakyat melaluilawalkilnya yang duduk di
parlemen. Hal ini tercermin dalam pasal 22E ayat®D 1945 “Pemilihan
Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewanw#&élan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Prasid® Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.” Berdasarkan pasal ini secara ekispliijelaskan bahwa
Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedautdtsat, karena parlemen
maupun kepala pemerintahannya dipilih langsung mé&gat. Mengenai Majelis
Permusyawaratan Rakyat, merupakan wujud kedauled&gat juga, karena
menurut Pasal 2 ayat (1) MPR terdiri dari anggd®RRian anggota DPD. Berarti
anggota-anggota MPR juga dipilih secara langsuel mkyat.

Sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan lemiesatiagyi
negara, yaitu berdasarkan pasal 1 ayat (2) yangatean “kedaulatan berada di

tangan rakyat, dan dilaksanakan oleh Majelis Peyawaratan rakyat.” Pasal ini

39 Kompromi ini adalah Partai Golkar bersedia menkam usulannya mengenai
kewenangan DPD menjadi kewenangan terbatas, sealari@RI-P bersedia menerima bentuk
kewenangan terbatas itu dan menerima sistem pemilipresiden secara langsung putaran
pertama. Lihat dalamibid., him. 218.
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diubah pada saat amandemen UUD 1945, menjadi letdaulakyat dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar. Keberadaan MPR digana pasal 2

sebelumnya terdiri dari anggota DPR yang ditambaisam daerah dan utusan
golongan berubah menjadi terdiri dari anggota DRRR dnggota DPD, setelah
amandemen UUD 1945 utusan golongan dihapu&kan.

Perubahan kedua pasal ini memberikan dampak yakgpcbesar
terhadap ketentuan-ketentuan lainnya mengenai gakekuasaan negara, yaitu
(1) ditambahnya lembaga baru dalam unsur MPR, y&8W¥D, berarti sistem
perwakilan Indonesia berubah dari unikameral menpgcdameral, (2) presiden
tidak lagi menjadi mandataris MPR, tetapi dipililand mendapatkan mandat
langsung dari rakyat, dan (3) beralihnya teori pegidn kekuasaan menjadi
memakai teori pemisahan kekuasaan, MPR tidak lagijadi lembaga tertinggi
negara tapi menjadi lembaga tinggi negara yanggiat dengan DPR, DPD,
Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, MakkaKonstitusi, Komisi
Yudisal dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Seperti yang telah disebutkan di awal, lembaga glktan Indonesia
terdiri dari MPR, DPR dan DPD. MPR merupakan lensbtigggi negara yang
terdiri dari anggota DPD dan anggota DPR. Berdasarkal ini DPR bisa
dikatakan sebagai sebuah lembaga tersendiri, yampgsah dari DPR dan DPD,

walaupun komposisinya terdiri dari anggota DPR daggota DPD. Hal ini

40 penghapusan Utusan Golongan dalam MPR lebih mianpéerdasarkan
pertimbangan pragmatis belaka daripada berdasaes@imbangan konseptual. Lihat dalam : Riri
Nazriyah, MPR Rl : Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan, (Yogyakarta :
FH Ull Press, 2007), him. 147-148.

4! Mengenai peralihan penggunaan teori pembagianaesian menjadi pemisahan
kuasaan ini, lihat dalam : Jimly Asshiddigfegkok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Reformasi, (Jakarta : Buana limu Populer, 2007), him. 16617
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berakibat pada bentuk parlemen Indonesia yang isedincu, gamblang
menentukannya sebagai parlemen bikameral ataurieifed, sebab MPR, DPR
dan DPD dalam UUD 1945 maupun UU Susduk MPR, DPRD @an DPRD
dijelaskan dan diatur secara terpisah, bahkan aechministratif MPR memiliki
Sekretariat sendiri, yang juga dimiliki oleh DPRhdaPD. Walaupun demikian,
secara luas memang Indonesia menganut bikamerah&®MPR hanya memiliki
fungsi legislasi yang terbatas pada perubahan UUD.

DPR sebagai salah satu kamar di parlemen Indonesiaupakan
representasi politik, anggota DPR dipilih melalaitai politik*? Pasal 19 ayat (1)
dan pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menentukan angB&tR dipilih secara
langsung oleh rakyat, dan dijelaskan dalam paddU7Nomor 10 Tahun 2008
serta pasal pasal 67 UU nomor 27 Tahun 2009. Barkias pasal-pasal tersebut
jelaslah bahwa anggota DPR merupakan perwakilayatakelalui partai politik
dalam Pemilihan Umum dengan sistem proporsionattex*

Anggota DPR menjabat dalam satu periode selamah@ntahal ini

berdasarkan pasal 22E ayat (1) yang menyatakarPdiaiksanakan lima tahun

2 partai politik merupakan suatu kelompok terorganyang anggota-anggotanya
mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yasama. Lihat dalam : Miriam BudiardjDasar-
dasar Ilmu Poalitik, Edisi Revisi, cet. IV (Jakarta : Gramedia Pustdkama, 2010), him. 403-406.
Lihat juga dalam : Ramlan Surbaktilemahami IImu Politik, cet. VI (Jakarta : Grasindo, 2007),
him. 113-116, dan Moh. Kusnardi dan Bintan R. Siéwadmu Negara, cet. IV (Jakarta : Gaya
Media Pratama, 2000), him. 266-267.

4% pasal 5 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang RerSiistem pemilihan
proporsional terbuka proporsional representatiornofist memiliki ciri (1) setiap daerah
pemilihan berwakil majemuk, (2) partai menyajikaadon lebih banyak dari alokasi kursi, (3)
pemilih memilih salah satu kandidat, (4) partai rperoleh kursi sebanding dengan jumlah suara
yang diperoleh, dan (5) kandidat yang dapat mewal#lah yang berhasil melampaui ambang
batas suara. Lihat dalam : Sigit Pamungkesihal Pemilu, (Yogyakarta : Laboratorium Jurusan
lImu Pemerintahan dan Jurusan limu PemerintahatPEIS UGM, 2009), him. 30-34. Sistem
proporsional dianggap lebih demokratis egaliter depresentatif karena tidak ada atau sedikit
suara yang hilang, serta perolehan kursi partpademen sesuai dengan suara yang dimilikinya.
Miriam Budiardjo,Demokrasi di Indonesia : Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila,
cet. lll (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2Qtlfr), 252.



124

sekali, berarti masa jabatan satu periode anggBfa &dalah selama lima tahun.
Anggota DPR diresmikan dengan Keputusan Presidenddpat diberhentikan
dari jabatannya dengan beberapa alasan dan syarat-tertentd?

DPR terdiri atas fraksi-fraksi, alat kelengkapan RDBlan sebuah
Sekretariatan Jenderal. Fraksi yang ada di DPR pakan representasi dari partai
politik peserta Pemilu yang lologarliament threshold. Fraksi-fraksi ini
membawa aspirasi partainya untuk disuarakan daldamg-sidang maupun rapat
DPR* Keberadaan fraksi-fraksi partai politik di DPR mpeakan bentuk nyata
DPR sebagai representasi politik. Maka tidak hekatau kebanyakan orang
beranggapan bahwa fraksi-fraksi di DPR merupakarygmabung lidah partai,
bukan penyambung lidah rakyat. Karena di DPR parggeta partai lebih
mementingkan aspirasi dan kepentingan partainya,alspirasi dan kepentingan
rakyat dinomor duakan.

Sedangkan alat kelengkapan DPR terdiri dari Pimpib®R, Badan
Musyawarah (Bamus), Komisi-kimisi, Badan LegisléBfleg), Badan Anggaran
(Banggar), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badarjasama Antar
Parlemen (BKSAP), Badan Kehormatan (BK), Panitiajag¢Panja) dan Panitia

Khusus (Pansus)’® DPR mempunyai banyak jenis rapat, antara lain Rapa

44 Anggota DPR periode 2009-2014 berdasarkan Pas&)\2No. 10 Tahun 2008
tentang Pemilu dan pasal 74 ayat (1) UU no. 27 n&009 berjumlah 560 orang. Dalam UU
No. 27 Tahun 2009 ini juga diatur tentang mekanigmmberhentian, pemberhentian sementara
dan pergantian antara waktu anggota DPR, yaitu pasial 213 s/d pasal 220.

45 Berdasarkan pasal 202 ayat (1) UU No. 10 TahurB 266tang PemiluParliament
threshold pada Pemilu 2009 adalah 2,5%arliament threshold yaitu batas minimal suara yang
harus dimiliki oleh partai politik untuk mendapatkaerwakilan di parlemen, berbeda dengan
electoral threshold, yakni ambang batas minimal yang harus dipenuhiapaintuk mengikuti
Pemilu selanjutnya. Lihat : Sigit Pamungkegcgit., him. 21.

“® Mengenai fraksi-fraksi, alat kelengkapan dan Sekiatan Jenderal MPR, DPR dan
DPD tidak diatur dalam UUD 1945, karena hal inidifat teknis, maka diatur lebih lanjut dalam
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Paripurna, Rapat Paripurna Luar biasa, Rapat PanpiRapat Komisi, Rapat
Fraksi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan-BadapafRKerja, Rapat Dengar
Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum dan rapataspga.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga pélavmakiaerah.
Sesuai dengan namanya, lembaga ini mewakili kemgari daerah, yaitu
mewakili provinsi dan dipilih oleh rakyat provingrsebut. DPD mewakili rakyat
provinsi, bukanah mewakili pemerintah daerah pmivilPembentukan DPD
semula dimaksudkan untuk mereformasi struktur paate Indonesia, menjadi
parlemen bikameral, agar proses legislasi dapatletiggarakan berdasarkan
double check yang memungkinkan representasi kepentingan sehakyat secara
relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yabiplluas.

Berdasarkan Pasal 22C perihal DPD dan pasal 22BapdPemilu
dalam UUD 1945, anggota DPD dipilih secara langsalap rakyat provinsi
masing-masing dalam Pemilu lima tahun sekali, dengenggunakan sistem
distrik, khususnya sistem distrik berwakil banyak<eanggotaan DPD untuk
masing-masing provinsi jumlahnya sama, dan anggét@ tidak boleh melebihi

sepertiga dari anggota DPRSama seperti anggota DPR, anggota DPD juga

UU Susduk MPR, DPR dan DPD serta lebih diperjebag Halam tata tertib masing-masing
lembaga. Lihat UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPRRPPPD dan DPRD.

7 Berdasarkan pasal 5 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2@@88ng Pemilu, pemilihan
anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakilyhknSistem distrik atasingle mayority
merupakan pembagian wilayah negara ke dalam bebeliafrik, dan setiap distrik diwakili oleh
seorang wakil. Sigit Pamungkas.cit., him. 27. Sedangkan di Indonesia, untuk memitiggmta
DPD dipakai sistem distrik berwakil banyak atdungle non-transvereble vote, yaitu setiap
distrik/provinsi diwakili banyak orang, dan yang mdapat suara terbanya adalah yang menjadi
wakil tersebutlbid., him. 117. Jadi, penentuan anggota DPD adalatlianyang mendapat suara
terbanya pertama, kedua, ketiga dan keempat pasiagraasing provinsi.

“8 Dalam Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2008 diatur bahmggata DPD dari masing-
masing provinsi berjumlah 4 (empat) orang, denganlgh provinsi di Indonesia sebanyak 33
Provinsi, maka jumlah anggota DPD periode 2009-Z&bhnyak 132 orang.
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mempunyai masa jabatan dalam satu periode selanaatéihun. Anggota DPD
dapat diberhentikan selama masa jabatannya derejserdpa alasan dan syarat
tertentu?®

Salah satu syarat penting yang harus dicantumkaok umenjadi
anggota DPD ialah bukan anggota partai politik,ekar DPD sebagai wakil
daerah harus lepas dan tidak terpengaruh olehi paitak manapun. Walaupun
demikian, dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 persyaratabelum dimasukkan.
Mungkin saja ada upaya dari partai politik untuknyisipkan kader-kadernya ke
dalam DPD, mengingat DPD bisa saja menjadi lembagey berbahaya, atau
lebih tepatnya sangat berpengaruh, dalam keadeantte®

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga aggsama
layaknya seperti DPR, juga mempunyai alat kelengkapersendiri. Alat
kelengkapan DPD terdiri dari empat panitia Ad Hangy mengurusi bidang
masing-masing, serta beberapa panitia, yaitu Ramtusyawarah (Pamus),
Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), Panitia KemasaAntar Lembaga
Perwakilan (PKSAP), Panitia Perancang UU (PPU) aBafehormatan (BK) dan
Kelompok DPD di MPR. Sedangkan keempat Panitia Aot HDPD adalah
sebagai berikut:

1) Panitia Ad Hoc | yang menangani urusan otonomiatadan hubungan

pusat dan daerabh;

9 Dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DB BPRD diatur tentang
mekanisme pemberhentian, pemberhentian sementarpedlgantian antara waktu anggota DPD,
yaitu pada pasal 282 s/d pasal 289.

0 Keadaan tertentu ini misalnya pada saat pemakzBl@siden dan/atau Wakil
Presiden, serta perubahan atas UUD 1945. Lihatrdaldloh. Mahfud MD. Perdebatan Hukum
Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010), him.3.2-7
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2) Panitia AD Hoc Il menangani urusan sumber daya aam sumber
daya ekonomi lainnya;

3) Panitia AD Hoc Il yang menangani urusan pendidjkeesehatan dan
agama;

4) Panitia Ad Hoc IV yang menangani hasil pemeriksB&K, urusan

APBN dan Perpajakan;

Perbedaan mengenai alat kelengkapan antara DPRRRnyaitu jika
DPR menggunakan nama Badan, sedangkan DPD menggunakna Panitia.
Selain itu, jika DPR memiliki Badan Legislatif, mrakDPD hanya memiliki
Panitia Perancang Undang-undang, karena DPD meénkililvenangan untuk
membuat Undang-undang melainkan hanya sebatas jukagarancangan
undang-undang kepada DPR.

Satu hal yang menjadi keistimewaan DPR, dalam inapesidensiil,
yaitu berdasarkan ketentuan pasal 7C UUD 1945 diesitidak dapat
membekukan dan/atau membubarkan DPR. Dengan ina ipa&isi DPR sangat
kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Seaangkmar lainnya seperti
DPD, tidak ada aturan yang melarangnya untuk dikexkudan/atau dibubarkan
oleh Presiden, dengan dibubarkannya DPD berariR iMiga ikut bubar karena
MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

Sebenarnya parlemen Indonesia agak susah dalamrepgambhamanya,
karena parlemen Indonesia bisa dikatakan unikamdriabmeral atau juga

trikameral. Secara formal parlemen Indonesia meugsistem bikameral karena

*1 Mekanisme pemakzulan Presiden diatur dalam p#sdbf 7B UUD 1945.
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terdiri dari DPR dan DPD, secara struktural menggan sistem trikameral
karena terdiri dari MPR, DPR dan DPD, sedangkamarsepraktis akan terlihat
parlemen Indonesia menganut unikameral karena dgikldsi hanya di tangan
DPR>? Walaupun dalam arti luas DPD dan MPR juga mempufiyagsi
legislasi, yaitu pada saat perubahan Undang-UnBaisgr.

3. Fungsi dan Kewenangan L embaga Perwakilan Indonesia.

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumpgalemen
mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi legisfasigsi pengawasan dan fungsi-
fungsi lainnya. Selanjutnya fungsi-fungsi yang diknioleh parlemen tersebut
dinormakan dalam konstitusi dalam bentuk kewenangamg dimiliki,
kewenangan itu dijalankan diikuti oleh hak yang jadnmilik anggota-anggota
parlemen, dengan haknya ini akan menjadikan anggatemen lebih leluasa
dalam menjalankan kewenangan tersebut.

Parlemen Indonesia yang terdiri dari MPR, DPR d&DDnempunyai
kewenangan masing-masing, semuanya berbeda dalamyangkut hal ini,
namun memiliki hal yang sama secara konstitusiadvalelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) mempunyai beberapa kewenangan yangrdialam pasal 3 dan
pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yaitu gabbherikut:

a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
b. Melantik Presiden dan Wakil Presid&n.

c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

*2 Subardjo,Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 untuk Memperkuat
Sstem Presidensiil dan Sistem Bikameral, Pidato pada Pengukuhan Guru Besar di Depan Sidang
Senat Terbuka Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakéateggal 26 Januari 2010, him. 8

%3 pasal 3 ayat (1) UUD 1945.

* pasal 3 ayat (2) UUD 1945.
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d. Memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden apabitmde kekosongan
atau lowongan dalam jabatan Presiden dan/atau \Wedsider®
Berdasarkan keempat kewenangan yang dimiliki oleRRM maka

fungsi MPR hanya bisa dijalankan dalam keadaamntrtsaja, lebih bersifat
seremonial dan isedentil, bukan fungsi yang bdrgidatiniunitas. Namun dalam
keadaan biasa, MPR bukan apa-apa karena tidak &g bisa dijalankannya.
Walaupun demikian, berdasarkan UU No. 27 Tahun 2802R bisa dikatakan
lembaga tersendiri yang berfungsi secara terus menkarena MPR juga
memiliki pimpinan dan Sekretariatan Jenderal tefBemintuk mengelolany?d’.
Semestinya hal ini tidak perlu, karena tidak efisgan terkesan mubazir yang
akan menghabiskan uang negara secara peréuma.

Anggota MPR berdasarkan Pasal 9 UU No 27 Tahun 2668&ng
MPR, DPR, DPD dan DPR mempunyai (1) hak mengajuksm pengubahan
pasal UUD 1945, (2) hak menentukan sikap dan milidalam pengambilan
keputusan, (3) hak memilih dan dipilih, (4) hak nibefa diri, (5) hak imunitas,
(6) hak protokoler, dan (7) hak keuangan dan achtnatif.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam UUD 1945 memnjaun
banyak kewenangan, kewenangan yang dimiliki DPRldsarkan pasal 20A ayat
(1) UUD 1945 yang menyatakan “Dewan Perwakilan Rakyemiliki fungsi
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasddelam melaksanakan

fungsinya tersebut, DPR mempunyai hak interpelasik angket dan hak

% pasal 3 ayat (3) UUD 1945.

° pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

" Lihat pada pasal 5 ayat (3), pasal 13, 14, 15116dan pasal 18 UU No. 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

%8 Jimly Asshiddigie Pokok-pokok Hukum Tata Negara ..., him. 185.
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menyatakan pendapatHak-hak ini juga ditambah lagi dengan hak persgaab
dimiliki oleh anggota DPR, yaitu mengajukan pertary, hak menyampaikan
usul, dan pendapat, serta hak imunifagada pasal 21 ayat (1) juga ditentukan
anggota DPR mempunyai hak mengajukan usul rancangelang-undang.
Sementara itu, hak anggota dalam Pasal 78 UU ndahQn 2009 ditambahkan
hak membela diri, hak memilih dan dipilih, hak pialer serta hak keuangan dan
administratif.

Kewenangan yang dimiliki DPR yang diatur secaragsamg dalam
UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a. Kekuasaan membentuk Undang—undgﬂng.

b. Membahas Undang-undang bersama Presfden.

c. Menyetujui atau menolak Peraturan Pemerintah Petiggindang-
undang yang dibuat dalam keadaan tert&htu.

d. Bersama Presiden membahas RAPBN dalam bentuk RUidade
memperhatikan pertimbangan dari DED.

e. Mengajukan usul kepada MPR untuk memberhentikansiire
dan/atau Wakil Presiden dengan terlebih dahulu mi@mkepada
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili daemutus
pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presidah takelakukan

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadagrajekorupsi,

%9 pasal 20A ayat (2) UUD 1945.
%0 pasal 20A ayat (3) UUD 1945.
®1 pasal 20 ayat (1) UUD 1945.
®2 pasal 20 ayat (2) UUD 1945.
®3 pasal 22 UUD 1945.

%4 pasal 23 ayat (2) UUD 1945.
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penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau pahuarcela; dan atau
pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presidak &g memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil PreSiden.

f. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk makematperang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negat¥ lai

g. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pgkgtan duta
dan konsul, serta pertimbangan kepada Presidermdat@nerima
penempatan duta negara I&in.

h. DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalamberikan
amnesti dan aboli§f

i. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan, denganpematikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Juga DPR nneméhasil
pemeriksaan dari Badan Pemerika Keuanfan.

j. Menyetujui calon Hakim Agung yang diusulkan oleh nisi
Yudisial/® memberikan persetujuan atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Yudisial oleh Presiderserta
mengusulkan tiga dari sembilan Hakim Konstitdsi.

Kewenangan ini menjadikan DPR sebagai lembaga sangat penting

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, disampimgilikieckewenangan dalam

% pasal 7B UUD 1945.

% pasal 11 UUD 1945

®7 pasal 13 UUD 1945.

%8 pasal 14 ayat (2) UUD 1945.

%9 pasal 23F ayat (2) UUD 1945 dan khusus mengensil hameriksaan BPK
diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD diatur dalesal R&E ayat (2).

0 pasal 24A ayat (3) UUD 1945.

"I pasal 24B ayat (3) UUD 1945.

2 pasal 24C ayat (3) UUD 1945.
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hal fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsigasvasan, ternyata DPR juga
memiliki kewenangan menentukan pengisian anggotdbadga-lembaga negara,
baik lembaga negara yang kedudukan, fungsi dan newgannya diatur dalam
UUD 1945 maupun beberapa lembaga negara yang kegemaya diatur dengan
Undang-undang. Contohnya yaitu anggota Komisi Reanil Umum, anggota
Badan pengawas Pemilu, anggota Komisi Pemberantasapsi dan Gubernur
Bank Indonesia. DPR juga memberikan pertimbanggrad@ Presiden dalam
pengangkatan Panglima TNI dan Kepala KepolisianuBi#p Indonesia, serta
penentuan anggota beberapa lembaga negara bamysalai

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupadeawakilan
daerah dalam parlemen, lembaga ini merupakan lemibagu dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan DPD diatwarasdangsung di dalam
UUD 1945, kewenangannya yaitu:

a. Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-unglang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat diarah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daeralyelgaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainrgda yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat deahdae

b. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otononratiadubungan

pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan pemnggea daerah,

3 pasal 22D ayat (1) UUD 1945.
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pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekdéaionya, serta

yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusaladsaH:

c. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBULJ Rang
berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agZ@ma.

d. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Ulenarajonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukarek@em dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alasucthber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pemgan keuangan
pusat dan daerah, pelaksanaan anggaran pendapatbaeldnja negara,
pajak, pendidikan dan agarffa.

e. DPD berwenang memberikan pertimbangan kepada DPRmda
menentukan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, gekatienerima
hasil pemeriksaan BPK terhadap keuangan négara.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki DPD berdasatdD 1945,
maka dapat dilihat fungsi legislasi DPD hanya sebahengajukan rancangan
undang-undang tertentu kepada DPR, serta ikut measb&UU tertentu saja
bersama DPR. Selain kewenangan mengajukan dan rhamRUU tertentu,
DPD juga hanya dimintai pertimbangan terhadap RWdgyberkaitan dengan
APBN, pajak, pendidikan dan agama. Fungsi pengaw@®b juga terbatas pada

pelaksanaan UU yang berkaitan dengan kepentingamahiasecara langsung,

" pasal 22D ayat (2) UUD 1945,

"5 Ibid.

® pasal 22D ayat (3) UUD 1945. Hasil pengawasan D&Bebut disampaikan
kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditargati.

" pasal 23F ayat (2) UUD 1945 dan khusus mengensil hameriksaan BPK
diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD diatur dalesal R8E ayat (2).
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maupun pelaksanaan UU tentang APBN, pajak, perahditan agama, yang
mana keemepat jenis UU ini berkaitan dengan dasemiara tidak langsung.
Selain dari fungsi-fungsi tersebut, DPD sebenammgamiliki fungsi yang lebih
penting, yaitu fungsi integra&. Fungsi ini muncul karena DPD merupakan
representasi daerah, dan jika daerah tidak dipessirasinya, atau paling tidak
ada wakilnya, maka integrasi nasional akan terancam

Mengenai hak anggota DPD tidak diatur secara larggdudalam UUD
1945, namun hak DPD dan anggota DPD diatur dalamSustduk MPR, DPR,
DPD dan DPRD. Pasal 231 UU No. 27 tahun 2009 tgnt4AR, DPR, DPD dan
DPRD menyebutkan beberapa hak DPD, hak DPD dalesal p)@i merupakan
kewenangan DPD yang diatur dalam pasal 22D ayat (B)’° Sedangkan hak
anggota DPD, sebagaimana diatur dalam pasal 23ty kak bertanya, hak
menyampaikan usul dan pendapat, hak memilih daitihgdipak membela diri,
hak imunitas, hak protokoler, serta hak keuanganadianinistratif.

Maka berdasarkan legitimasi yang dimiliki serta keangannya, maka
parlemen Indonesia dikatakan parlemen dengan stiféarrianted bicameralism
karena terdiri dari dua unsur yang sangat berbgaa DPR sebagai representasi
politik dan DPD sebagai representasi daerah atdayaVvi. Serta sistensoft

bicameralism karena kewenangan yang dimiliki oleh DPR jauhHdimnyak bila

8 Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mocammad Isn&arhadhan, “Susunan dan
Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah” dalam JanedjGiffar et. al. (ed)oc.cit.

9 Perlu penelitian lebih lanjut dengan menggunakeatisi teori dan ilmu perundang-
undangan mengenai pasal ini. Jimly Asshiddigie dah. Mahfud MD menyebut poin-poin yang
diatur dalam pasal 22D merupakan kewenangan DPIiEat Li Jimly Asshiddigie Pokok-pokok
Hukum Tata Negara ..., him. 190 dan Moh. Mahfud MDRerdebatan Hukum ..., him. 70.
Muchammad Ali Safa’at menyebutnya dengan kekua&fD. Lihat : Muchammad Ali Safaat,
Parlemen Bikameral .., him. 106, sedangkan Prof. Sri Soemantri Ma&@sgno menyebut poin-
poin tersebut dengan tugas dan wewenang. Lihait Sd@mantri Martosoewignjo dan Mocammad
Isnaeni Ramadhan, Janedjri M. Gaffar, et.al. (golkit., him. 29.
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dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oldPDD Jadilah parlemen
Indonesia sebagai perpaduan parlendgierentiated bicamarelalism dan soft

bicameralism.

B. ANALISIS KOMPARATIF DENGAN LEMBAGA PERWAKILAN

BEBERAPA NEGARA KESATUAN BERBENTUK REPUBLIK.

Sebagai negara yang menganut parlemen bikameralenyzm
Indonesia adalah MPR yang terdiri dari anggota RRR anggota DPD. MPR
merupakan rumah bersama anggota DPR dan anggota D® sebagai wakil
rakyat secara umum dibeberapa negara disebut Keedan atau majelis rendah,
sedangkan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah thgebut sebagai kamar
pertama atau majelis tinggi. Selanjutnya DPR dtuse of Representatives
disebut kamar kedua dan DPD afgamate disebut kamar pertama. Setiap negara
memiliki perbedaan tentang mekanisme pengisianaagzarlemen, kewenangan
parlemen, dan juga kewenangan dari masing-masimgkdalam parlemen.

Pada analisis dalam Sub-Bab ini akan digunakampetea partisipasi
rakyat dalam menentukan anggota parlemen, sebadmk tukur kekuatan
legitimasi parlemen di beberapa negara. Serta digam jenis-jenis parlemen
bikameral, yaitu melihat parlemen negara tersepakah sebagai parlemaaoft
bicameralism, strong bicameralism atauperfect bicameralism berdasarkan fungsi-
fungsi dan kewenangan yang dimilikinya. Negara yaligandingkan adalah

Indonesia, Perancis, Philipina, Aljazair, Kolombden Afrika Selatan.



136

1. Keanggotaan.

Berdasarkan UUD 1945 keanggotaan MPR adalah andg®i dan
anggota DPD, anggota DPR adalah wakil dari paxéiil peserta Pemilu yang
dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatuilgean umum, anggota DPR
periode 2009-2014 berjumlah 560 orang. Begitupumgde anggota DPD, juga
dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihanum tapi dari calon
perseorangan, namun mewakili entitas daerahnyangrasasing, dan anggota
DPD periode 2009-2014 berjumlah 132 orang. halakan berbeda dengan
mekanisme pengisian anggota parlemen di negarayminwalaupun dalam
tulisan ini pada bab sebelumnya, negara yang dikabwbentuknya sama-sama
negara kesatuan dan negara dengan bentuk pemarintapublik. Perbedaan-
perbedaan ini lumrah, karena konstitusi suatu @egabagai resultan politik dan
produk sosial tentunya berkaitan dengan kondisiakpslitik negara masing-
masing. Berikut adalah parlemen enam negara yanmigeiielk kesatuan dan
berbentuk pemerintahan republik.

Tabel 1. Perbadingan mekanisme penentuan anggdéanea beberapa negara

No. Negara M ekanisme Pemilihan Entitas yang Diwakili
DPR Senat DPR Senat
1 | Indonesia Langsung Langsung Partai  Daerah
2 | Peranci Langsun Tidak Parta Daerah, Partai,
langsung Daerah di lual
negeri,
komunitas
Khusus darn
penduduk di
Luar negeri.
3 | Pilipina Langsung Langsung Partai  Wilayah
4 | Aljazair Langsung Tidak Partai | Wilayah dam
langsung dal diangkat  oleh
pengangkatgn Presiden
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5 | Kolombia Langsung Langsung PartaiWilayah dan
dan suku Indian
Ormas
6 | Afrika Selatan | Langsung Langsung| Partai | Wilayah
dan tdak
langsung

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa DPR el@am negara
dipilih langsung melalui partai politik, kecuali Kmnbia yang membolehkan
anggota Ormas ikut Pemilu dengan syarat tertentubd@aan terletak pada
mekanisme penentuan anggota Senat atau DPD, Swiwekia, Pilipina dan
Kolombia dipilih secara langsung untuk mewakili @dmya, walaupun Senat
Kolombia ada dua orang yang khusus mewakili konagnguku Indian. Senat
Afrika Selatan 60% dipilih secara langsung, 10%atamlaerah dan 30% anggota
legislatif di daerah. Senat Aljazair 2/3 anggotanygailih oleh legislatif daerah
dan 1/3 diangkat oleh Presiden, sedangkan Senandéerdipilih oleh semacam
panitia khusus untuk memilih anggota senat di dagang mewakili daerah-
daerah, daerah yang ada di luar negeri, daeralu&tdem penduduk yang di luar
negeri. Di samping itu, anggota Senat Perancis juglah berasal dari partai
politik.

Di sini dapat dilihat bagaimana sesungguhnya legisi masing-
masing kamar Parlemen di beberapa negara tersédtas,dlegitimasi tersebut
didasarkan pada keterlibatan rakyat secara langdal@n menentukan anggota

parlemen yang merupakan wakil rak$fat.Karena sebagai negara yang

8 | egitimasi artinya masyarakat memberikan hak mdepada pemerintah atau
pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusanaduran kepada masyarakat. Menurut
Ramlan Surbakti, legitimasi hanya didapatkan pemtegni dari raktat, dan karena legitimasi itulah
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menggunakan bentuk pemerintahan republik, pastil@ntuk ini lebih
mengedepankan legitimasi rakyat, republik tidaka lddepaskan dari demokrasi
dan pokok dari konsep demokrasi ialah kedaulatam didtangan rakydt:
Sehingga, untuk mengukur demokrasi suatu negaraka m@arus dilihat
keterlibaran rakyat dalam menentukan jabatan pubtd&rmasuk anggota
parlemerf’> Berdasarkan hal inilah, dikatakan bahwa salalu $egitimasi
lembaga legislatif atau parlemen itu kuat atau ktidkalam sebuah negara
demokrasi, adalah dilihat dari keterlibatan rakysdcara langsung dalam
menentukan anggota legislatif.

Mekanisme perekrutan anggota DPR di negara-negesabiut di atas
sama, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyatataelpartai politik, kecuali
Kolombia. Secara legitimasi DPR keenam negaraliatsaempunyai legitimasi
yang kuat, karena dipilih secara langsung olehabkKyPR pada keenam negara
tersebut juga bisa dikatakan sebagai representaliikp karena DPRnya
merupakan orang-orang yang berasal dari partdilpadiehingga semua DPR di
enam negara itu merupakan representasi politik.

Representasi Daerah ada pada Senat di keenam n&gasbut,
walaupun legitimasi Senat dari masing-masing negsaagatlah berbeda.
Legitimasi Senat di parlemen Indonesia, Philipia& &olombia sangatlah kuat,

karena semua anggotanya dipilih secara langsuiigrale/at daerahnya masing-

maka pemerintah mempunyai kewenangan membuat déaksasakan aturan. Lihat dalam :
Ramlan Surbaktiviemahami ..., him. 92-100.

8 Lihat : Jimly AsshiddigiePokok-pokok ..., him. 279,

8 Ppemilu merupakan unsur penting dalam sebuah nedaraokrasi, Pemilu
dilaksanakan untuk memilih pejabat publik, baikettsekutif maupun legislatif, karena Pemilu
merupakan tolak ukur bagi demokrasi. Lihat daleé8mgit Pamungkaserihal .., him. 3-4.
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masing, hal berbeda dengan Senat Afrika Selatag fianya 60% dipilih oleh
rakyat di daerahnya, dan selebihnya dari parlenaemath dan dari kepala daerah
provinsi, sehingga legitimasinya kurang kuat.

Walaupun demikian, Senat Afrika Selatan masih lebibat
dibandingkan dengan Senat Perancis, yang mana samggata Senatnya hanya
ditentukan oleh panitia yang ada di daerah, bukpitirdsecara langsung oleh
rakyat daerah. Legitimasi Senat paling lemah drant@enam negara tersebut
adalah Senat Aljazair, karepartama, 2/3 anggota senat tidak dipilih langsung
oleh rakyat, sehingga keterlibatan rakyatnya kurasen kedua, 1/3 anggota
Senatnya diangkat oleh presiden, sehingga bukaopalean wujud kedaulatan
rakyat tapi wujud kedaulatan kekuasaan presiden.

Bila dibandingkan dengan kelima negara di atas, anp&rlemen
Indonesia dikategorikan mendapatkan legitimasi yamat. DPR maupun DPD
dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemiletbbéda dengan beberapa
negara, yang Senatnya justru dipilih oleh otoréteu panitia lokal, bukan oleh
rakyat yang ada di daerah tersebut. Praktis hapyat3hilipina yang memiliki
legitimasi yang serupa dengan DPD, kalaupun dilmehkdin dengan negara yang
ada di luar lima negara tersebut, DPD memiliki tiegasi yang sama kuatnya
dengan Senat di Amerika Serikat. Namun demikiagititeasi yang kuat tersebut
tidak diiringi dengan kewenangan yang kuat.

2. Kewenangan.
Bentuk parlemen Bikameral, berdasarkan kewenangeng yimiliki

oleh masing-masing kamar, dapat dibedakan menjadi jenis, yaitu soft
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bicameralism, strong bicameralism danperfect bicameralism. Jenis yang pertama
mempunyai ciri utama apabila kewenangan kedua kaawdr berbedastrong
bicameralism dengan ciri kewenangan kedua kamar relatif sanatgupun pada
umumnya DPR atatiouse of Representatives lebih kuat dibandingkan dengan
Senat. Sedangkaperfect bicameralism bercirikan kedua kamar memang benar-
benar sama besar kewenangannya.

Secara teoritis, parlemen memiliki tiga fungsi usanyaitu fungsi
legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggarasaupun banyak fungsi
lainnya, namun di sini hanya ketiga fungsi tersepamg disebutkan. Narasi
berikut ini akan memperlihatkan perbandingan kewgaa yang dimiliki oleh
parlemen di enam negara tersebut.

Melihat pada bab sebelumnya, tentang negara-ndgeatuan yang
berbentuk republik, dapat dilihat perbandinganngagan bangunan parlemen
Indonesia. Parlemen Perancis dan parlemen Philip@aipakan gambaran dari
perfect bicameralism, di mana kedua kamar dalam parlemen mempunyai
kewenangan yang sama kuat, sama-sama memiliki lewan untuk
mengajukan, membahas serta menyetujui UU. Di Peradiatur mengenai
mengajukan RUU yang bersifat khusus, yaitu RUUaegtkeuangan dan RUU
tentang jaminan sosial diajukan R&tional Assembly, sedangkan RUU yang
berkaitan dengan organisasi wilayah dan RUU tentengbaga bagi bangsa
Perancis di luar Perancis diajukanSenate.

Parlemen Aljazair bisa dikatakan parlemen ysaingng Bicameralism,

karena kedua kamar relatif sama kewenangannya, -sama mempunyai
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kewenangan dalam mengajukan, membahas serta memyRWU, hanya saja
People National Assembly sedikit lebih besar kewenangannya, yaitu dalam hal
pengawasarPeople National Assembly berwenang mengawasi kinerja pemrintah
dan berhak meminta pertanggungjawaban kepada peateri

Sedangkan Parlemen Kolombia juga dapat dikategorikizong
bicameralism, kedua kamar dalam parlemen relatif memiliki kesam
kewenangan, hanya saja ditentukan tugas-tugasnyangrmasing dalam hal
menentukan jabatan publik. Yang membuat parlemdoriloia dikatakarstrong
bicameralsm dikarenakan RUU anggaran harus melalui pi@bamber of
Representatives, hal ini khusus untuk kamar ini dalam menerimarsaa,
sedangkan pembahasan dan persetujuan tetap hlakusken kedua kamar secara
bersama-sama.

Sedangkan parlemen Afrika Selatan bisa dikatakabagse soft
bicameralism karenaNational Council of Provinces sedikit sekali kewenagannya,
yaitu hanya mempertimbangkan serta menerima ataoolale RUU yang
disetujui olehNational Assembly, khusus mengenai RUU tentang provinsi harus
mendapat persetujuasational Council of Provinces namun bisa diabaikan bila
mendapat persetujuan 2/3 anggdtational Assembly. Walaupun demikian,
parlemen Afrika Selatan masih lebih apresiatif aeldp perwakilan daerah, hal ini
ditandai dengan hakational Council of Provinces yang bisa menolak intervensi
pemerintah pusat terhadap provinsi-provinsi.

Jika dibandingkan dengan parlemen Indonesia, niglibsisi lembaga

perwakilan daerah dari segi kewenangan yang dimitikka parlemen Indonesia
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adalah yang paling lemah. DPD RI hanya mempunyavekangan sebatas
mengajukan dan membahas RUU tertentu saja. Dildiati segi fungsi
pengawasan, DPD RI melaporkannya kepada DPR Rigtlardengan beberapa
negara tersebut yang hasil pengawasan bisa dilakoled lembaga itu sendiri,
hal ini menandakan perwakilan politik dan perwakitaritorial pada lima negara
tersebut berada pada posisi yang setara.

Ironis memang kalau melihat parlemen Indonesia {ik@andingkan
dengan beberapa parlemen di atas, satu sisi parléntonesia mempunyai
legitimasi yang kuat, karena semua anggotanyailtipihgsung oleh rakyat dalam
Pemilu, bahkan anggota DPD lebih berat syaratngandiingkan anggota DPR.
Di sisi lain perwakilan daerah Indonesia sangatk#ekewenangannya, padahal
parlemen dibeberapa negara tersebut, walaupuinteginya lemah, mempunyai
kewenangan yang besar. Jika suatu kewenangan yamtkidberasal dari
legitimasi, maka seharusnya legitimasi kuat yangildii DPD juga harus
diimbangi dengan kewenangan yang besar, karentimiegi yang besar juga

diikuti oleh tanggung jawab yang besar.

C. MENIMBANG KELEBIHAN DAN KEKURANGAN LEMBAGA

PERWAKILAN INDONESIA PASCA REFORMAS!.

Tidak mudah menentukan kelebihan serta kelemahag gimiliki oleh
suatu lembaga, apapun di dunia ini punya kelebidan, kelemahan sesuatu itu

terletak sangat dekat dengan kelebihannya. Mempaseal 1 ayat (2) UUD 1945,
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“kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanaterurut Undang-Undang
Dasar.” Ketentuan ini mempunyai makna yang pentkagena, disamping
penghapusan supremasi parlemen yang bisa mengarpa#la kediktatoran, juga
penegasan kedaulatan rakyat tidak bisa dilaksarsdeghendak siapapun. Dalam
konteks ini, setiap lembaga negara yang menjalahkagsi serta kewenangannya
atas nama rakyat harus berdasarkan konstitusi.eBarldengan UUD 1945
sebelum diamandemen, kedaulatan rakyat yang belia@damgan MPR bisa saja
disalahgunakan oleh kekuatan dominan di MPR kaMBR merupakan sebuah
lembaga yanguper body yang diberikan oleh konstitusi sendiri.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakanessmtasi dari
seluruh rakyat, sebab MPR merupakan rumah bersaggot DPR dan anggota
DPD, yang mana kedua lembaga ini merupakan repeesedari seluruh rakyat
Indonesia yang dipilih secara langsung, bebas damudalam pemilihan umum.
Karena DPR dan DPD dipilih secara langsung, kelemadlPR menjadi sangat
kuat legitimasinya, sebab dengan pemilihan secamgslng berarti anggota-
anggota MPR sudah merupakan wakil sah dari rakgmatndereka duduk di sana
benar-benar atas kehendak rakyat. Karena merupagagsentasi seluruh rakyat,
maka MPR mempunyai suatu kewenangan yang bersifadafental, yaitu
merumuskan, membahas serta menetapkan konstitukindsia, di mana
konstitusi merupakan hukum dasar bagi sebuah négBedam konstitusi perihal

ketatanegaraan secara fundamental diatur, dan eleagukum tertinggi.

8 Mengenai kewenangan yang dimiliki oleh MPR lihas® 3, Pasal 7A dan Pasal 8
UUD 1945.
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Tidak salah jika MPR diberikan kewenangan yang toelgesar, sebab
konstitusi seperti yang dikatakan Roesseau adatabmte generale, dan
grundnorm tersebut harus dibuat oleh rak§atdan karena MPR adalah
representasi rakyat secara keseluruhan maka kegemagrsebut sangatlah wajar
berada di tangannya. Lain daripada itu, tidaklangkin atau sulit memilih
secara langsung Presiden dan/atau Wakil Presidesrase¢erus menerus jika
terjadi kekosongan jabatan, sebab biaya, wakta sembga sangatlah besar dalam
agenda pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sdg@agsung. Maka untuk itu
cukup lima tahun sekali rakyat Indonesia memiihskien dan Wakil Presiden
secara langsung, jika dalam lima tahun terjadi kekgan kekuasaan maka MPR
yang akan memilihnya.

Sebagai representasi seluruh rakyat juga, kewenaMjgdR sebagai
yang memilih Presiden dan/atau Presiden jika tekakosongan atau lowongan
jabatan, serta kewenangan melantik Presiden danil VRa&siden sama saja
artinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih daramtik oleh rakyat secara
keseluruhan. Kenyataan hal ini berangkat dari kprtkemokrasi tidak langsung,
yang mana dalam konsep demokrasi yang tidak lagg&edaulatan rakyat
dilaksanakan oleh suatu lembaga perwakilan, yamgndak atas nama rakyat.

Begitu juga dengan MPR, dalam tugasnya melakukambpban atas UUD,

8 Jean Jacques Rousse@ibe Social Contract, or Principal of Political Right, terj.
Vincent Bero, Du Contract Social, Perjanjian Maskat (Jakarta : Visimedia, 2007), him. 25.
Sedangkan Hans Kelsen menyebutnya deggamdnorm. Lihat : Hans KelserGeneral Theory of
Law and Sate, terj. Raisul Muttagien, Teori Umum tentang Hukdem Negara, cet. V (Bandung :
Nusa Media, 2010), him. 180. Sedangkan Hans Nawiastnyebut UUD dasar dengan istilah
staatgrundgesetz. Lihat dalam : Maria Farida Indrati Sepraptoju Perundang-undangan: Dasar-
dasar dan Pembentukannya, cet. XI (Yogyakarta : Kanisius, 2006), him. 28gak sedikit ragu
juga menyamakangrundnorm itu dengan undang-undang dasar, kadang kata iga ju
dipersamakan dengan istilah cita negara steatside.
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memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiddakdkan atas nama rakyat,
sebab MPR sekali lagi merupakan representasi rakyat

Walaupun demikian, persoalan MPR komposisi MPR yndiri atas
anggota DPR dan DPD sebenarnya kurang tepat, kavdia akan menjadi
sebuah lembaga yang permanen. MPR dikatakan penmarena mempunyai
anggota dalam bentuk orang, bukan lembaga atawalsgpacanoint session.
Karena MPR hanya permanen jika dilihat dari sisildtiral saja, jika dilihat dari
sisi fungsional, MPR hanya merupakan tempat gaburmyagggota DPR dan
anggota DPD. Jadilah sekarang parlemen Indonelagaeparlemen trikameral,
karena MPR merupakan lembaga tersendiri. Bisa alikat sebagai lembaga
tersendiri karena, disamping juga karena kompogsinMPR mempunyai
pimpinan dan kesekretariatan tersendiri, padahkdukdilihat kewenangannya
MPR akan bertugas tidak secara berkelanjutan, epsifat seremonial dan
insedental saj&

MPR yang mempunyai pimpinan dan sekretariat terggiich dilihat
dari efektifitas maupun anggaran negara, sebenaiaglaperlu, sebab sekretariat
MPR membutuhkan begitu banyak tenaga manusia,itoaiknaga ahli, staff dan
karyawan lainnya. Selain itu, biaya yang akan ditedan oleh negara akan
semakin besar dan dari segi hak keuangan dan eadratifi anggota MPR
mendapatkan dua macam gaji, yaitu sebagai angdefadiau DPD serta sebagai
anggota MPR. Kalau MPR dijadikan semacam sidangurggdn untuk

melaksanakan kewenangan yang dimilikinya, cukupppian serta sekretariat

8 Muchammad Ali SyafaaBarlemen Bikameral ..., him. 125. Jimly Asshiddigie juga
menyebut model parlemen Indonesia menggunakan nirikiheral, dan MPR merupakan kamar
ketiganya. Lihat : Jimly Asshiddiqi®okok-pokok .., him. 159.
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DPR dan pimpinan serta sekretariat DPD  berkoordinasntuk
menyelenggarakannya, maka akan terjadi penghemegdradap keuangan
negara. Penghematan akan terjadi dalam beberapghapertama, gaji anggota
MPR tidak ada lagi dan hanya membayar gaji angg&ia dan DPD saj&edua,
tidak ada lagi gaji staff maupun karyawan di MPRh d@&tiga, segala hal
menyangkut administrasi, termasuk gedung, lisBBM, dIl yang dipakai dalam
rangka operasional kesekretariatan tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih oleh rakyatidnesia secara
umum, langsung dan bebas dalam sebuah Pemilihamusabab itulah di atas
dikatakan bahwa DPR mempunyai legitimasi yang kdatam menjalankan
kewenangannya. Selain itu, sebagai konsekwensipéanerintahan presidensiil,
kelebihan lain yang dimiliki oleh DPR, seperti yatigtur dalam Pasal 7C UUD
1945, tidak bisa dibekukan atau dibubarkan olehsiBea. Ketentuan ini
menempatkan DPR sebagai sebuah lembaga yang kalkah deadaan apapun,
dan konstitusi menjaminnya dari ancaman ekselaotimerupakan kelebihan lain
dari DPR, sedangkan kalau dilihat dari sisi fungang dimilikinya, DPR
merupakan sebuah lembaga yang kuat, dengan berlkaganangan yang

dimilikinya.

Segala fungsi dimiliki oleh DPR secara penuh, muaii fungsi
legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam UUD I1d@id&ur bahwa DPR

mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang, sBlifip dibahas oleh
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DPR dan Presidef!.Bahkan DPR mempunyai kekuatan tambahan dalam bentu
memaksa Presiden untuk mengesahkan RUU yang tedatujdi. Bukan hanya
dalam bidang legislasi, DPR juga mendapat wewerseizpgai penentu bagi
pemerintah untuk menentukan perang, perdamaiarpéganjian dengan negara
lain®” Pengangkatan Duta dan Konsul serta menerima pextemputa negara
lain juga harus konsultasi dengan D¥Ryegitupun dalam hal Presiden akan

memberikan amnesti dan abofii.

DPR juga mempunyai kewenangan dalam hal penganmgkdékim
Agung® Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi shlth
menentukan tiga orang Hakim Mahkamah Konstittishemilih anggota Badan
Pemeriksaan Keuangdh,dan menentukan pengisian lembaga negara lainnya
(auxiliary bodies), seperti Komisi Pemilihan Umum, Komnas HAM, Komis
Pemberantasan Korup$i,dan lembaga tinggi bantu lainnya. Kewenangan ini
akan bertambah dengan keharusan kepada Presidemteg@@rtimbangan DPR
dalam menentukan Panglima Tentara Nasional Indardesi Kepala Kepolisian

Republik Indonesia.

8 pasal 20 UUD 1945. Berbeda dengan ketentuan setmtbahan UUD 1945, yaitu
Pasal 5 UUD 1945 sebelum perubahan, DPR hanyalatyengui RUU yang dibuat oleh
Presiden. Dalam kaitan ini, fungsi legislasi berdid@ngan Presiden.

8" pasal 11 UUD 1945.

8 pasal 13 UUD 1945.

8 pasal 14 UUD 1945.

% pasal 24A UUD 1945.

%1 pasal 24B UUD 1945.

%2 pasal 24C UUD 1945.

% pasal 23F UUD 1945.

% pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Negara Repubtibriesia Nomor 20 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanapéar
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Kewenangan ini menempatkan DPR sebagai lembaga yangs
ditakuti dan disegani oleh lembaga manapun di regair sebab tidak ada
satupun urusan dalam negara Indonesia yang tid&dunBPR. Sebagai negara
yang berdasarkan atas hukum, semua harus diatgaddmukum tertulis yaitu
Undang-undang, dan yang membuatnya adalah DPRs eks&kutif menjalankan
apa yang ditentukan oleh DPR tersebut. DPR jugakokan pengawasan, dan
bahkan penyelidikan dan penyidikan terhadap kinegmerintah dengan hak-hak
yang dimilikinya, sehingga tindakan sewenang-wengagg mungkin akan

dilakukan oleh penguasa dapat dicegah, atau diraligim

Melihat kewenangan yang dimiliki oleh DPR, lembaga bisa
dikatakan sebuah lembaga yang sangat kuat. Nanmikide, tetap saja memiliki
suatu kelemahan yang begitu penting, yaitu DPR mma&sija mempunyai
ketergantungan kepada Presiden dalam hal legi$lasiyataan ini dapat dilihat
pada pasal 20 UUD 1945, yang mana dalam pasaiteradgkan bahwa setiap
RUU dibahas DPR bersama Presiden untuk mendapatkasetujuan bersama.
Ketentuan ini menempatkan Presiden sebagai pemekgigasaan eksekutif,
yang seyogyanya menjalankan aturan yang dibuatletgslatif, juga mempunyai
kekuasaan legislatif. Padahal secara teoritis, nugtemerintahan presidensiil
eksekutif hanya menjalankan apa yang telah dibledt legislatif, dan untuk itu

eksekutif dibekali dengan hak veto terhadap UU ydibgat oleh legislatit®

% Tujuan pemberian hak veto yaitu untuk menjaga fagras mekanismeheck and
balances tetap terlaksana. Hanta Yuda ARresidensialisme Setengah Hati : dari Dilema ke
Kompromi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), him. 20
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Ketentuan ini rawan dengan bentuk penyelewengaragigika dilihat
pada aturan bahwa calon Presiden didukung olefaipaotitik dan hal ini bisa
menjerumuskan kekuasaan eksekutif dan legislgtéghng oleh satu orang atau
kelompok. Keadaan ini akan mempermudahgkalikong antara pihak eksekutif
dan legislatif dalam meloloskan keinginan mereka &elompok mereka sendiri,
dan kepentingan rakyat akan diabaikan, maka yamgdieadalah politik
transaksional demi kepentingan pribadi atau keldogld saja. Persekongkolan
ini juga akan diperparah dengan tidak adanya lemkbaig yang mengontrol DPR
dan Presiden, yang notabene sama-sama berasgbadtai politik. DPD yang
diharapkan menjadi semacamiouble check dalam parlemen malah tidak
mempunyai fungsi yang berarti dalam mengontrolldogaga tersebut.

Berdasarkan latar belakang pembentukannya, darhamhedindonesia
sebagai sebuah negara kesatuan yang berdiri ddreghngai keanekaragaman
suku, agama dan ras serta terdiri atas 33 daewingr, kelebihan utama yang
dimiliki oleh DPD ialah fungsinya sebagai pemersdaerah yang merupakan
unsur penting dalam NKRI. Fungsi integrasi yangilikiroleh DPD, menurut Sri
Soemantri Martosoewignjo dan Mochammad Isnaeni Raag dilatarbelakangi
oleh tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah —tiflek dikendalikan dengan
baik akan berujung pada separatis - maka DPD Isatdagai wadah bagi wakil-
wakil daerah, sehingga kepentingan daerah tetapdhetlalam koridor Negara

Kesatuan Republik Indonesta.

% Sri Soemantri Martosoewignjo dan Mocammad Isndainadhan, “Struktur...”
dalam Janedjri M. Gaffar, et.al. (edp.cit., him. 32.
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Walaupun demikian, ada kelebihan lain yang dimitleh DPD yaitu
mempunyai legitimasi yang kuat, karena anggota DRRiilih secara langsung
oleh rakyat di daerahnya, berarti DPD memang mésaupeepresentasi rakyat dan
dengan mandat yang didapatkan dalam Pemilu terséii@D mendapatkan
dukungan yang kuat dalam menjalankan segala kewanayang dimilikinya.
Melihat mekanisme pemilihannya yang perseorang®L) Bebenarnya bisa lebih
fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi sertaeravwgannya demi
kepentingan rakyat di daerahnya, berbeda dengagotan@PR yang dari partai
politik harus melihat kepentingan partainya jugasamping kepentingan negara
dan rakyat. Kenyataan ini membuat anggota DPD Idgibas dari intervensi
penguasa (eksekutif/Presiden) maupun partai politigng harus menjadi
perhatian utamanya adalah konstituennya, yaituatatiydaerah.

Walaupun sebenarnya belum ada survey lebih lanjengenali
keterkaitan antara keinginan rakyat di daerah untekepaskan diri dari NKRI
dengan keberadaan DPD, namun bisa dilihat dari keimmpkeanggotaan DPD
sebagai wakil daerah melambangkan Indonesia yasgngguhnya. Anggota
DPD yang mewakili seluruh daerah di Indonesia manjan fungsi, tugas serta
kewenangannya atas nama rakyat di daerahnya. Dpisgritu, setiap kebijakan
DPD juga harus memperhatikan kepentingan semualda@tak satu daerah saja,
sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan DiRfakt akan lebih bersifat
nasional. Hal ini menandakan DPD hadir sebagai ukemielembagaan dari

kebhinekaan Indonesia itu sendiri.
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Sayangnya kbhinekaan komposisi DPD serta indepsinden dari
partai politik tidak disertai dengan kewenangan gyatimiliki. Kelemahan
pertama dari DPD ialah tidak ada aturan yang medpryga dalam konstitus untuk
dibekukan dan/atau dibubarkan oleh Presiden, derdijbubarkannya DPD
berarti MPR juga ikut bubar karena MPR terdiri damggota DPR dan anggota
DPD. Sebab jika hanya terdiri dari anggota DPR ddj@R tidak lengkap secara
konstitusional, dengan demikian syarat tersebuwktiterpenuhi lagi jika DPD
telah dibubarkan. Berdasarkan akan hal ini, pemakzatas Presiden Rl akan
sulit dilakukan jika Presiden benar-benar melakukatanggaran seperti yang
disebutkan dalam UUD 1945, karena yang mempunyaiekangan
memakzulkan Presiden hanya MPR.

Berdasarkan dari fungsi yang dimilikinya, DPD biskatakan sebagai
kamar tingkat dua dalam parlemen Indonesia, kafengsinya paling tinggi
hanyalah membahas RUU tertentu saja, tidak sangsi menyetujul® Sebagai
sebuah lembaga negara yang diatur langsung dalabh 1945, dan dipilih secara
langsung oleh rakyat DPD selayaknya mempunyai kangsmn yang lebih dalam
kaitannya sebagai wakil daerah. Anehnya, DPD dibesebagai wadah aspirasi
daerah dan untuk meredam kalau ada gerakan sepanath tidak mempunyai

kewenangan dalam rangka menyampaikan dan mempgkaraspirasi daerah.

" Mekanisme pemakzulan Presiden diatur dalam pasdah 7B UUD 1945.

% Jimly Asshiddigie menyebutnya dengantlegislator. Jimly Asshiddigie,Pokok-
pokok ..., him. 190. Sedangkan Mohammad Mahfud MD meunyedbPD sebagai lembaga
legislatif yang sumir dan sebagai formalitas kdostonal belaka. Lihat : Moh. Mahfud MD,
Perdebatan Hukum ..., him. 69-72. Dan Denny Indrayana menyebut i@tean DPD dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia antara ada dem tidttht dalam Denny Indrayanalegara
antara Ada dan Tiada : Reformasi Hukum Ketatanegaraan, (Jakarta : Kompas Media Nusantara,
2008), him. 298-299.
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Berkaitan dengan hal ini bisa dikatakan DPD sudgpresentatif tapi belum
memiliki otoritas yang berarti.

Dalam hal menjalankan fungsi pengawasan, DPD selmtmgawasi
pelaksanaan UU yang berkaitan dengan daerah, APRBJdK, pendidikan dan
agama’ Kata “dapat’ pada Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 rse¢arminlogi
sangat lemah, karena tidak memiliki konsekwensi iilerdan tidak mempunyai
kekuatan hukum, berbeda dengan penggunaaan kajib™w&tau mempunyai
“kekuasaan” dan “kewenangat’® Belum lagi hasil pengawasan tersebut
disampaikan kepada DPR, dengan begitu bisa diskapubahwa DPDsub-
ordinat dari DPR, karena mekanisme “disampaikan” samaBB[a mendapatkan
fungsi pengawasan tersebut berdasarkan mandddERri

Berbeda dengan DPR yang memiliki kekuatan dalam emekan
sebagian besar jabatan publik di negeri ini, DPByhamempunyai pertimbangan
untuk menentukan anggota BPK. Dengan hanya menkiikienangan ini, DPD
jelas tidak mempunyai fungsi pengawasan apa-apan&arang-orang yang akan
mengisi jabatan publik tidak mempunyai kepentinggra-apa terhadap DPD,
maka dari sini bisa dikatakdmergaining position DPD sangat lemah. Imbas dari
keterbatasan ini, DPD hanya menerima laporan dBK,Bidak dari lembaga
negara lain. Pertanggungjawaban lembaga negara&épRD mutlak diperlukan
karena, di samping sebagai lembaga perwakilan shiseapa yang dilakukan oleh

lembaga-lembaga negara mempunyai keterkaitan defagah, dan itu juga bisa

% pasal 22D ayat (3) UUD 1945.
190 sylardi, Reformasi Hukum : Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun
Demokrasi, (Malang : In-Trans Publishing, 2009), him. 138.
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merugikan daerah. DPD sebagai wakil daerah tida& berbuat banyak karena
kewenangannya memang telah dibatasi dalam korssititu

Berbagai keterbatasan yang dimiliki DPD tersebutabmembuat
kesewenangan pemerintah pusat terhadap daerah isemeakjadi-jadi, karena
dari segi legislasi pemerintah dan DPR bisa beiagbdan diikuti tidak adanya
yang mengawasi secara intensif regulasi tersebugaihanapun juga,
kesewenang-wenangan yang semakin parah dan ben@mngkama akan
menimbulkan perlawanan dari yang ditindas terhagapindas. Maka dapat
dibayangkan jika banyak daerah tidak puas denggisldsi pemerintah pusat,
dan DPR tentunya, yang banyak merugikan rakyat adirah, pada akhirnya
republik ini tinggal menunggu waktu saja pembubayan

Meskipun demikian, melihat disparitas fungsionatagen DPR dan
DPD, terdapat juga kelebihan dalam hal proses l&ggisdalam parlemen
Indonesia. Karena parlemen Indonesia merupakaerpar bikameral, yang juga
dikatakan parlemen unikameral pfd%, maka proses legislasi yang hanya di
tangan DPR akan lebih mempercepat proses pembuatiang-undang. Tidak
perlu pembahasan dan perdebatan yang panjangakem&np anggota DPR dan
Presiden saja yang membahasnya dan terdapat sedikiedaan pendapat.
Berbeda jika suatu RUU dibahas DPR bersama DPD Rtasiden sekaligus,

maka akan butuh waktu lama untuk menyelesaikanaseRWU.

101 parlemen Indonesia dikatakan sebagai unikamets kérena secara struktural
terdiri dari DPR dan DPD, dan secara fungsionaklagi hanya berada di tangan DPR. Lihat :
Janedjri M. Gaffar, et.al. (edp.cit., him. 3.
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D. UPAYA MENEMUKAN SISTEM PERWAKILAN YANG IDEAL

DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Melihat bangunan parlemen Indonesia sekarang amgyterdiri dari
MPR, DPR dan DPD, setidaknya ada dua hal yang hdipesrhatikan agar
menemukan format yang ideal untuk parlemen Indand®rmasalahan pertama
adalah mengenai bentuk parlemen Indonesia yanghmasum jelas, yakni
pilihan antara trikameral, bikameral atau unikarh§uhlus). Permasalahan kedua
yaitu sumirnya kewenangan yang dimiliki oleh DPDbagai wakil daerah,
kesenjangan ini akan berakibat fatal, tidak sajgi kejelasan sistem parlemen,
tapi juga menyangkut integrasi nasional. Kedua peatahan ini harus dilihat
secara komprehensif agar menghasilkan pemikirag wamergis dalam rangka
menemukan parlemen yang ideal dalam bingkai NKRI.

Berdasarkan UUD 1945 setelah perubahan, parlemgonésia bisa
dikatakan menganut trikameral, karena berdasarkannsn dan kedudukannya
MPR merupakan sebuah lembaga yang permanen, dirgard®R dan DPD.
Sebaiknya MPR merupakan sebuah nama semacam Kaligheserika Serikat
atauParliament di Inggris dan Perancis, hanya sebagai sidangnggvuatayoint
session antara DPR dan DPD, bukan merupakan sebuah lemaesmnanen yang
berdiri sendiri. Usulan ini memiliki beberapa alasgaitu Pertama, kewenangan
yang dimiliki MPR hanya bersifat seremonial darestesntal, bukan kewenangan

yang mesti dilakukan sepanjang waktu. Kewenangaeleat tidak membutuhkan
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perangkat yang permanen untuk melaksanakannysedéatgkapan tersebut bisa
dilakukan secara ad-hoc saja.

Kedua, keberadaan lembaga yang permanen membutuhkara, biay
tenaga dan waktu yang banyak. Belum lagi denganssnan dan kedudukan
sebagai lembaga tersendiri ini anggota MPR jugaangkap sebagai anggota
DPR atau DPD, berarti ada gaji yadguble mesti dibayar oleh negara kepada
seluruh anggota MPRKetiga, sebagai lembaga permusyaratan rakyat, MPR
bukanlah lembaga perwakilan, karena MPR sebaggpatmmusyawarah untuk
mencapai mufakat antara anggota DPR dan anggota DiR® sebagai lembaga
yang permanen seperti sekarang ini, maka MPR tarusénjadi sebuah lembaga
perwakilan, bukan lembaga permusyawaratan lageneakalau dilihat dari sudut
pandang sejarah, permusyawaratan rakyat di suatpatehanya dilakukan jika
menghadapi sesuatu yang bersifat temporer, misalmg@entukan pesta rakyat,
musyawarah menentukan hari baik pernikahan dan amepah dalam bidang
lainnya, bukankah konstitusi semestinya berdasarkasyarakat.

Jadi, perlu adanya revitalisasi terhadap susunam kidudukan
parlemen Indonesia, agar menjadi jelas bentuk susya serta mekanisme
administrasinya, di samping juga dalam hal keweaanga. Fungsi MPR jika
dijadikan sebagai sidang gabungan DPR dan DPD, d&aapengaruh pada
beberapa hal, yaitpertama, penghematan anggaran negara, baik dilihat dari
operasional, maupun gaji anggota MPR dan gaji keayabeserta staff. Dengan

demikian pengeluaran negara hanya difokuskan padaleinbaga, yakni DPR
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dan DPD. Kedua, bangunan parlemen Indonesia akan semakin jelaisy y
parlemen bikameral, karena secara struktural htargai dari DPR dan DPD.

Sedangkan akibat yandetiga, karena MPR merupakan sidang
gabungan, maka hal selanjutnya adalah perlunyaua¢any kewenangan DPD.
Tidak mungkin DPR dan DPD akan bersidang dalam satopat dengan
kewenangan yang terbatas dimiliki oleh DPD, tidakngkin juga DPD hanya
bersidang dalam MPR dalam hal mengajukan lalu maat&UU tertentu saja,
tapi setelah itu pergi meninggalkan DPR untuk marem RUU tersebut bisa
disahkan atau tidak. Hal ini akan berakibat ketigdfsan lagi terhadap susunan
parlemen Indonesia, dari semula yang dikatakan anmgékal plus menjadi
bikameral setengah.

Sudah dikatakan sebelumnya, kewenangan dan fursgg] dimiliki
oleh DPR jauh lebih besar bila dibandingkan denp®D yang tidak memiliki
kewenangan berarti. Meskipun begitu, melihat diggarfungsional antara DPR
dan DPD, terdapat juga kelebihan dalam hal prosgslasi dalam parlemen
Indonesia. Karena parlemen Indonesia merupakaerpar bikameral, yang juga
dikatakan parlemen unikameral plus, maka proséslésfyang hanya di tangan
DPR akan lebih mempercepat proses pembuatan unoetzgg. Tidak perlu
pembahasan dan perdebatan yang panjang, kareng @rggota DPR dan
Presiden saja yang membahasnya dan terdapat sediiedaan pendapat.
Berbeda jika suatu RUU dibahas DPR bersama DPD Rtasiden sekaligus,

maka akan butuh waktu lama untuk menyelesaikanaseRWU.
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Namun demikian, pembahasan yang dilakukan oleh B&R akan
banyak melahirkan undang-undang yang kurang serapwebab pembahasan
dilakukan oleh DPR yang merupakan representadgiilpdian Presiden juga dari
partai politik, maka UU yang lahir lebih cenderumgrmuatan politis, dan bukan
tidak mungkin kepentingan rakyat secara keselurubeabaikan. Hal ini sangat
berbahaya, mengingat konfigurasi politik sedikinyek akan mempengaruhi
produk hukum yang dibuad®? Bisa saja dalam pembahasan sebuah RUU akan ada
tarik-menarik kepentingan antara partai politikd@akhirnya UU akan cacat dan
bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstittf§iMaka dibutuhkan sebuah lembaga
penyeimbang dalam proses legislasi, yaitu DPD, ggaduk hukum yang
dihasilkan lebih bersifat menyeluruh dan kepentngakyat secara keseluruhan
tidak terabaikan, karena DPD merupakan wadah asplean kepentingan rakyat
di daerah. DPD setidaknya mendapatkan kewenandam gioses legislasi RUU
yang berkaitan dengan kepentingan daerah, karesr@ssiaga DPD merupakan
perwakilan rakyat di daerah.

Berkaitan dengan hal itu, DPD hadir bukan saja g&iq@emersatu bagi
daerah-daerah Indonesia dalam satu wadah lembagianak namun juga
merupakan sebagai penyeimbang sekaligus pengagaolproduk legislasi yang
dihasilkan tidak merugikan daerah, hal ini sangattipg agar supaya integritas

nasional tetap utuh. Kalau tetap saja seperti aagami, maka produk hukum

102 Hal ini berdasarkan teori yang dikemukakan oledf.Rvioh. Mahfud MD tentang
politik hukum. Menurutnya konfigurasi politik yamtgmokratis akan menghasilkan produk hukum
yang responsif, sedangkan konfigurasi politik ydotaliter, atau otoriter, akan menghasilkan
produk hukum yang konservatif. Lihat dalam : MohaiWud MD., Politik Hukum di Indonesia,
cet. IV (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011), ttn

193 Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satwekangan Mahkamah
Konstitusi adalah menguji undang-undang terhaddp W945.
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yang ada akan tetap menomorduakan kepentingan daerlaerah, maka
legitimasi pemerintah pusat di mata daerah akatuiutengan sendirinya. Seperti
kata Laurence M. Friedman, legitimasi ada karengakéan terhadap hukum
yang baik dan oleh lembaga yang tepat, dan jikatuss tersebut terus-terusan
salah, legitimasipun akan goydH.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, maka pengtat@si dan
kewenangan DPD mutlak diperlukan, baik itu kewemandi bidang legislasi,
anggaran maupun bidang pengawasan. Penguatarpériufian karena sebagai
represetansi daerah, DPD hadir di pusat bukan hselyagai mewakili, tapi juga
membawa dan memperjuangkan rakyat di daerah. Kiegent nasional yang
dirumuskan dalam setiap rancangan undang-undangjdian diawasi, langsung
maupun tidak langsung menyangkut juga dengan kieygam daerah, karena
bagaimanapun juga negara nasional tidak ada teelpr&daan daerah.

Penguatan kewenangan DPD memang suatu kenisceaetzaty DPD
sebagai wakil rakyat daerah dalam negara demokrasis mempunyai hak
layaknya DPR sebagai representasi politik dalamjateerkan fungsinya. Seperti
yang telah disebutkan, konfigurasi politik negamngy konfigurasi politiknya
demokratis adalah kesempatan bagi partisipasi takgeara penuh ikut aktif
menentukan kebijakan umum, dan terdapat kebebasgrdkyat melalui wakil-
wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemati?® berdasarkan pada

pemahaman ini, maka Indonesia sebagai yang menamdkaya negara

104 Lihat dalam : Laurence M. Friedmaifhe Legal System : A Social Science
Perspektive, terj. M. Khoizin, Sistem Hukum : Perspektif lin®osial, cet. Ill (Bandung: Nusa
Media, 2009), him. 151-153.

1% Moh. Mahfud MD. Politik Hukum..op.cit., him. 30-31.
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demokratis semestinya memberikan ruang juga kepddat daerah kesempatan
untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakanional serta mengawasi
penyelenggaraan kebijakan tersebut. Jika hanyara@wgan DPR yang besar,
maka belum representasi rakyat secara keselurgiedmab DPR lebih diartikan
sebagai corong partai politik.

Pada hakikatnya perluasan kewenangan yang dindléh DPD, di
samping menjaga agar kepentingan daerah tidak ai&eal)y juga merupakan
untuk memperkuat mekanismeheck and balances dalam melaksanakan
kekuasaan negara. Hal ini wajar disebut dengdahstouble check dalam proses
legislasi, yaitu diinginkan suatu RUU tidak hanyaadcang, dibahas serta
disahkan oleh DPR, tapi juga oleh DPD. Kelebiharkanesme ini adalah UU
yang dihasilkan akan lebih berkualitas, sebab Reldebut tidak hanya dibahas
dan disahkan berdasarkan satu kepentingan sajajutgp melihat kepentingan
lain, walaupun sebenarnya DPR juga bisa jadi merabd@pentingan daerah, tapi
yang lebih tampak adalah kepentingan partai palyk

Fungsi pengawasanpun akan lebih efektif jika DPD mitie
kewenangan yang lebih luas, sebab jika pengawashadap kinerja dan sepak-
terjang pemerintah hanya dimiliki oleh DPR, dikhéivkan fungsi tersebut akan
tidak berarti karena bisa saja DPR dikuasai oletappolitik yang sama dengan
Presiden, karena aturan dalam ketatanegaraan kidohahwa Presiden harus
diusung oleh partai politik. Hal inilah yang merijah fungsi pengawasan
parlemen akan tidak efektif, sebab akan sulit oraatuy partai akan saling

menjatuhkan. Sebab itulah maka diperlukan unsardalam menjalankan fungsi
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ini. Selain itu, DPD juga bisa difungsikan sebagangawasan internal dari
parlemen itu sendiri. Jadinya dengan penambahaenavgan DPD, mekanisme
check and balances dalam cabang-cabang kekuasaan negara akan lekith. efe

Sebagai pengunci, mekanisme pengawasan sepertidyseigutkan di
atas juga harus diimbangi dengan pengaturan bat®@ titlak bisa dibubarkan
dan/atau dibekukan oleh Presiden. Pengaturan imjasaperlu, karena tanpa
adanya jaminan eksistensi tersebut, maka akan fsulgsi pengawasan akan
dilakukan, sebab kalau terjadi sengketa kewenadgagan DPR, yang notabene
adalah kolega Presiden dalam partai politik, bigm $residen secara politis
membubarkan DPD. Selain itu pengawasan DPD terhBdegpden tidak berjalan
efektif karena Presiden merupakan yang memegangway DPD, hal ini bisa
menjadikan DPD diintervensi oleh Presiden.

Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa jika @B&ikan
kewenangan yang luas akan berakibat pada pembentggara federal, bahkan
bisa mengarah pada perpecahan nasional, makarigaparindonesia berbentuk
bikameral semu, karena keterbatasan DPD tersetrgun§guhnya hal ini
merupakan ketakutan yang berlebihan, karena kopadpman bikameral yang
bercorak strong bicameralism sama sekali tidak bertentangan, atau tidak
berhubungan sama sekali, dengan bentuk negaraigasat

Berkaitan dengan bentuk negara kesatuan, dikatagarlemen
bikameral tidak bertentangan dengan bentuk negesatkan karengertama,

menurut penelitian, Institute for Democracy andcEeal Assistances, 32 dari 54
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negara demokrasi yang diteliti memilih bentuk paea bikameral® Secara
praktis konsep parlemen bikameral telah banyakndigan oleh berbagai negara,

tidak peduli negara federal maupun negara kesatuan.

Kedua, Terdapat hubungan yang kuat antara unikamerahigkal dan
dikotomi federal-kesatuan. Semua negara federalpuayai legislatif bikameral,
sedangkan negara nonfederal (kesatuan) mempunyiginmes bikameral dan
unikameraf:®’ Berdasarkan analisis terhadap bentuk negara keseiundonesia,
maka bisa dikatakan Indonesia adalah negara kespaumg berasa federal, karena
berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 sudah dijelaskavekangan pemerintah
pusat dan pemerintaha daerah, hal ini merupakamegara federal, walaupun
ciri negara kesatuan masih melekat yaitu kewenapganmerintah daerah diatur
oleh legislasi pusat. Berdasarkan kenyataan inyakiaya juga lembaga
perwakilan Indonesia seperti pada negara fedeeady \kewenangan DPR dan
DPD relatif seimbang, walaupun saya lebih sepaleduasan kewenangan
tersebut berkaitan dengan kepentingan daerah, &&sansinya DPD merupakan

perwakilan dari daerah.

Ketiga, menurut Dr. Solly Lubis, kebijakan otonomi daerakan
berlangsung dua aliran sekaligus, vyaitu berlangsymg kekuasaan dan
kewibawaan pusat di daerah dari satu arah sdoprdown, secara bersamaan

berlangsung arus pendemokrasian pemerintahan aamoalasi aspirasi daerah ke

198 5aldi IsraPergeseran ..op.cit., him. 246.

197 Subarjo, Dewan Perwakilan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia,
(Yogyakarta : Disertasi Program Doktor llmu HukunmakBltas Hukum Universitas Islam
Indonesia, 2008), him. 146.
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pusat secarhutton-up.*°® DPD hadir sebagai jembatan bagi kedua arus iik, ba
dari atas ke bawah maupun arus sebaliknya. Denglayakaan fungsinya seperti

ini, DPD tidak mungkin maksimal menyampaikan aspiraasyarakat ke bawah

jika kewenangannya terbatas seperti sekarang jpa.yang harus dilakukannya di

Senayan jika suatu daerah menginginkan sesuatunuamganggap kebijakan

pemerintah pusat menindas daerah, atau tidak sdengan kepentingan daerah
tertentu, maupun regulasi pemerintah pusat tidakissedengan semua daerah.
Berdasarkan pada kenyataan ini maka penguatanifdagskewenangan DPD

menjadi suatu kebutuhan dalam sistem ketatanegardanesia.

Keempat, Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI jelas-jelas
mengusulkan lembaga perwakilan Indonesia tidak &desdiri dari representasi
politik, tapi juga diwakili oleh unsur daerah, bahkwakil daerah disebutkannya
terlebih  dahuld® Seperti telah diketahui, Yamin merupakan pendukung
Soepomo dalam hal bentuk negara kesatuan dalammgsi8®UPKI, tidak
mungkin Yamin yang mendukung bentuk negara kesatwstok Indonesia
menyebutkan keterwakilan daerah di dalam MPR jilkanang konsep parlemen
bikameral bertentangan dengan negara kesatuan, pdamyataan itu tidak
ditentang oleh anggota BPUPKI yang lain. Jdduynding father juga tidak
melihat pertentangan antara bentuk negara kesdaragan parlemen bikameral.

Selanjutnya, kesalahan pandangan yang menentukamasenumeratif

cakupan wewenang DPD dengan anggapan sebagaillméhgenai kepentingan

1% Solly Lubis, “Kedudukan dan Peranan Dewan PensakDaerah dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia,” dalam Jan®djaffar,op.cit., him. 42.

199 Muhammad Yamin,Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Dijilid
Pertama, cet. Il (Jakarta : Prapantja, 1971), GBR-234.
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daerah merupakan pandangan yang keliru. Sepanjeatg U berkaitan dengan
rakyat banyak tentu juga berkaitan dengan daeeienk rakyat ada di daerdfi.
Kesalahan ini diikuti dengan persepsi mengenai DRIDg dianggap hanya
semata-mata mewakili dan ikut mengelola kepentinggaerah, padahal
seyogyanya secara konseptual DPD dimaksudkan ambmingkatkan peran serta
daerah dalam penyelenggaraan negara.

Selain beberapa pendapat di atas, layak dipertigkaan alasan
penguatan fungsi dan kewenangan DPD bila dilihait kiansep negara hukum
Pancasila. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwahsahtu ciri-ciri negara
hukum Pancasila yaitu hubungan fungsional yanggrespnal antara kekuasaan-
kekuasaan negara, kekuasaan-kekuasaan negardaitu mi@njalankan fungsinya
hendaklah dikembalikan kepada ide dasarnya, yaitong-royong-** Hubungan
proporsional ini menandakan suatu lembaga neganmapongyai fungsi yang
seimbang, dengan fungsi yang seimbang antara leaxlbathaga negara maka
akan terjadi kerjasama bahu-membahu dalam mengbarfikngsi negara itu
sendiri, yaitu mensejahterakan rakyst.

Berkaitan dengan kewenangan DPR dan DPD dalam npamle

Indonesia, negara hukum Pancasila menghendaki lkagan yang seimbang

119 sy bardjoop.cit., him. 237-238.

M1 Walaupun sebenarnya Hadjon lebih menekankan astsgy royong dalam
menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara dan tidajetopii adanya pemisahan yang tegas
antara cabang-cabang kekuasaan negara, pemikiramnggemperlihatkan Hadjon terpengaruh
cita negara integralistik ala Soepomo. Namun Hafljga menegaskan harus adanya kebersamaan
cabang-cabang kekuasaan negara dalam menjalankasirfya. Lihat dalam : Philipus M.
Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia : Sebuah Studi tentang Prinsip-
prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan
Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya : Bina limu, 1987), him. 88-89.

12 proporsional bisa diartikan dengan sebandingmiErngan; seimbang. Pius A.
Partanto dan M. Dahlan Al Barritamus IImiah Populer, (Surabaya : Arkola, 1994), him. 631.



164

kamar-kamar dalam parlemen Indonesia. Agar dengaeitibangan kewenangan
yang dimiliki maka kedua kamar tersebut akan bemgptroyong dalam bidang
legislasi, pengawasan maupun dalam menjalankansifimggsi lainnya demi
kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Dengaimi®ngan yang dimiliki
oleh DPR dan DPD dalam menjalankan fungsi kepamameya, maka UU yang
disahkan akan lebih berkualitas, pengawasan tephad#aekutif dan cabang

kekuasaan negara lainnya juga akan lebih efektif.

Penguatan fungsi DPD bisa juga dimaksudkan untuknpegelas
sistem pemerintahan presidensiil Indonesia, selsbns presidensiil Indonesia
masih kabur dengan ketidakseimbangan kewenangandyaniliki oleh DPR dan
DPD!*® Dengan penguatan fungsi dan kewenangan DPD, kiysudalam
bidang legislasi, maka fungsi legislasi hanya diknibleh DPR dan DPD, dan
Presiden hanya menjalankan UU yang telah dibudt DIBR dan DPD tersebut.
Dengan begitu pemisahan kekuasaan legislatif daekekif akan semakin jelas,
sebagai bentuk mekanisnobeck and balances dari pemisahan kekuasaan ini,
maka Presiden dibekali dengan hak veto terhadayamd disahkan kedua kamar
dalam jangka waktu tertentu.

Namun perlu juga diperhatikan, kewenangan yangltedesar dimiliki

oleh DPD juga tidak terlalu baik. Pembuatan UU aleih sulit karena dibahas

13 Bukti konkret kaburnya sistem presidensialisme gyatianut Indonesia adalah
aturan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UBM5,1kedua pasal ini mengisaratkan bahwa
Presiden memiliki fungsi legislasi. Lihat juga dala Yulia Kurniaty, “Peran DPD dalam Sistem
Ketatanegaraan yang Lebih Aspiratif : UUD 1945 Ra&mendemen,Jurnal Konstituss PSHK
FH UlI, Vol 1ll, No. 1, Juni 2010, him. 114. Secara tderitdalam sistem presidensiil ciri
utamanya yaitu pemisahan yang jelas fungsi ekdeklzth legislatif, berarti dalam sistem
presidensiil presiden hanya sebagai pelaksana idk tmemiliki fungsi legislasi. Lihat dalam :
Saldi Israop.cit, him. 39.
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dan disetujui oleh kepentingan-kepentingan yanddma dapat menyebabkan
dead-lock. Sehingga hal ini akan menyebabkan biaya, tenagawdktu untuk
menyelesaikan suatu UU akan besar, di sampinguiga jakan berkurangnya
produktivitas lembaga legislatif.

DPD sebagai wakil daerah harus diberikan kewenangarsebagai
wakil daerah, yakni urusan-urusan yang berkaitargde daerah, baik langsung
maupun tidak langsung. Mengenai RUU yang berkaitoara langsung dengan
daerah, maka sebaiknya DPD diberikan kewenangamukumengajukan,
membahas serta menyetujui RUU tersebut. Karena Bétiagai wakil daerah
tentu membawa aspirasi rakyat di daerah, anggo |Bisih tahu perihal keadaan
rakyat di daerahnya, sehingga UU yang disahkanrdesrear telah matang dan
berkualitas, serta tidak mengesampingkan kepemtindaerah. RUU dalam
bidang ini tentunya memerlukan pembahasan bersat@aaaDPR dan DPD,
sebab jika hanya DPD saja maka akan lahir UU yaexgifat kedaerahan,
sektarian dan bukan tidak mungkin akan mengabd&pantingan nasional.

Sedangkan RUU yang berkaitan secara tidak langdengan daerah,
sebaiknya DPD diberikan kewenangan untuk membepeatimbangan terhadap
DPR dalam pembahasan RUU tersebut, pertimbangaakam lebih kuat jika
diiringi hak untuk menolak hal-hal yang dianggapngeaikan atau menindas
kepentingan daerah. Sehingga dengan kesenanganaka daerah juga akan
merasa sebagai bagian dari integrasi nasional,n&akepentingannya tidak
terabaikan dan masukan serta pemikiran yang mutauldaerah bisa mewarnai

penentuan kebijakan nasional.
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Begitupun dalam kewenangan yang berkaitan dengangsiu
pengawasan, DPD mengawasi hal-hal yang berkaitearssdangsung maupun
tidak langsung dengan kepentingan daerah. Hasggvesmsan DPD ini sebaiknya
ditindaklanjuti oleh DPD sendiri, tidak perlu metakan ke DPR, karena kedua
lembaga ini memiliki kedudukan yang sederajat dakamnstitusi. Pengawasan
DPD haruslah mengenai kebijakan pemerintah, baik yhatur oleh UU maupun
kebijakanpreis erneson, sehingga dengan pengawasan yang langsung dilakuka
dan ditindaklanjuti oleh DPD akan memberikan rases nyaman dan tenang
bagi rakyat daerah terhadap tabia’at alami pengugsitu berbuat sewenang-
wenang terhadap yang diperintah. hal ini pentingi ls@buah negara nasional
yang plural, karena sedikit saja unsur-unsur yas@ t@rsinggung, maka yang
bersangkutan akan merasa tidak perlakukan dengamessaya, sehingga

disintegrasi bangsa akan terjadi.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, datastta analisis yang ada pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapalah penelitian ini, yaitu :

1. Sistem lembaga perwakilan rakyat Indonesia set@atlubahan Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) banyak mengalami pé&armadari yang dahulu
menganutdistribution of power dengan supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi
negara, beralih menjadieparation of power yang menempatkan semua lembaga-
lembaga negara, khususnya lembaga perwakilan, hammjadi lembaga tinggi
negara. Semua lembaga negara merupakan cerminakedaulatan rakyat. Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggotavadd Perwakilan Rakyat
(DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)gale begitu syarat serta
ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota MERgikuti yang berlaku pada

anggota DPR dan DPD, sekaligus persoalan pembeheya.

Anggota DPR RI dipilih secara langsung oleh rakglatam suatu pemilihan
umum selama lima tahun sekali, anggota DPR dipitiélalui jalur partai politik
dengan sistem proporsional terbuka. Maka anggot® Dierupakan representasi
politik. Sedangkan anggota DPD RI dipilih dari aptiprovinsi melalui pemilihan

umum dengan sistem ditrik berwakil banyak, wakiki dmasing-masing provinsi
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jumlahnya sama dan anggota DPD tidak boleh meldbghdari jumlah anggota DPR.
Karena mewakili provinsi maka DPD dikatakan sebagpiesentasi daerah/territorial.
Anggota DPR dan anggota DPD menjabat selama litmantaetelah dilantik oleh
Presiden, dan dapat diberhentikan dengan syatamnter

Berdasarkan unsur yang diwakilinya, dapat disimaolksistem perwakilan
Indonesia dikategorikan sistenifferrianted bicameralism karena terdiri dari dua
unsur yang sangat berbeda, yaitu DPR sebagai espess politik dan DPD sebagai
representasi daerah atau wilayah. Sedangkan jilkeitddari kewenangannya, sistem
perwakilan bisa dikategorikan sistem parlersef bicameralism karena kewenangan
yang dimiliki oleh DPR jauh lebih banyak bila dillimgkan dengan kewenangan
yang dimiliki oleh DPD. Namun demikian, kalau ddihstruktural parlemen Indonesia
merupakan bangunan parlemieikameral karena terdiri dari MPR, DPR dan DPD.
Secara fungsional lembaga perwakilan Indonesiateatjcaikan unikameral karena
hanya DPR yang benar-benar memiliki fungsi nyagdaagkan MPR hanya memiliki
fungsi yang bersifat seremonial dan temporer, dBD Bidak lebih dari sebagai “staff
ahli” bagi DPR dengan fungsi yang terbatas. Banaiseformal lembaga perwakilan
Indonesia layak disebut sebagai parlerbdkameral karena di dalam MPR ada dua

kamar, yaitu DPR dan DPD.

. Melihat keberadaan struktur serta kewenangan yamgild oleh MPR, DPR dan
DPD, maka dapat ditemukan beberapa kelebihan d&nrdmgan dalam sistem
parlemen Indonesia. Kelebihan yang dimiliki olembaga perwakilan Indonesia

adalah:
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a. Anggota lembaga perwakilan Indonesia memiliki legisi yang kuat dalam

menjalankan kewenangan yang dimilikinya.

b. Mewakili unsur yang berbeda dari seluruh rakydtjregga bisa dikatakan sebagai

parlemen yang demokratis.

c. MPR mempunyai kewenangan yang begitu sakral merubdang-undang dasar.

d. DPR memiliki kekebalan yang semestinya memang sshga dimiliki oleh
lembaga yang mewakili rakyat, yaitu tidak bisa #idean dan/atau dibubarkan

oleh Presiden.

e. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah atau wilayampunyai suatu fungsi
yang sangat penting, yakni fungsi integritas daldegara Kesatuan Republik

Indonesia.

f. Keuntungan lain dari sistem perwakilan Indonesit sa yaitu proses legislasi

lebih cepat.

Kelemahan utama yang dimiliki oleh lembaga perveakilrakyat Indonesia
sebenarnya ada dua, yaRertama, ketidakjelasan bangunan parlemen yang dianut
oleh Indonesia. Kelemahan ini jika dilihat darugtur bangunan parlemen Indonesia,
yaitu MPR sebagai “rumah” bersama bagi anggota B&Ranggota DPD merupakan
lembaga yang permanen, kepermanenan lembaga MPReimbawa konsekwensi
lain berupa kesia-sian pengeluaran negara karenad@ble membayar gaji anggota
MPR yang juga merangkap sebagai anggota DPR dayjo@nDQPD, serta pengeluaran

rutin lainnya berupa gaji karyawan, para staff, deaya operasional lainnya. Padahal
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MPR tidak perlu menjadi sebuah lembaga yang permakerena kalau dilihat dari
kewenangannya hanyalah bersifat seremonial danaempKelemahaikedua, yaitu

lemahnya fungsi dan kewenangan yang dimiliki ol&DDsebagai wakil daerah.

Ancaman disintegrasi bangsa karena keterbatasaysifdan kewenangan DPD
tidaklah secara langsung, tapi hubungannya dengamatipuan DPD dalam
membawa dan memperjuangkan aspirasi daerah. Jikea-KRalamaan regulasi
pemerintah pusat selalu merugikan daerah, dan @RR bisa berbuat apa-apa karena
tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan reguéasebut dan tidak
mempunyai hak mengawasi yang berarti, maka gerakparatis untuk memisahkan
diri dari NKRI akan timbul karena rakyat di daenaterasa tidak puas dengan apa

yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kedua kelemahan sistem perwakilan rakyat Indoneliaatas merupakan
kelemahan utamanya, namun masih ada kelemahayaagdimiliki, yaitu kaburnya
sistem pemerintahan presidensiil yang digunakamdafnesia. Kelemahan lain dari
sistem perwakilan Indonesia yaitu keberadaan DR1Y yeelum dijamin keabadiannya

dalam UUD 1945 dari tindakan semena-mena Presiden.

Berdasarkan struktur dan kewenangan dalam sistembaga perwakilan Indonesia
saat ini, serta berdasarkan kelebihan dan kekumangeng dimilikinya, dan

selanjutnya dianalisis dengan teori lembaga petamlgerta melihat konteks tentang
Indonesia sebagai negara kesatuan, maka dapatpdigEn mengenai sistem
parlemen yang ideal bagi Negara Kesatuan Repubtkresia. Hal pertama yang

harus dilihat adalah bentuk parlemen yang dibangaktur parlemen Indonesia yang
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bercorakkan trikameral dengan menjadikan MPR seblagsbaga yang permanen
perlu dipertegas dengan mengembalikannya sebaggatebertemunya DPR dan
DPD saja. Perubahan ini akan bermanfaat bagi pemga@ keuangan negara, di
samping memang menjadikan lembaga perwakilan ralkghkinesia bikameral, juga
mempunyai tujuan mengembalikan fungsi utama MPR ag&b lembaga
permusyawaratan, bukan lembaga perwakilan. MergadMPR hanya sebagpgint
session bagi DPR dan DPD berarti harus juga meningkatkawekangan DPD
sebagai wakil daerah, agar mempunyai fungsi seeteekangan yang relatif sama
dengan DPR, lebih tepatnya mengenai hal-hal yamgallen dengan aspirasi dan

kepentingan daerah-daerah di Indonesia.

Pada hakikatnya sistem perwakilan bikameral tidakemtangan dengan bentuk

negara kesatuan, hal ini dapat diperkuat dengaerapa alasan, yaitu :

a. Pada prakteknya bangunan parlemen tidak tergandemgan bentuk negara,
banyak negara kesatuan yang menggunakan sisteemgarbikameral, baik yang

soft bicameralism, strong bicameralism maupunperfect bicameralism.

b. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hubungssatpdan daerahnya
menganut asas desentralisasi, oleh sebab itu parlstnong bicameralism bisa

dipraktekkan.

c. Jika dilihat dari pola hubungan pusat dan daeraly ydigunakan di Indonesia,
maka akan semakin tampak warna federalnya. Sebdgaar negara federal

memakai parlemestrong bicameralism.
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d. Keterwakilan daerah dalam lembaga permusyawaraéyar memang sudah
menjadi ide dariFounding Father negeri ini, yang merumuskan Indonesia

berbentuk kesatuan.

e. DPD yang merupakan jembatan demokratisasi darit iesdaerah, dan sekaligus
jembatan aspirasi daerah ke pusat tidak dapat taanfanggung jawabnya jika

mempunyai wewenang yang terbatas seperti sekamang i

Berdasarkan ciri negara hukum pancasila yaitu hgdwnfungsional yang
proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negaraa Magat disimpulkan bahwa
DPD harus diberikan kewenangan yang lebih besar, tegadi hubungan fungsional
yang seimbang antara DPR dan DPD, yang mana keduaeyupakan pemegang

kekuasaan legislatif.

Penguatan kewenangan DPD di sini bukanlah memlmerieavenangan yang
terlampau besar menyamai DPR, seperti Senat pagEraneegara federal, namun
menurut penyusun hanya sebatas hal-hal yang bemnkdé@ngan kepentingan daerah,
baik langsung maupun tidak langsung. RUU yang li@akasecara langsung dengan
daerah, maka sebaiknya DPD diberikan kewenangark unengajukan, membahas
serta menyetujui RUU tersebut bersama DPR. Sedarigkid) yang berkaitan secara
tidak langsung dengan daerah, sebaiknya DPD ddrerikewenangan untuk
memberikan pertimbangan terhadap DPR dalam peménahd®UU tersebut,
pertimbangan ini akan lebih kuat jika diiringi hakituk menolak hal-hal yang

dianggap mengabaikan atau menindas kepentingaaldaer
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Begitupun dalam kewenangan yang berkaitan dengagsifypengawasan, DPD
mengawasi hal-hal yang berkaitan secara langsungpumatidak langsung dengan
kepentingan daerah. Hasil pengawasan DPD ini seyaikitindaklanjuti oleh DPD
sendiri, tidak perlu melaporkan ke DPR, karena kedembaga ini memiliki
kedudukan yang sederajat dalam konstitusi. Dengamparbesar kewenangan DPD
dalam hal legislasi dan pengawasan, maka dengalfirisgan akan menjaga DPD

untuk tetap menjalankan fungsi integrasinya.

B. SARAN.

Pada akhir tesis ini, ada beberapa saran yang pisampaikan berdasarkan

kesimpulan yang telah diambil, saran dalam penaliti adalah :

1. Perlunya Amendemen lagi terhadap UUD 1945 agagmistetatanegaraan Indonesia
menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan falsafahcaBila serta bisa
mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya danhsg@. Amandemen khususnya
pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengabdga perwakilan rakyat, lebih
khusus lagi pasal mengenai keanggotaan MPR dannemgan DPD. Mengenai
keanggotaan MPR sebaiknya MPR terdiri dari DPR B@D, bukan terdiri dari
anggota DPR dan angggota DPD, sehingga MPR megatisession bagi DPR dan

DPD.

2. Kewenangan DPD juga bisa tingkatkan tidak hanyaagab perancang dan

mempertimbangkan RUU, tapi juga membahasa sertgyehgni RUU, khususnya
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RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Kamgam DPD dalam kaitannya
dengan fungsi pengawasan juga perlu ditingkatkamntuyDPD diberikan setiap
kebijakan pemerintah maupun lembaga negara lainyglag berkaitan dengan
kepentingan daerah, agar DPD sebagai wakil daeeshamg benar-benar representasi

dan pembawa aspirasi daerah.

. Disarankan kepada DPD sebagai lembaga perwakilaaralda untuk terus
mengupayakan perubahan kelima UUD 1945, agar supslanismecheck and
balances, baik antara cabag kekuasaan maupun sesama cldlangsaan legislatif,

dapat berjalan dengan lebih efektif.

. Diharapkan ada peneliti-peneliti lain yang bisa angltkan penelitian mengenai
lembaga perwakilan Indonesia, baik dilihat darrité@ori ilmu hukum maupun teori-
teori ilmu politik. Masih banyak celah yang dapdihdt secara akademis mengenai

sistem perwakilan rakyat di Indonesia.
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